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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang
menjadikan segala puja dan puji patut bagi Karunia-Nya, perlindungan terhadap
hukuman-Nya, jalan ke surga-Nya dan sarana untuk melipatgandakan perbuatan
Baik-Nya, Sang Pengatur semesta alam. Shalawat atas Rasul-Nya Nabi
Muhammad SAW sebagai Nabi yang pengasih, suluh umat, serta keluarganya yang
suci dan para sahabat yang setia hadir sebagai taman segala kemuliaan yang
penuh hikmah, cinta, pengetahuan, daya tarik spiritual dan lentera-lentera atas
kegelapan realitas yang menjadikan kata-kata tak lagi menjadi bermakna atas
keindahan cahayanya.
Tak lupa kepada Sang penyelamat akhir zaman, semoga dapat menjadikan
kita sebagai pengikutnya. Yang melaluinya adalah bukti dari realitas sejarah yang
tak terbantahkan sampai akhir zaman kelak sebagai suatu fenomena dalam sejarah
kemanusiaan. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat kepadanya,
memberikan kedudukan beliau sesuai dengan kesuciannya dan semoga kita semua
dapat memperoleh syafaatnya di hari akhir kelak. Dan terakhir kepada para ulama
yang faqih dan beberapa filsuf barat dan muslim sehingga dapat memberikan
persoalan kemanusiaan dan perdamaian saat ini berdasarkan bait-bait suci-Nya
sehingga manusia tak lagi memiliki alasan untuk tidak mengenali kebenaran
realitas, semoga senantiasa beliau terjaga dalam lisan maupun perbuatannya dalam
membimbing umat manusia yang merdeka dalam meniti perjalanan spiritual hingga
dapat merasakan nikmatnya kebahagiaan hakiki di sisi Allah SWT.
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Tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan dan harapan, karena hanyalah
salah satu referensi untuk menyelesaikan persoalan saat ini jika relevan untuk
dijadikan sumber penyelesaian masalah diantara berbagai masalah yang belum
selesai hingga saat ini. Semoga Allah SWT ridha terhadap apa yang telah penulis
lakukan yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai wujud terima kasih atas Diri-Nya
Yang Maha Mutlak. Oleh karena itu, penulis senantiasa membuka ruang kritik,
saran, diskusi dan dialog demi perkembangan keilmuan dan kesejahteraan
masyarakat secara umum dan perbaikan hasil karya tugas akhir ini secara khusus.
Berhubung dengan beberapa hal, bahwa penulis mengucapkan banyak
terimakasih yang tak terbatas kepada kedua orang tua, yakni kepada Ayahanda
Syamsuddin Muin dan Ibunda Sahawi Saleh yang senantiasa merawat,
membimbing, mendidik dan memotivasi dengan limpahan kasih sayang agama dan
pencerahan nasihat kepada penulis hingga saat ini dapat menyelesaikan tugas
akhir. Kepada saudara kandung penulis, Kakanda Suryani Syamsuddin S.Pd.,
M,Pd, kakanda Brigpol Suryadi Syamsuddin dan kakanda Sulaiman Syamsuddin
S.H yang juga turut menyertai penulis melalui dorongannya untuk menyelesaikan
skripsi ini. Selain itu, penulis juga merasa perlu untuk mengucapkan banyak terima
kasih pula kepada:
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1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas
Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan  Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin sekaligus selaku pemberi sinopsis terhadap hasil
karya penulis berbentuk buku yang berjudul “Hukum Sebagai Persepsi”
dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah
membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada
penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin;
4. Prof. Dr. Suriyaman Mustari Pide S.H., M.H selaku Pembimbing I sekaligus
Penasehat Akademik I yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh
kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan
skripsi ini;
5. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang senantiasa
menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis
untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Dewan Penguji I, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, terima kasih
atas segala kritik dan sarannya yang begitu berharga dalam penyusunan
skripsi ini;
7. Dewan Penguji II, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H terima kasih atas
segala kritik dan sarannya yang begitu berharga dalam penyusunan skripsi
ini;
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8. Dewan Penguji III, Dr. Ilham Ari Saputra, S.H.,M.Kn., terima kasih atas
segala kritik dan sarannya yang begitu berharga dalam penyusunan skripsi
ini;
9. Dr. Khusnul Yaqin M.Sc sebagai guru yang senantiasa membimbing
penulis dalam banyak hal hingga saat ini;
10.Fajlurrahman Jurdi S.H., M.H, selaku editor pada penerbitan buku dan
menjadi pembicara saat launching buku penulis di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin atas segala saran dan motivasinya yang begitu
berharga dalam membantu dalam penerbitan buku penulis yang berjudul
“Hukum Sebagai Persepsi”;
11.Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H, DFM, selaku pemberi kata
pengantar pada buku penulis yang berjudul “Hukum Sebagai Persepsi”;
12.Seluruh pegawai dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh
pendidikan;
13.Hadi Iman Kurniadi, Andi Armansyah Akbar, Khairil Andi Syahrir, Andi Fajar
Anas, Muhammad Fairuz AS S.H, Adnan CM S.H, Landi Febrianto S.H,
Muhammad Salman Al-farisi, Ambar Sidik, Doddy Al Ghiffari, Muhammad
Rayhan Ramadhan Hamdi, Thareq Chairul Umam, Muhammad Faisal,
Hasbi Assidiq, Wildan, Muhammad Tayyib, Muhammad Nur Fajri,
Rahmawati dan Andi Kamridawati dan Arif Rachman Nur S.H atas diskusi
dan beberapa hal untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi ini;
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14.Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unhas cabang
Makassar Timur mulai dari periode kepengurusan kakanda Yuda Sudawan
S.H., M.H hingga saat ini dan kakanda Andi Ryza Fardiansyah S.H serta
kerabatnya atas pemberian nasehat, hikmah, logika, filsafat, hukum dan
beberapa sumbangsih buku bacaan;
15.Teman-teman, senior serta pengurus Human Ilumination (HI) atas ilmu dan
beberapa diskusi-diskusi yang membuat penulis dapat membuka cara
berpikir yang lebih holistik;
16.Senior-senior, pengurus dan mantan pengurus Lembaga Hukum Mahasiswa
Islam (LHMI) cabang Makassar Timur khususnya kepada kakanda Dr.
Muhammad Irwan S.H., M.H atas beberapa diskusi-diskusi keilmuan dan
motivasi untuk terus berjuang;
17.Senior dan pengurus HMI Cabang Makassar Timur atas keikutsertaan
penulis untuk mengikuti dan menyerap ilmu pada Intermediate Training
(LK2);
18.Teman-teman angkatan Petitum 2012 Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin utamanya yang telah membantu dalam penyelenggaraan
Inaugurasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Manunggal pada
tanggal 05 april 2013;
19.Teman-teman seperjuangan menuju bulan III Adri Inggil Makrifah, S.H. M.
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Alfisyahrin R Yusuf, S.H. Andi Asriani Tenri Angka, S.H. Andy Rezki Juliarno,
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(BEM) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta pengurus BEM periode
2016-2017 atas diskusi tentang kemahasiswaan, kebangsaan, hukum dan
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22.Senior, teman-teman dan adinda-adinda pengurus Organisasi Studi dan
Aktualisasi Pancasila (ORASI) khususnya kakanda Hartono Tasir Irwanto S.H
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23.Senior, teman-teman dan adinda-adinda pengurus Hasanuddin Law Study
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penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas
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Semoga Allah SWT senantiasa ridha dan memberi syafaat Rasul-Nya di hari
akhir kelak melalui segala manifestasi kebaikan dan kasih sayang yang diberikan
kepada penulis dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Akhir kata, semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan teori
maupun praktik hukum di Indonesia.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.




Muhammad Sarif Nur (B111 12 133), Analisis Perbandingan Jangka Waktu Hak
Pakai Bagi Orang Asing Di Indonesia yang dibimbing oleh Suriyaman Mustari
Pide dan Sri Susyanti Nur.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas norma jangka waktu
hak pakai bagi orang asing yakni PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB Dan
Hak Pakai Atas Tanah dan PP No. 41 Tahun 1996 yang kemudian diganti dengan PP
No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh
Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Dengan menggunakan bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi bahan nonhukum yang dikumpulkan
melalui studi literatur dan data terhadap instansi terkait. Bahan hukum tersebut di
analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Selanjutnya diolah dengan
teknik interpretasi yang akan membentuk persepsi melalui jenis-jenis penafsiran
dalam pendekatan ilmu hukum yakni interpretasi dan konstruksi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Dianutnya Asas Nasionalitas
memungkinkan orang asing untuk menguasai hak atas tanah dengan alas hak pakai
dan jangka waktu tertentu, bahwa PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP
Hunian Orang Asing 2015 masih berlaku, maka hal ini dapat menimbulkan
disharmonisasi; 2) Definisi terhadap asas nasionalitas dikaitkan dengan PP HGU,
HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 menimbulkan
perbedaan persepsi, jangka waktu selama 80 tahun secara tidak langsung dapat
bertentangan dengan asas nasionalitas.
Kata kunci: Jangka Waktu Hak Pakai bagi Orang Asing, Persepsi.
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ABSTRACT
Muhammad Sarif Nur (B111 12 133), Comparative Analysis Period Right to Use
For Foreigners In Indonesia, supervised by Suriyaman Mustari Pide and Sri
Susyanti Nur.
The purpose of this study was to determined the validity period of the norms
by use rights for foreigners that regulation No.40 of 1996 about HGU, HGB and Right
to Use Land and Regulation No.41 of 1996 about Foreigners Residential Ownership
which was then replaced with regulation No.103 of 2015.
The method used is normative research approach and conceptual legislation.
By using primary legal materials and secondary legal materials which include
nonlegal material collected through the study of literature and data to the relevant
agencies. The legal materials on a qualitative analysis and presented descriptively.
Further processed with interpretation techniques that will shape the perception
through the kinds of interpretation in legal science approach the interpretation and
construction.
The conclusion based on the research are: 1) espoused principle Nationalities
allows foreigners to control land rights with pedestal use rights and specific period of
time, regulation No. 40 of 1996 about HGU, HGB and HP on Land and regulation
No. 103 of 2015 is still valid, then this may cause disharmony; 2) The definition of the
principle of nationality is associated with regulation No. 40 of 1996 and regulation
No.103 of 2015 cause differences in perception, a period of 80 years can indirectly
conflict with the principle of nationality.
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Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa
Indonesia baik dalam bentuk aturan, pelaksanaan maupun bentuk lainnya yang
diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, pengaturan mengenai
penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu diarahkan lebih lanjut agar
keadilan di bidang hukum agraria dapat tercipta yakni diperlukan sebuah
kepastian hukum yang merupakan manifestasi konsensus sosial di bidang agraria
pada umumnya.
Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.” Posisi negara dalam hal ini, menjelaskan bahwa Negara
bukan sebagai pemilik melainkan sebagai pengontrol dengan tujuan agar tidak
terjadinya penguasaan secara sewenang-wenang terhadap sumber-sumber
produksi, salah satunya adalah permukaan bumi yakni tanah.
Kemudian, lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disahkan pada 24 September 1960 merupakan
produk hukum yang berjiwa revolusioner karena mengakhiri produk hukum
2kolonial mengenai agraria yang berwatak eksploitatif, dualistik dan feodalistik.
Undang-Undang Pokok Agraria hadir dengan tujuan untuk meletakkan dasar-
dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk
membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat,
mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, dan
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Dari sudut filosofis Undang-Undang Pokok Agraria sesungguhnya
merupakan jawaban atas ketidakadilan dari peraturan perundang-undangan
agraria zaman kolonial terhadap kedudukan rakyat Indonesia yang sebagian besar
menggantungkan dirinya dari sektor pertanian. Jawaban itu terealisasikan dalam
bentuk ketentuan yang menggariskan perlunya perombakan struktur pemilikan
dan penguasaan tanah, dengan menata kembali hubungan hukum antara orang
dengan tanah dan orang dengan orang yang berhubungan dengan tanah. Menurut
keterangan pemerintah sebagai jawaban atas pandangan anggota DPR-GR
tanggal 14-9-1960, ketika RUUPA dibahas, dikatakan bahwa: ”Rancangan UUPA
selain akan menumbangkan puncak kemegahan modal asing yang telah berabad-
abad memeras kekayaan dan tenaga bangsa Indonesia hendaknya akan
mengakhiri pertikaian dan sengketa tanah antara rakyat dan kaum pengusaha
asing dengan aparat-aparat pemerintah dengan rakyatnya sendiri.”1 Jadi pada
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Jakarta, Djambatan, 1991,
hlm. 57.
3saat UUPA dibahas, pemerintah menganggap modal asing merupakan penyebab
dari segala keterpurukan bangsa Indonesia.2
Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai
yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain
serta badan-badan hukum.” Kemudian, pasal 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, bahwa: “semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”.
Sebagai konsekuensi dari terhapusnya asas domein dengan hak atas tanah
yang memiliki fungsi sosial dan hak menguasai negara, maka tidaklah semerta-
merta untuk kepentingan pribadi hak atas tanah bahwa dapat menimbulkan
kerugian di dalam masyarakat. Fungsi sosial muncul karena adanya perlawanan
terhadap kemutlakan eigendomsrecht (hak eigendom) dari corak masyarakat yang
individualistis. Dapat dikatakan bahwa pada masyarakat yang memiliki corak
individualistik terdapat penyalahgunaan hak karena adanya kemutlakan hak milik,
sedangkan dalam masyarakat kolektif juga terdapat penyalahgunaan hak karena
kemutlakan hak menguasai. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan
keadaan dan sifat daripada haknya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi
kemakmuran rakyat serta terjadinya keseimbangan antara kepentingan negara
dan masyarakat terealisasi dalam kehidupan sosial.
2 Achmad Sodiki, Politik Hukum Agraria, Jakarta, Konstitusi Press, 2013, hlm. 30-31
4Terdapat perbedaan di antara hak milik dan hak untuk menguasai suatu
benda. Yang pokok ialah bahwa hak milik bersifat permanen, sedangkan hak
menguasai, jika tidak disertai hak pemilikan atas benda tersebut, bersifat
sementara.3 Atas dasar hak menguasai negara, kemudian negara dapat
memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak
menurut peruntukan dan keperluannya, seperti hak milik, hak guna usaha, hak
guna bangunan atau hak pakai ataupun memberikannya dalam pengelolaan
kepada sesuatu badan penguasa (departemen), jawatan, atau daerah swantara)
untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.4
Hak menguasai negara dipegang oleh negara sebagai organisasi
kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia. Hak menguasai negara ini meliputi seluruh
tanah-tanah di Indonesia, baik yang bertuan maupun yang tidak bertuan (tanah
yang dikuasai langsung oleh negara), baik yang telah dihaki maupun yang belum
dihaki dengan hak-hak perorangan. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh
negara inilah yang kemudian dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah
untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Hak menguasai negara ini
idealnya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi untuk pengelolaannya
3 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Bandung, Remadja Karya, 1988, hlm. 89.
4 Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 109,
sebagaimana dikutip dari Maria S.W. Sumardjono, Kewenangan Negara untuk Mengatur dalam Penguasaan
Tanah oleh Negara, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta 14 Februari 1998, hlm. 4-9, sebagaimana dikutip dalam Bernhard Limbong III, Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum, Margaretha Pustaka; Jakarta, 2012, hlm.
100.
5dapat dilimpahkan kepada daerah maupun kepada pihak ketiga dengan
pemberian penguasaan tertentu.5
Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 jo. Pasal 53
Undang-Undang Pokok Agraria, yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yakni:
pertama, hak atas tanah yang bersifat tetap bahwa hak-hak atas tanah ini akan
tetap ada selama Undang-Undang Pokok Agraria masih berlaku atau belum
dicabut dengan Undang-Undang yang baru. Contohnya: hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan dan hak
memungut hasil hutan. Kedua, hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan
Undang-Undang bahwa hak atas tanah yang akan lahir kemudian dan ditetapkan
dengan Undang-Undang. Ketiga, hak atas tanah bersifat sementara, dalam waktu
yang singkat akan dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal
dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Contohnya: Hak Gadai, Hak Usaha Bagi
Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.
Ditinjau dari segi asal tanahnya, hak atas tanah terbagi menjadi hak atas
tanah primer dan sekunder bahwa selain hak milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan atas tanah negara, hak pakai merupakan hak atas tanah yang bersifat
primer karena hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Hak pakai, dalam
pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa “hak pakai adalah hak untuk
menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh
negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang
5 Ibid, hlm. 109.
6ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan
perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal
tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
Hak pakai atas tanah memiliki persamaan dengan hak milik, hak guna
usaha, dan hak guna bangunan yang merupakan hak atas tanah yang bersifat
primer yakni dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dari sisi
perbedaannya, hak milik tidak memiliki jangka waktu tertentu. Hak pakai, hak guna
usaha dan hak guna bangunan, memiliki jangka waktu tertentu dalam hal
pemanfaatannya dalam hal menikmati hak atas tanah.
Ditinjau dari sisi waktu pemanfaatannya, salah satunya hak pakai bersifat
sementara yang memberikan arti pemanfaatannya terbatas dalam hal waktu atau
ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, misalnya kantor dan rumah
dinas/jabatan perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional, serta
gedung-gedung perkantoran departemen dan lembaga pemerintahan lainnya.
Selain itu, orang asing sebagai salah satu dari subjek hukum yang dapat
memiliki hak atas tanah, kecuali hak milik yang sesuai dengan penegasan di
dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Eksistensi orang asing di Indonesia
memiliki batasan tertentu yang tidak dapat melebihi hak warga negara Indonesia.
Pembatasan hak milik bagi orang asing adalah salah satu asas dalam hukum
agraria yaitu asas nasionalisme. Dimana asas tersebut diberlakukan agar tanah
yang berkedudukan di wilayah Negara Indonesia tidak dikuasai oleh orang asing,
yang apabila tanah tersebut menjadi hak milik orang asing maka sebagian wilayah
7Indonesia dapat dikuasai oleh orang asing. Berangkat dari hal tersebut, maka
orang asing dapat disebut sebagai seseorang yang sedang bertamu kepada
pemilik hak atas tanah, salah satunya adalah hak pakai yang dapat dimanfaatkan
oleh orang asing di Indonesia.
Alasannya, karena berdasarkan kontrak sosial yang di dalam negara
digunakan sebagai dasar segala hak, negara merupakan penguasa segala harta
benda para anggotanya. Namun, terhadap kekuasaan yang lain, negara menjadi
majikan hanya berkat hak penduduk pertama yang diperolehnya dari para pribadi.6
Pemberian kebijakan orang asing sebagai salah satu subjek hukum yang
dalam hal ini diperbolehkan memiliki hak atas tanah di Indonesia secara yuridis
telah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria, dinyatakan bahwa orang asing yang berkedudukan di
Indonesia dapat memiliki hak atas tanah dengan alas hak pakai.
Konsekuensi dari hal tersebut bahwa hadirnya perangkat peraturan
perundang-undangan telah menjamin kepastian hukum bagi warga negara asing
yang dapat menguasai tanah di Indonesia. Terkait dengan hak pakai bagi orang
asing terdapat beberapa ketentuan yang terkait, yakni Peraturan Pemerintah No.
40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
atas Tanah, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
dan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat
Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
6 Jean-Jacques Rousseau, Kontrak Sosial, Jakarta, Dian Rakyat, 2010, hlm. 25.
8Konstruksi yuridis untuk menyerahkan Hak Milik kepada Warga Negara
Asing dengan Hak Sewa untuk bangunan atau Hak Pakai adalah karena adanya
asas pemisahan horizontal yang dianut oleh hukum tanah nasional, yang berarti
bahwa pada prinsipnya pemilikan bangunan terpisah dengan penguasaan
tanahnya kecuali jika kenyataan pemilikan bangunan dan penguasaan hak atas
tanahnya berada pada satu tangan. Hal ini memang logis dan secara yuridis tidak
menimbulkan masalah bila terjadi antara sesama Warga Negara Indonesia.7
Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan bahwa eksistensi
Peraturan Pemerintah hadir untuk menjelaskan secara detail kehadiran Undang-
Undang di atasnya yang dalam hal ini disebut sebagai norma hukum vertikal8
dalam sistem norma yang dinamik. Yakni Undang-Undang sebagai peraturan yang
lebih tinggi (superior) dari Peraturan Pemerintah sebagai peraturan yang lebih
rendah (inferior).
Sehubungan dengan itu, maka analisis atas struktur hierarkis sistem hukum
memiliki konsekuensi penting pada masalah penafsiran. Penafsiran adalah
sebuah aktivitas intelektual yang menyertai proses penciptaan hukum.9 Peraturan
hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda oleh karena itu selalu terjadi
7 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta, Kompas, 2001,
hlm. 164-165.
8 Dinamika norma hukum yang vertikal adalah dinamika yang berjenjang dari atas ke bawah, atau dari
bawah ke atas. Dalam dinamika yang vertikal ini suatu norma hukum itu berlaku, bersumber dan berdasar
pada norma hukum di atasnya, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang menjadi dasar dari
semua norma hukum yang dibawahnya. Demikian juga dalam hal dinamika dari atas ke bawah, maka norma
dasar itu selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum di  bawahnya, norma hukum
dibawahnya selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari norma hukum yang dibawahnya lagi, dan
demikian seterusnya sampai ke bawah dalam Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-Undangan (Jenis,
Fungsi dan Materi Muatan), Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 23.
9 Hans Kelsen, (1996), Introduction to the Problems of Legal Theory, Diterjemahkan oleh Siwi Purwandari,
cetakan IV, Bandung, Nusa Media, 2012, hlm. 121.
9perkembangan.10 Dengan adanya pemberian jangka waktu hak pakai bagi orang
asing untuk memperoleh suatu tempat tinggal atau hunian yakni hubungan antara
Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah yang lainnya disebut dengan
dinamika norma hukum yang horizontal.11 Bahwa terkait dengan jangka waktu hak
pakai terdapat tiga (3) ketentuan Peraturan Pemerintah yang disusun karena
adanya suatu analogi yakni penarikan suatu norma hukum yang dianggap serupa,
mengindikasikan adanya disharmonisasi bahkan tumpang tindih diantara
ketentuan-ketentuan yang terkait dengan jangka waktu hak pakai bagi orang
asing. Selain itu, dari beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah terkait dengan
jangka waktu hak pakai bagi orang asing mengindikasikan adanya perbedaan
persepsi12 terhadap ketentuan yang berbentuk Peraturan Pemerintah dalam hal
kepastian hukum. Permasalahan tersebut menjadi alasan mendasar bagi penulis
untuk menulis dengan judul “Analisis Perbandingan Jangka Waktu Hak Pakai
Bagi Orang Asing”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaturan jangka waktu untuk hak pakai bagi orang asing
dalam peruntukannya menurut Peraturan Pemerintah yang terkait?
10 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm. 23.
11 Lebih lanjut, bahwa dinamika norma hukum yang horizontal adalah dinamika yang bergeraknya tidak ke
atas atau ke bawah, tetapi ke samping. Dinamika norma hukum yang horizontal ini tidak membentuk suatu
norma hukum yang baru, tetapi norma itu bergerak ke samping karena adanya suatu analogi yaitu
penarikan suatu norma hukum kejadian-kejadian lainnya yang dianggap serupa. Dalam Maria Farida Indrati
S., Op., Cit, hlm. 24.
12 Persepsi adalah analisis hukum yang dipersepsi bagi yang mempersepsi. Jadi, persepsi mengenai hukum
sebagai wujud itu sangat tergantung dari persepsi apa yang dipakai oleh yang mempersepsi untuk
memahami hukum khususnya menafsirkan keadilan sebagai puncak dari pemahaman hukum itu sendiri.
Dalam Muhammad Sarif Nur, Hukum Sebagai Persepsi, Yogyakarta, Rangkang Education dan Republik
Institute, 2015, hlm. 35-36.
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2. Bagaimana persepsi terhadap ketiga Peraturan Pemerintah terkait dengan
jangka waktu hak pakai bagi orang asing dalam hal kepastian hukum?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui perbandingan dari berbagai aturan yang terkait dengan
jangka waktu untuk hak pakai bagi orang asing.
2. Untuk mengetahui persepsi yang terbentuk dari ketiga Peraturan
Pemerintah terkait dengan jangka waktu hak pakai bagi orang asing dalam
hal kepastian hukum.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis, diharapkan dapat mengungkapkan perundang-undangan
yang ada mengenai relevansinya dengan Peraturan Pemerintah yang
terkait. Hasil penulisan ini juga, diselipkan sebuah buku dari hasil karangan
penulis sendiri sebagai salah satu referensi yang berjudul “Hukum Sebagai
Persepsi”, karenanya juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan
sumbangsih pemikiran dalam konteks gagasan keilmuan dan bermanfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta berguna untuk memperkaya
bahan kajian dan pertimbangan wacana guna pengembangan ilmu hukum,
khususnya tentang ilmu hukum Agraria di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi salah satu
referensi dan bahan pertimbangan bagi pedoman praktisi hukum dalam
berpraktek yakni para penegak hukum dalam hal obyektifikasi Peraturan
Pemerintah yang terkait dengan jangka waktu untuk hak pakai bagi orang





Di bidang hukum internasional, tanah termasuk ke dalam wilayah tertentu
yang memiliki posisi sangat penting sebagai salah satu unsur de facto
terbentuknya negara.13 Setelah Indonesia merdeka yakni pada tanggal 17 Agustus
tahun 1945, maka hukum agraria produk kolonial yang bersifat dualisme dianggap
tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sehingga Hukum
Agraria Nasional hadir sebagai produk kebijakan nasional untuk mengganti produk
kolonial. Bahwa dengan mendasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar
1945 berdasarkan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam Pancasila sebagai
dasar keberlakuan norma perundang-undangan di Indonesia yang membawa
tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya
bagi seluruh rakyat Indonesia dan sebagai perwujudan konkrit dari fungsi bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.
Ketika Soepomo membacakan Pidato Diesnya tanggal 17-3-1947 di Balai
Perguruan Tinggi Gadjah Mada Yogyakarta, ia mengajukan terlebih dahulu dalam
merancang Undang-Undang Agraria baru yakni soal dualisme hukum. Ia
berpendapat bahwa dalam mengadakan kesatuan hukum yang ditetapkan bagi
segala orang perlu menerobos (doorbreken) hak-hak yang berdasarkan hukum
13 Pasal 1 The Montevideo Convention on the Rights and Duties of State 1933.
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adat dan dimana perlu menyimpang pula dari peraturan hukum tanah dalam
Burgerlick Wetboek (Hukum Perdata Barat).14
Dari kalangan pemerintah penyusunan hukum agraria baru diserahkan
kepada berbagai panitia atau kementerian yang menghasilkan Rancangan
Undang-Undang seperti Panitia Yogya15, Panitia Agraria Jakarta16, Kementerian
agraria17, Panitia Agraria Soewahjo18, rancangan Soenarjo, Rancangan
Soedjarwo.19
Upaya pemerintah Indonesia untuk membentuk Hukum Agraria Nasional
yang akan menggantikan Hukum Agraria kolonial, yang sesuai dengan Pancasila
dan UUD 1945 sudah dimulai pada tahun 1948 dengan membentuk kepanitiaan
yang diberi tugas untuk menyusun draft Undang-Undang Agraria. Setelah
mengalami beberapa perubahan kepanitiaan agraria yang berlangsung 12 tahun
sebagai suatu rangkaian proses yang panjang dan berliku-liku, maka pada tanggal
24 september 1960 Pemerintah Indonesia berhasil menyusun Hukum Agraria
Nasional, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang
14 Achmad Sodiki, Op., Cit,hlm. 173
15 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tanggal 21 Mei 1948 tentang
Pembentukan Panitia Agraria yang diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo.
16 Berdasarkan Kepres Nomor 36 tahun 1951 diketuai oleh Singgih Praptodihardjo.
17 Keterangan Pemerintah tentang Program Kabinet Ali Sastroamidjojo 25 Agustus untuk memperbaharui
Undang-Undang Agraria.
18 Rancangan Soenarjo setelah mendapat masukan dari seksi Agraria Universitas Gadjah Mada diajukan ke
DPR tetapi kemudian ditarik kembali tanggal 25 Mei 1960.
19 Menteri Agraria Soenarjo kemudian digantikan oleh Soedjarwo, maka sejak itu dimulailah penyusunan
kembali Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria. Walaupun rancangan terakhir ini merupakan
penyempurnaan dari rancangan Soenarjo, namun terdapat perbedaan prinsip antara keduanya. Rancangan
Soenarjo mengambil bahan-bahan hukum yang berasal dari hukum adat dan hukum barat. Sedangkan
rancangan Soedjarwo hanya mengambil bahan-bahan hukum yang berasal dari hukum adat. Daniel Lev,
menilai bahwa rancangan Soedjarwo yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 5 tahun 1960
(LN.1960-104), diindikasikan banyak juga mengambil bahan-bahan hukum dari hukum perdata Barat. Lihat
Daniel S. Lev, “The Lady and The Banyan Tree:Civil Law Change In Indonesian, The American Journal of
Comparative Law, 1965.IX, hlm. 290. Dalam Ibid, hlm. 174.
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peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan sebutan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).20 Dengan diundangkannya UUPA 1960,
pada saat itu telah terjadi perubahan fundamental pada hukum agraria di
Indonesia yang semula bersandar pada hukum agraria kolonial yang bersifat tidak
adil dan diskriminatif terhadap rakyat Indonesia diganti dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih populis dan nasionalistik.21
Dengan terbentuknya masyarakat yang memiliki sifat kolektivisme bahwa
adanya pengutamaan kepentingan kolektif daripada kepentingan individu,
mengindikasikan konsep hak milik tidak lagi mencerminkan adanya kepemilikan
hak secara mutlak (eigendom) dalam arti bahwa terbatasnya penggunaan hak
dalam hubungannya dengan perlindungan hukum bagi kepentingan orang lain.
Yakni, terciptanya harmonisasi antara hak-hak individual demi tercapainya
kesejahteraan sosial.
Manifestasi kesejahteraan sosial nampak dalam “hak menguasai negara”22,
sehingga secara umum berlaku bahwa setiap hak milik tidak mengidentikkan
kepenguasaan hak atas tanah. Karena jika menguasai identik dengan memiliki
mengakibatkan kembalinya hukum agraria produk kolonial yakni salah satunya
adalah hak eigendom.
Adalah lebih tepat jika negara, sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh
rakyat (bangsa) bertindak selaku Badan Penguasa. Perkataan “dikuasai” dalam
20 Muhsin, Imam Koeswahyono dan Soimin, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Bandung,
Refika Aditama, 2014, hlm. 40.
21 Benhard Limbong, Reforma Agraria, Jakarta, Margaretha Pustaka, 2012, hlm. 11.
22 Baca hlm. 4.
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pasal 2 ayat 1 UUPA bukanlah berarti dimiliki tetapi adalah pengertian yang
memberi wewenang kepada Negara, sebagai kekuasaan dari Bangsa Indonesia.23
Disebutkan pula pula bahwa hak menguasai ini memberikan kewenangan kepada
negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan, pemeliharaan hal-hal yang bersangkutan dengan agraria.24
Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah dalam wilayah Republik
Indonesia, baik tanah-tanah yang tidak atau belum maupun yang sudah dihaki
dengan hak-hak perorangan.25 Atas dasar hak menguasai tersebut, luas
kekuasaan negara atas tanah meliputi :26
1) Tanah-tanah yang sudah dipunyai dengan hak-hak tertentu oleh
perorangan. Kekuasaan negara atas tanah ini bersifat tidak langsung,
artinya negara tidak bisa secara langung menguasai tanah ini apabila
negara memerlukan;
2) Tanah-tanah yang belum dipunyai oleh perorangan, kekuasaan negara
bersifat langsung. Negara juga dapat memberikan kepada perorangan atau
badan hukum menurut keperluannya seperti, hak milik, hak guna usaha,
hak guna bangunan, dan lainnya.
Sudah saatnya pengertian tentang status tanah disederhanakan dengan
menggunakan istilah tanah negara dan tanah hak, karena bagi masyarakat awam
tidak mudah untuk memahami istilah “tanah yang langsung dikuasai oleh negara”.
23 Penjelasan atas undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
24 A. Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat Dulu, Kini & Akan Datang, Makassar, Pelita Pustaka, 2009, hlm.
126.
25 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Djambatan, 1999, hlm. 262.
26 Sri Susyanti, Bank Tanah. Alternatif Penyelesaian Masalah Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kota
Berkelanjutan,Makassar, AS Publishing, 2010, hlm. 36.
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Perlu pula ditegaskan bahwa pengurusan tanah-tanah negara yang merupakan
kekayaan negara secara yuridis administratif penguasaannya berada di bawah
wewenang Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
sedangkan secara fisik penggunaannya berada di bawah pengurusan suatu
departemen/lembaga yang memerlukan koordinasi dalam penanganannya.27
Landreform berarti perubahan sistem pemilikan dan penguasaan tanah.
Sistem pemilikan dan penguasaan tanah yang lampau diubah dengan sistem tata
pertanahan baru yang disesuaian dengan perubahan dan perkembangan
masyarakat yang sedang giat melaksanakan pembangunan ekonominya.
Landreform ini dilaksanakan oleh banyak negara di dunia, terutama oleh negara-
negara sedang berkembang. Di antaranya Pakistan, Irak, Iran, Saudia Arabia,
Mesir, Uni Soviet, Taiwan, Filipina dan Indonesia.28
Pelaksanaan konsep landreform merupakan upaya yang dilakukan oleh
setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan tanah. Oleh
karena Itu, pelaksanaan landreform ini berkaitan erat dengan kemauan politik dari
suatu negara. Hal ini membuat PBB memberikan perhatian yang serius terhadap
pelaksanaan landreform di dunia. World Bank dalam sebuah publikasinya
mengenai landreform, juga memberikan pengertian mengenai pola penguasaan
dan pemilikan tanah di berbagai masyarakat. Menurutnya, pola ini ada karena
pengaruh berbagai faktor, yaitu (1) sistem dan situasi politik; (2) struktur ekonomi;
27 Maria S.W. Sumardjono., Op, Cit, hlm. 63.
28 Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam Perspektif, Bandung, Remadja Karya, 1985, hlm.26.
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(3) sistem sosial (4) sistem hukum; (5) situasi demografi; (6) sistem pertanian; dan
(7) basis sumber daya nasional masing-masing.29
Sehubungan dengan pengertian landreform tersebut, maka tujuan
diadakannya landreform adalah:
1. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah; ada dua dimensi untuk
tujuan ini;pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemrataan hak atas
tanah di antara para pemilik tanah. Ini dapat dilakukan melalui usaha yang
intensif, yaitu dengan redistribusi tanah;kedua, untuk mengurangi
perbedaan pendapatan antara petani besar dan kecil yang dapat
merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan di antara petani secara
menyeluruh;
2. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.30
B. Hak-Hak Atas Tanah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tanah adalah
permukaan bumi, lapisan bumi atau yang paling atas. Pengertian tanah diatur
dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan sebagai berikut:
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang
29 World Bank, Landreform: Sector Policy Paper (World Bank, May 1975), hlm. 16-18, dalam Reformasi
Agraria Konsorsium Pembaruan Agraria berkeja sama dengan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia. Dalam Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 202-203.
30 Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 203.
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disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”
Dengan demikian sangat jelas yang dimaksud tanah dalam hal ini adalah
permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat
dihaki oleh setiap orang atau badan hukum.31
Menurut Mulyono, tanah mempunyai banyak pengertian yang sangat
tergantung pada ruang lingkup pemakaiannya, yang disesuaikan dengan
perkembangannya mencakup 3 (tiga) pengertian, antara lain:32
1. Tanah dalam arti tubuh tanah (soil) yang penekanannya terutama sebagai
media tumbuhnya tanaman atau sebagai tempat tumpuan fondasi
bangunan. Tubuh tanah digambarkan sebagai susunan lapisan-lapisan
tanah mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tanahnya atau
sampai batuan atau bahkan induk di bawahnya. Segumpal tanah tersusun
atas butiran-butiran partikel tanah (padat), yang rongga-rongga di antara
partikel padat terdapat terisi cairan (larutan), dan atau udara (gas). Butiran
pada terdiri atas kristal mineral anorganik dan organik padat.
2. Tanah dalam arti materi yang diangkut/dipindahkan (mineral), materi tanah
biasanya untuk keperluan bangunan/konstruksi atau sebagai bahan
tambang untuk materil bangunan. Misalnya tanah, pasir untuk bangunan,
kaolinit, semua bahan untuk semen, porselin dan keramik.
31 Ibid, hlm. 3.
32 Sri Susyanti, “Aspek Hukum Penyediaan Tanah Perkotaan dalam Bentuk Bank Tanah Guna Menunjang
Pembangunan Kota Berkelanjutan”, Disertasi, Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Makassar, hlm. 59-60.
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3. Tanah dalam arti bentang tanah (land) yang mencakup lapisan permukaan
bumi dan ruang di atasnya sebatas yang berkaitan dengan penggunaan
tanah tersebut. Pengertian ini menekankan tanah sebagai benda tidak
bergerak dalam pengertian ruang.
Pemilikan tanah adalah hubungan antara tanah sebagai objek dengan
manusia  sebagai subjek yaitu manusia dan badan hukum yang mempunyai tanah
itu sendiri. Pengertian mengenai penguasaan dapat dilakukan pada dua jenis
subjek hukum yaitu masyarakat dan perorangan. Selanjutnya untuk melihat dari
sudut intensitasnya maka penguasaan tanah itu bergerak dari kadar yang paling
lemah sampai kepada hak yang paling kuat misalnya mulai dari hal kepengelolaan
sampai kepada hak milik.
Hak-hak atas tanah dapat pula dikatakan dengan tujuan untuk adanya
keseimbangan hak-hak individual agar tidak berbenturan (chaos) yang didasarkan
tetap pada prinsip kolektif bahwa tidak bertentangan dengan kepentingan umum
dalam hal kepemilikan atas tanah.
Jika hukum agraria dipandang sebagai bagian dari hukum perdata yang
mengatur hak-hak atas tanah, maka tidak dapat disangkal bahwa masalah
pemilikan dan kontrak akan mengedepankan dalam konteks hubungan hukum.
Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah struktur pemilikan dalam
masyarakat yang akan merupakan dasar dari susunan kehidupan suatu
masyarakat. oleh sebab itu, pengaturan mengenai struktur pemilikan itu akan
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menentukan pula bagaimana pada akhirnya susunan kehidupan suatu
masyarakat.33
Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Hukum Agraria Nasional
membagi atas hak-hak atas tanah dalam dua bentuk. Pertama, hak-hak atas
tanah yang bersifat primer. Kedua, hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder.
Pengertian hak-hak atas tanah primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat
dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang
mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang lain atau ahli
warisnya. Dalam UUPA terdapat beberapa hak atas tanah yang bersifat primer,
yaitu: a. Hak Milik atas tanah (HM), b. Hak Guna Usaha (HGU), c. Hak Guna
Bangunan (HGB), d. Hak Pakai (HP).34
Selain hak primer atas tanah di atas, terdapat pula hak atas tanah yang
bersifat sekunder. Pengertian hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah
hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. Dikatakan bersifat sementara karena
hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu terbatas, lagipula hak-hak itu dimiliki leh
orang lain. Hak ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 53 UUPA yang mengatur
mengenai hak-hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu: a. Hak gadai, b. Hak
usaha bagi hasil, c. Hak Menumpang, d. Hak menyewa atas tanah pertanian.35
33 Achmad Sodiki, Op., Cit, hlm. 224.
34 Ibid, hlm. 64.
35 Ibid.
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1. Hak Milik Atas Tanah
Hak milik adalah hubungan antara seseorang dengan suatu benda yang
membentuk hak pemilikan terhadap benda tersebut.36 Hendaknya dibedakan
antara apa yang disebut sebagai dominion, possesion, dan ownership. Oleh
Charles Conway dijelaskan bahwa:37
“Ownership and possesion are concepts of developed systems of law: early
law does not distringuish between them. Roman law made a clear distinction
between them. Roman law made a clear distinction between dominium as the
absolute right to a thing and possesio as its physical control or detention.”
Yang jika diterjemahkan bahwa, hak milik dan hak menguasai adalah
sebuah konsep dari perkembangan sistem hukum: hukum ini pada awalnya tidak
membedakan antara keduanya. Hukum Romawi membuat perbedaan yang jelas
antara keduanya. Hukum Romawi membuat perbedaan yang jelas antara hak
menguasai sebagai hak mutlak terhadap seseuatu hal dan hak menguasai
sebagai kontrol atau penahanan fisik.
Dari kutipan tersebut di atas ternyata bahwa ownership dan possession itu
merupakan dua konsep yang berasal dari hukum, yang pada masa lampau hukum
tidak membedakannya. Hanya hukum Romawi yang membuat pembedaan di
antara dominium dan possesion. Menurutnya, dominium itu adalah hak yang
36 Lili Rasjidi, Op., Cit, hlm. 85.
37 Ibid, hlm. 88.
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bersifat mutlak terhadap suatu benda, sedangkan possesion berupa kontrol yang
bersifat fisik terhadapnya (penguasaan).38
Ajaran Grotius dan Pufendorf boleh dipandang sebagai jenis-jenis dari teori
hukum alam yang sudah lebih tua mengenai milik. Menurut, pendapat Grotius,
semua benda pada mulanya adalah res nullius, (benda-benda yang tidak ada
pemiliknya). Tetapi manusia di dalam masyarakat membagi-bagi hampir semua
benda itu dengan persetujuan. Benda-benda yang tidak dapat dibagi secara
demikian, ditemukan kemudian oleh perseorangan, dan dijadikannya kepunyaan
mereka. Begitulah benda-benda tersebut menjadi tunduk kepada penguasaan
individual. Satu kekuasaan penuh untuk menentukan penggunaan benda (power
of disposition) adalah dideduksikan dari pengusaaan individual ini, sebagai
sesuatu yang terkandung di dalamnya menurut logika.39 Hak milik (ownership)
adalah satu konsepsi hukum murni, yang berasal dari dalam hukum dan
bergantung kepada hukum.40
Menurut A. P. Parlindungan, pengertian umum hak milik itu dengan meng-
introdusir istilah “Hak Kemilikan”. Yang dimaksud dengan hak kemilikan ini ialah
hak milik dalam arti umum (luas), tidak terbatas hanya pada hak milik atas tanah,
bangunan, mobil, sepeda dan sebagainya. Akan tetapi seluruhnya, sepanjang hak
kemilikan ini mempunyai objek yang diperbolehkan hukum, yaitu benda (berwujud
38 Ibid.
39 Ibid, hlm. 125.
40 Roscoe Pound, (1954), An Introduction to The Philosophy of Law, Diterjemahkan oleh  Bhratara Niaga
Media, 1989, cetakan keempat, Bhratara Niaga Media, Jakarta, hlm. 136.
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dan tidak berwujud). Istilah hak milik sudah bersifat lebih konkrit menunjuk pada
benda apa yang dimiliki, misalnya hak milik atas tanah dan sebagainya.41
Untuk lebih jelasnya, dicantumkan di dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) bahwa
“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Hak milik dapat
beralih dan dialihkan kepada pihak lain.”42
Penjelasan pasal 20 menyatakan bahwa pemberian sifat terpenuh dan
terkuat ini tidak berarti bahwa hak milik itu merupakan hak yang mutlak, tak
terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Penggunaan kata-kata terkuat dan
terpenuh bermaksud untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai dan lain-lainnya yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara
hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hanya hak miliklah yang ‘ter’
(artinya : ‘paling’) kuat dan terpenuh. Berdasarkan rumusan tersebut, setiap
pemegang hak milik mempunyai kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum
seperti : membebani tanahnya dengan hak-hak atas tanah yang sekunder (hak
guna bangunan, hak pakai, hak sewa), membebani tanahnya dengan hak jaminan
atas tanah maupun mengalihkannya kepada pihak lain (menjual, menukar,
menghibahkan serta mewariskan). Walaupun hak milik dinyatakan sebagai hak
41 A. P. Parlindungan, Aneka Hukum Agraria, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 91.
42 Baca penjelasan pasal 20 UUPA, bahwa dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang
membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dipunyai
orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang “mutlak, tak terbatas
dan tidak dapat diganggu gugat” sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang
demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “
terkuat dan terpenuh” itu bermaksud untuk memebedakannya dengan hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa, bahwa di antara hak-hak atas tanah
yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (artinya: paling)-kuat dan terpenuh.”
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yang terkuat dan terpenuh, hal ini tidak berarti bahwa pemegang hak milik atas
tanah dapat berbuat sekehendak hatinya. Kekuasaan yang dipunyai oleh
pemegang hak milik atas tanah dibatasi oleh kalimat terakhir ketentuan pasal 20
ayat (1) yang menunjuk secara tegas ketentuan pasal 6, yaitu semua hak atas
tanah mempunyai fungsi sosial.43 Di dalam penjelasan ini juga dinyatakan bahwa
kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling
mengimbangi, hingga pada akhirnya tercapailah tujuan pokok, kemakmuran,
keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.44
Adapun yang menjadi subjek hak milik dalam pasal 21 UUPA adalah:
1) Warga Negara Indonesia.
2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai
hak milik dan syarat-syaratnya.
3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh
hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena
perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak
milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan
kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu
tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu.
Jika sesudah jangka waktu tersebut hapus karena hukum dan tanahnya
jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang
membebaninya tetap berlangsung.
43 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya, Arloka, 2003, hlm. 216.
44 Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, Yogyakarta, Kreasi Total Media,
2007, hlm. 76.
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4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak
milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.
Menurut A.P. Parlindungan,45 kata-kata terkuat dan terpenuh itu bermaksud
membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan
hak-hak lainnya, yaitu untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah
yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang “ter” (paling kuat dan penuh). Begitu
pentingnya hak milik, pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius
terhadap persoalan hak milik atas tanah tersebut.46
2. Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha juga sebagai alas hak yang bersifat primer, tetapi tidak
termaknai sebagai hak yang terkuat dan terpenuh sebagaimana hak milik. Sesuai
dalam pasal 28 (1) UUPA bahwa “Hak guna usaha adalah hak mengusahakan
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana
tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
(2) Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar,
dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai
investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan
45 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung, Mardar Maju, 1993, hlm.
124. Dalam Supriadi, Op., Cit, hlm. 65.
46 Supriadi, Op., Cit, hlm. 65
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perkembangan zaman. (3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain.”47
Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) Dan Hak Pakai atas tanah
menerangkan mengenai subjek HGU adalah warga negara Indonesia dan badan
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Lebih lanjut dalam pasal 4 PP No. 40 Tahun 1996 mengenai tanah yang
dapat diberikan HGU yaitu:
1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah
Negara.
2) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah
tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna
Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari
statusya sebagai kawasan hutan.
3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak
tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan
Hak Guna Usaha tersebut baru dapat sesuai dengan tata cara yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
47 Baca penjelasan pasal 28 UUPA bahwa “hak ini adalah hak yang khusus mengusahakan tanah yang bukan
miliknya sendiri guna perusahaan pertanianm oerianan dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah
bahwa hak guna usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan di atas itu dan atas tanah yang luasnya
paling sedikit 5 hektar. Belainan dengan hak pakai maka hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada
pihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna usaha pun tidak dapat diberikan kepada
orang-orang, sedang kepada badan-badan hukum yang bermodal asing hanya mungkin dengan pembatasan
yang disebutkan dalam pasal 55. Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan tnahnya dilakukan
secara yang tidak baik, karena di dalam hal yang demikian hak guna usahanya dapat dicabut (pasal 34).”
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4) Dalam hal di atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu
terdapat tanaman dan/ atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya
berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut
diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha
baru.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Presiden.
3. Hak Guna Bangunan
Hak guna bangunan merupakan salah satu alas hak yang bersifat primer
selain daripada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas tanah.
Dalam pasal 35 UUPA dinyatakan bahwa: Hak Guna Bangunan adalah hak
untuk mendrikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun; (2) atas permintaan
pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-
bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan
waktu paling lama 20 tahun.(3) Hak Guna Bangunan dapat beralih dan dialihkan
kepada pihak lain.”48
Hak Guna Bangunan merupakan hak primer yang mempunyai peranan
penting kedua, setelah Hak Guna Usaha. Hal ini disebabkan Hak Guna Bangunan
48 Dalam penjelasannya bahwa “berlainan dengan hak guna usaha maka hak guna bangunan tidak mengenai
tanah pertanian. Oleh karena itu, selain atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara dapat pula diberikan
atas tanah milik seseorang.
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merupakan pendukung sarana pembangunan perumahan yang sementara ini
semakin berkembang dengan pesat.49
4. Hak Pakai
Hak pakai juga merupakan salah satu alas hak yang bersifat primer selain
daripada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan atas tanah. Dalam
pasal 41 UUPA dinyatakan bahwa: “Hak pakai adalah hak untuk menggunakan
dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau
tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-
menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.” (2) Hak
Pakai dapat diberikan: a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama
tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu: b. Dengan cuma-cuma, dengan
pembayaran atau pemberian jasa berupa apa pun; (3) Pemberian hak pakai tidak
boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan.50
Perkataan ”menggunakan” dalam Hak Pakai menunjuk pada pengertian
bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan,
49 Supriadi, Op., Cit, hlm, 116.
50 Dalam penjelasan pasal 41 bahwa “hak pakai adalah suatu “kumpulan pengertian” daripada hak-hak yang
dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya degan sedikit perbedaan
berhubungan dengan keadaan daerah sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang
mempunyai sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai yang
disebutkan dalam penjelasan umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut
dengan satu nama saja. Untuk gedung-gedung kedutaan negara-negara asing dapat diberikan pula hak
pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-
badan hukum asing dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang terbatas.”
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sedangkan perkataan ”memungut hasil” dalam Hak Pakai menunjuk pada
pengertian bahwa Hak Pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan
bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.51
Dari rumusan yang dipaparkan dalam pasal 41 Undang-Undang Pokok
Agraria tersebut dapat ditelaah lebih lanjut bahwa antara hak pakai dan hak guna
bangunan memiliki persamaan dari segi kejadiannya, walaupun tidak disebutkan
secara rinci di dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa terjadinya hak pakai
dengan beberapa syarat: a. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
karena penetapan pemerintah; b. Mengenai tanah milik; karena perjanjian yang
berbentuk autentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang
akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak
tersebut.52
Hak pakai atas tanah merupakan hak milik yang lahir dari perjanjian
memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Pakai untuk memanfaatkan
tanah yang bukan miliknya tersebut, tetapi tidak untuk dikelola lebih lanjut,
maupun dalam rangka keperluan bangunan di atas milik orang lain tersebut.
Sebagaimana halnya Hak Guna Bangunan, pemberian Hak Pakai ini pun
dapat bersumber pada:
1. Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam bentuk
keputusan pemberian hak oleh pejabat yang berwenang:
51 Urip Santoso II, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm.
119.
52 Baca pasal 37 UUPA, Lebih lanjut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-
Hak Atas Tanah, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 246.
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2. Tanah yang telah dimiliki dengan  Hak Milik oleh perorangan
tertentu, berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah tersebut.
Sehubungan dengan perjanjian dengan pemegang Hak Milik atas
tanah tersebut, dalam Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan
bahwa perjanjian tersebut haruslah bukan perjanjian sewa-menyewa
atau perjanjian pengolahan tanah.
Selanjutnya jika kita sandingkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang
Pokok Agraria mengenai subjek hukum yang dapat menjadi pemegang Hak
Pakai ialah (a) Warga negara Indonesia; (b) Orang asing yang berkedudukan di
Indonesia; (c) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia; (d) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan
di Indonesia. Dan Pasal 45 Undang-Undang Pokok Agraria mengenai subjek
hukum yang dapat menjadi pemegang Hak Sewa ialah (a) Warga negara
Indonesia; (b) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; (c) Badan hukum
yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; (d)
Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Dapat dilihat
antara ketentuan dari Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA tersebut bahwa subyek yang
dapat menjadi pemegang hak pakai dan hak sewa adalah sama, karena
definisi hak pakai di dalam UUPA, menegaskan bahwa hak pakai yang dalam
perjanjiannya bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah.
Selain itu, dalam ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun
1996, subyek pemegang Hak Pakai dipertegas dengan memberikan uraian yang
30
lebih lengkap yang disertai dengan pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun
1996. Bahwa yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah: (a) Warga negara
Indonesia; (b) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia; (c) Departemen, Lembaga Pemerintah Non-
Departemen, dan Pemerintah Daerah; (d) Badan-badan keagamaan dan
sosial. (e) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; (f) Badan hukum asing
yang mempunyai perwakilan di Indonesia; (g) Perwakilan negara asing dan
perwakilan badan Internasional. Dan pasal 40 (1) Pemegang Hak Pakai yang
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam
waktu satu  tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu pada pihak lain
yang memenuhi syarat. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak
tersebut hapus karena hukum dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang terkait
di atas tanah tersebut tetap diperhatikan.
Pada dasarnya jangka waktu hak pakai bagi orang asing diatur di dalam
Peraturan Pemerintah, yakni Pasal 49 PP No. 40 tahun 1996 tentang hak guna
usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah bahwa hak pakai atas tanah
hak milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat
dilakukan perpanjangan, tetapi dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai
baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan hak tersebut wajib didaftarkan.
Dengan demikian, hak pakai atas hak tanah negara paling lama 45 tahun, hak
pakai atas tanah hak pengelolaan tergantung dari usulan pemegang hak terhadap
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Menteri atau pejabat yang ditunjuk,  hak pakai atas tanah hak milik paling lama 25
tahun.
PP No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau
Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia sebagai
pengkhususan terhadap WNA untuk memiliki rumah atau hunian di Indonesia
dengan alas hak pakai Untuk hak pakai atas tanah negara dan yang dikuasai
berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah dibuat untuk jangka
waktu yang disepakati, tetapi tidak lebih lama dari 25 tahun dan dapat
diperbaharui tidak lebih lama dari 25 tahun, atas dasar kesepakatan yang
dituangkan dalam perjanjian yang baru, sepanjang WNA masih berkedudukan di
Indonesia.53 Dengan demikian, hak pakai atas tanah negara dan hak pakai
berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah mempunyai jangka
waktu yang tidak melebihi batas waktu 50 tahun (pemberian dan pembaharuan).
Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.
Pasal 6 Jo. pasal 7 yakni rumah tunggal di atas tanah hak pakai dan di atas tanah
hak pakai di atas hak milik diberikan jangka waktu 30 tahun, perpanjangan 20 dan
pembaharuan 30 tahun. Dengan demikian, hak pakai atas rumah tunggal tersebut
paling lama dimiliki selama 80 tahun.
53 Baca pasal 5 ayat (1) dan (2) PP No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian
oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.
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5. Hak Sewa Untuk Bangunan
Hak sewa untuk bangunan termasuk dari hak atas tanah yang bersifat
sekunder. Pasal 44 UUPA menerangkan bahwa seseorang atau badan hukum
mempunyai hak sewa apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain
untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah
uang sebagai sewa. Pembayaran uang sewa dapat dilakukan dengan satu kali
atau tiap-tiap waktu tertentu dan sebelum atau sesudah tanah dipergunakan
yang tidak boleh disertai dengan unsur-unsur pemerasan. Pasal 45 UUPA
menyebutkan subyek yang dapat menjadi pemegang hak sewa yakni WNI, orang
asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan d Indonesia, dan badan hukum asing yang
mempunyai perwakilan di Indonesia.
6. Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan ini adalah hak yang
berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat, yang telah
diuraikan pada waktu menerangkan tentang hak ulayat, yang masih diakui dalam
Hukum Tanah kita sekarang ini. Dengan pembukaan tanah saja, belumlah
berarti yang membukanya lantas memperoleh hak atas tanah tersebut tetapi
tanah tersebut haruslah benar-benar ia usahakan, baru kemudian dapat menjadi
suatu hak. Begitu juga dengan hak memungut hasil hutan secara sah begitu saja
tidaklah lantas ia memperoleh suatu hak, tetapi pemungutan hasil hutan itu ia
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lakukan bersamaan dengan pembukaan dan pengusahaan tanah itu secara
nyata.54
Pasal 46 UUPA menyebutkan bahwa hak membuka tanah dan memungut
hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan
Peraturan Pemerintah, dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan
secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.
Penjelasan pasal 46 di atas antara lain dikatakan bahwa hak-hak ini perlu
diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas
daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Selain itu, juga persyaratan tentang izin. Terutama izin dari Kepala Adat/Desa,
dalam hal tanah yang akan dibuka itu tidak luas, tidak lebih dari 2 hektar. Kalau
lebih dari 2 hektar sampai 5 hektar diperlukan izin dari Bupati/Kepala Agraria
Daerah, sedangkan apabila lebih dari 5 hektar harus ada izin dari Menteri Dalam
Negeri/Direktur Jenderal Agraria.55
54 Mudjiono, Politik dan Hukum Agraria, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1997, hlm.39.
55 Ibid, hlm. 40.
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C. Kedudukan Orang Asing Di Indonesia
Konsep ‘masyarakat sipil’ dielaborasi dalam berbagai macam cara, misalnya
Saint Simon, Adam Ferguson, Hegel dan Marx. Perbedaan antara negara dan
masyarakat sipil, yang dikembangkan khususnya dalam tulisan-tulisan Hegel pada
awal abad kesembilan belas merupakan sebuah tema yang konsisten dalam banyak
teori sosial. Dalam analisis Hegel masyarakat sipil adalah fase menengah antara
hubungan dalam kehidupan keluarga yang dekat dan erat dengan kepentingan publik
yang universal serta perspektif negara. Ia merupakan ruang lingkup dimana
kepentingan-kepentingan privat individual yang terkandung di dalam hak kepemilikan
properti dan kontrak dapat dikejar secara bebas dalam kerangka hukum. Dengan
demikian berarti secara umum, masyarakat sipil dapat diidentifikasikan dengan ruang
lingkup sosial dimana para individu mengejar kepentingan pribadi khusus mereka,
negara dapat diidentifikasikan dengan ruang publik dari kepentingan bersama.56
Dalam sistem hukum Indonesia penduduk itu dibedakan hanya antara warga
negara dan orang asing. Warga negara itu tidak dibeda-bedakan lagi dalam
golongan-golongan dengan hukum yang berbeda seperti di jaman kolonial. Pada
dasarnya bagi semua warga negara berlaku hukum yang sama baik pidana maupun
perdata.57
56 Roger Cotterrel, (2004), The Sociology Of Law, Diterjemahkan oleh  Narulita Yusron, 2012, Bandung, Nusa
Media, hlm. 439. Lihat khususnya Hegel 1952, Bagian 3 (ii) dan (iii); ’Pengantar’ dari Marx untuk A Contribution
to the Critique of Political Economy 1859; B. Frankel Beyond the State? 1983, bab 2. Lihat lebih jauh Bab 4 dan
Bab 9. Tentang perkembangan negara barat modern lihat misalnya Poggi 1978.
57 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Shidarta, Pengantar Ilmu Hukum (suatu pengenalan pertama ruang
lingkup berlakunya ilmu hukum) buku I, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 129.
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Pengakuan terhadap orang asing di Nusantara telah dilakukan sejak zaman
penjajahan Belanda berdasarkan Pasal 131 Indische Statsregeling (selanjutnya
disingkat IS) yang melakukan penggolongan rakyat atau bevolkingsgroepoen di
hadapan hukum yang terdiri dari Golongan Eropa atau yang dipersamakan,
Golongan Timur Asing atau yang dipersamakan dan Golongan Bumi
Putera/Inlanders.58 Sedangkan pengakuan terhadap orang asing sebagai penduduk
pasca Indonesia merdeka di mulai dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing yang menyatakan bahwa
orang asing menjadi penduduk negara Indonesia, jikalau dan selama ia menetap di
Indonesia.59 Pengakuan terhadap orang asing kemudian diperkuat dalam pasal 26
ayat (2) UUD NKRI 1945, yaitu “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia.”
Orang asing dalam KBBI60 sebagai (1) orang lain; orang dari negara lain; (2)
orang yang tidak dikenal. Menurut Black’s Law Dictionary61, orang asing atau
foreigner dalam literatur Barat diartikan (1) A person not an inhabitant of a particular
city discussion; (2) A citizen of another country. Definisi tersebut diterjemahkan
menjadi (1) orang yang bukan penduduk dari kota tertentu; (2) seorang warga negara
lain.
Cara memperoleh status WNI oleh orang asing melalui naturalisasi disebut
dengan pewarganegaraan. Caranya adalah dengan mengajukan permohonan
58 H. Muchsin et. All, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Bandung, Refika Aditama, hlm. 18.
59 Baca pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing.
60 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 986.
61 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary 8th Edition, Paul, West Publishing, 2004, hlm. 675.
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naturalisasi di Indonesia. Permohonan diajukan secara tertulis dengan menggunakan
Bahasa Indonesia yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 6000) kepada
Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Permohonan pewarganegaraan dapat
diajukan oleh pemohon apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 9 UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia, yaitu :
a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah
Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau
paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda;
g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Permohonan harus   ditulis dalam bahasa Indonesia   di atas kertas
bermeterai. Keputusan akhir atas permohonan adalah ada pada tangan Presiden.
Bila dikabulkan oleh Presiden, maka status WNI dinyatakan berlaku efektif sejak
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pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Selain melalui proses naturalisasi, orang asing di Indonesia dapat pula
memperoleh kewarganegaraan melalui perkawinan dengan WNI. Pasal 19 ayat (1)
UU Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan bahwa, “Warga Negara
Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi
warga negara di hadapan pejabat.”
Pernyataan tersebut dapat dilakukan dihadapan pejabat Kementerian Hukum
dan HAM, apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh)
tahun tidak berturut-turut kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut
mengakibatkan kewarganegaraan ganda.62
Sementara itu, terkait dengan kewarganegaraan terhadap pemberian
pemerintah Republik Indonesia, ketentuan pada Pasal 20 UU Kewarganegaran
dapat dijadikan dasar pembahasan terkait dengan kewarganegaraan. Pasal 20 UU
Kewarganegaraan bahwa “Orang asing yang  telah berjasa kepada Negara
Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi
Kewarganegaraan Republik Indonesia  oleh Presiden  setelah  memperoleh
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), kecuali
62 Ibid, hlm. 8.
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dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan
berkewarganegaraan ganda.”
Adapun beberapa kriteria orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan
menurut Gatot Suparmono, yaitu:
1. Orang asing yang telah berjasa kepada Republik Indonesia adalah orang
asing yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu
pengetahuan, teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup serta keolahragaan
yang telah memberikan kemajuan dan keharuman nama Bangsa Indonesia;
2. Orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan
Negara adalah orang asing yang dinilai oleh Negara telah dan dapat
memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan
suatu kedaulatan Negara dan juga untuk meningkatkan kemajuan Negara,
khususnya di bidang perekonomian Indonesia.63
Pasal 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya
disingkat UU Keimigrasian) mendefinisikan orang asing adalah orang yang bukan
Warga Negara Indonesia. Definisi tersebut tidak memenuhi syarat dalam
mendefinisikan sesuatu dalam perundang-undangan dan tidak memiliki perubahan
secara definitif dari aturan sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992
tentang Keimigrasian.
Warga negara asing juga merupakan subjek hukum dalam hukum
internasional yang memiliki hak serta kewajiban menurut hukum internasional
63 Ibid.
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dalam arti yang terbatas. Dalam rezim hukum internasional, perlindungan orang
asing dimuat di dalam The Hague Convention on the Conflict of Nationality Law
1930. Pasal 1 konvensi tersebut menyebutkan bahwa;
It is for each State to determined under its own law who are its nationals. This
law shall be recognised by other States in so far as it is consisten with international
convention, international custom, and the principles of law generally recognised with
regard to nationality.
Bahwa setiap negara untuk menentukan menurut haknya sendiri tentang
siapa yang merupakan warga negaranya. Hukum ini harus diakui oleh negara-
negara lain sejauh hal tersebut konsisten dengan konvensi-konvensi internasional,
kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diakui
berkenaan dengan nasionalitas. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 2
Konvensi tersebut juga menyatakan bahwa Any question as to whether a person
possesses the nationality of a particular State shall be determined in accordance
with the law of that State. Bahwa menjadi setiap persoalan mengenai apakah
seseorang yang berkewarganegaraan suatu negara harus ditentukan sesuai
dengan hukum dari negara tersebut.
Berkenaan dengan kategori orang asing yang dapat mempunyai rumah,
dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 110-2871 tentang
pelaksanaan PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
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Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, dijelaskan bahwa dari segi kehadirannya di
Indonesia, orang asing dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu:64
a. Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara menetap (penduduk
Indonesia); dan
b. Orang asing yang tidak tinggal di Indonesia secara menetap melainkan
hanya sewaktu-waktu berada di Indonesia.
Penguasaan hak atas tanah yang dilakukan oleh orang asing hanya
dapat dilakukan melalui hak pakai karena hak pakai merupakan hubungan yang
tidak sepenuhnya antara subjek hak dengan objek tanahnya. Hubungan
sepenuhnya antara bumi, air dan ruang angkasa hanya dapat dimiliki oleh
Warga Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) UUPA.
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (selanjutnya disebut PP 40/1996). Secara
normatif, kedua produk perundang-undangan tersebut memberi kemungkinan
pada WNA untuk memiliki penguasaan tanah melalui hak pakai. Selanjutnya
PP No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh
Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, dalam konsideran huruf (a)
menjelaskan bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai
kemungkinan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang dari
penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 1985 tentang Rumah
Susun dan UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
64 Maria S.W. Sumardjono III, Alternatif Pengaturan Hak Atas Tanah beserta Bangunan bagi Warga Negara
Asing dan Badan Hukum Asing, Jakarta, Kompas, 2008, hlm. 12.
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Kemudian, PP Hunian Orang Asing 2015 juga mengatur sekaligus sebagai
pengganti dari PP No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau
Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, sebagaimana dalam
konsideran huruf (a) bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 42 UUPA
dan untuk lebih memberikan kepastian hukum maka PP No. 41 tahun 1996 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang
Berkedudukan di Indonesia perlu diganti.
Kedudukan orang asing di Indonesia menjadi salah satu hal mendasar dalam
pembangunan Hukum Agraria Nasional melalui alas hak pakai yang di satu sisi dapat
memberikan sumbangsih bagi pembangunan berkelanjutan terhadap Negara
Republik Indonesia yang terkait dengan tanah dan di sisi lain tak lepas dari hubungan
orang asing dengan tanah yang juga diperuntukkan untuk memiliki rumah tempat





Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative research) yaitu
penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam
peraturan perundang- undangan yang berlaku  sebagai pijakan normatif.
B. Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu:
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan
menelaah pendekatan perundang-undangan65 yang terkait dengan
masalah yang diteliti yakni “Perbandingan Jangka Waktu Hak Pakai Bagi
Orang Asing”.
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu pendekatan
dengan memahami unsur-unsur abstrak yang ada di dalam alam pikiran.
Karena aturan atau dalam hal ini Peraturan Pemerintah yang ada tidak
secara lengkap dan dengan jelas mengatur yang terkait dengan
permasalahan yang ada. Metode pendekatan konseptual ini digunakan
dalam menelaah berbagai hal yang berhubungan berdasarkan peraturan
perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum, peraturan
perundang-undangan, teori-teori hukum dan literatur kepustakaan.
65 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2007, hlm. 96.
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C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
1. Bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, aturan yang akan dikaji adalah:
a. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;
b. Undang-Undang No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia;
c. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
d. Undang-Undang No. 25 tahun 2008 tentang Investasi;
e. Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman;
f. Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Imigrasi;
g. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan
Orang Asing;
h. Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
i. Pemerintah Pemerintah No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di
Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder. Merupakan sajian pelengkap dari bahan hukum
primer, yang salah satunya adalah hasil karya penulis berbentuk buku
yang berjudul “Hukum Sebagai Persepsi”, doktrin–doktrin yang ada di
dalam beberapa literatur yang terkait dengan permasalahan yang berasal
dari buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, hasil karya ilmiah para
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ahli, artikel dari internet dan karya penulis sendiri dalam beberapa hal yang
terkait dengan penulisan ini.
3. Bahan non hukum meliputi literatur maupun data yang relevan dengan
permasalahaan yang diteliti.
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui
penelitian kepustakaan (library research) dari peraturan perundang-undangan
maupun karya ilmiah, di samping itu untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin,
juga digunakan pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan
jangka waktu hak pakai bagi orang asing di Indonesia. Di samping itu, guna
memperoleh data-data penunjang dalam penelitian ini dilakukan juga penelitian
lapangan (field research) dan guna akurasi terhadap hasil penelitian langkah yang
dilakukan lainnya adalah melalui wawancara dengan informan sebagai
narasumber.
E. Alat Pengumpulan Bahan Hukum
Adapun alat pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah:
a) Studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data penelitian dengan
melakukan analisa terhadap bahan kepustakaan.
b) Pedoman wawancara adalah susunan daftar pertanyaan yang dijadikan
pedoman dalam mewawancara narasumber yakni Hj. Asriany Kalang
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sebagai kepala seksi pengembangan kawasan perumahan dan
permukiman.
F. Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum adalah sebuah proses mengatur urutan data,
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data
yang diperoleh melalui studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif kemudian
disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan
menggambarkan terkait dengan jangka waktu hak pakai bagi orang asing.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pengaturan Jangka Waktu Hak Pakai Bagi Orang Asing
Tanah merupakan salah satu faktor kehidupan yang memiliki peran penting
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berisi landasan mengenai
hubungan antara hak dan kewajiban terhadap negara dalam hal memiliki maupun
mempunyai hak atas tanah. Hukum agraria memberikan batasan-batasan tertentu
terhadap hak-hak atas tanah yang dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum. UUPA
menjamin kepastian hukum yang tidak mengabaikan kehadiran orang asing sebagai
salah satu subyek hukum untuk kemudian mempunyai hak atas tanah selama tidak
berbenturan dengan kepentingan warga negara Indonesia dan negara di dalam
melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka menyelesaikan keseimbangan
hak warga negara dan fungsi sosial dari hak-hak atas tanah yang ada.
Dinamika perkembangan hukum agraria erat kaitannya dengan kehadiran
orang asing  dalam hal pembangunan ekonomi nasional. Jika kehadiran orang asing
dapat memberikan manfaat yang positif dan sebagai akibat dari meningkatnya
hubungan antarnegara yakni Indonesia dengan negara yang lainnya, maka
kebutuhan orang asing untuk mempunyai tempat tinggal sangat dimungkinkan
dengan semakin bertambahnya permintaan akan kedudukannya yang dapat
menjadi dasar untuk melakukan kegiatan perekonomian. Oleh karenanya negara
harus menjamin kepastian hukum bagi orang asing.
Persoalan hak untuk mempunyai tanah bagi orang asing di Indonesia, bukan
lagi menjadi hal yang baru untuk diperbincangkan karena dalam perkembangannya
47
secara normatif telah sampai pada wilayah perubahan terhadap regulasi atau aturan
perundangan-undangan yang berlaku hingga saat ini demi terjaminnya kepastian
hukum bagi orang asing di Indonesia sebagai salah satu subjek hukum yang
tercantum di dalam beberapa ketentuan yang terkait.
Bagi orang asing berlaku larangan kepemilikan atas tanah hak milik sesuai
dengan pasal 21 UUPA, serta badan-badan hukum yang ingin berkedudukan di
Indonesia bahwa harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh
pemerintah Yakni pada penjelasan pasal 21 ayat 3 UUPA hanya disebut 2 cara
memperoleh hak milik karena lain-lain cara dilarang oleh pasal 26 ayat 2 UUPA.
Adapun cara- cara yang disebut dalam ayat ini adalah cara-cara memperoleh hak
tanpa melakukan suatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada terjadinya
peralihan hak itu. Sudah selayaknyalah kiranya bahwa selama orang-orang warga
negara membiarkan diri disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai
kewarganegaraan Negara lain, dalam hal pemilikan tanah ia dibedakan dari
warganegara Indonesia lainnya.
Apabila tidak diberlakukan larangan hak milik kepada orang asing, maka
dalam jangka panjang sebagian besar tanah Indonesia akan dikuasai oleh
orang asing baik untuk membuka usaha seperti hotel, restoran atau lain
sebagainya ataupun mempunyai tempat tinggal. Dengan demikian wilayah
Indonesia dapat kembali pada sistem penjajahan dan bukan tidak mungkin negara
Indonesia akan berakhir karena tidak mempunyai tanah sebagai syarat adanya
suatu negara dan merupakan lambang dari kedaulatan. Selain itu, fenomena yang
akan dilihat adalah warga negara Indonesia (WNI) menjadi pekerja pada usaha-
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usaha yang dimiliki oleh orang asing, sementara hak milik atas tanah sudah
dikuasai oleh orang asing. Apabila hal itu terjadi maka kesejahteraan masyarakat
akan berkurang dan bukan tidak mungkin dalam jangka waktu tertentu orang
asing akan menguasai sebagian wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu tanah
hak milik negara maupun WNI tidak diperbolehkan mendapatkan hak milik terhadap
orang asing. Selain tidak menghilangkan kepemilikan atas tanah, yang mempunyai
hak milik atas tanah tersebut juga mendapat kontribusi dari tanah yang digunakan
oleh orang asing. Pembatasan hak milik bagi orang asing ini adalah salah satu asas
dalam hukum agraria yaitu asas nasionalitas.66
Namun, apabila orang asing mendapatkan hak milik karena waris atau
adanya pencampuran harta pada saat melakukan perkawinan dengan warga
negara Indonesia setelah berlakunya UUPA harus melepaskan hak miliknya dalam
jangka waktu satu tahun saat hak tersebut diperoleh atau pada saat orang
tersebut kehilangan kewarganegaraannya seperti yang diatur pada Pasal 21 ayat
(3) UUPA. Jika dalam jangka waktu tersebut seseorang itu tidak melepaskan hak
miliknya, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanah yang menjadi hak milik
orang asing tersebut dikuasai oleh negara.67
Pasal 39 PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah menyebutkan 7 subyek hukum yang dapat
mempunyai hak pakai dan 3 subyek diantaranya berkaitan dengan orang asing
66Ida Bagus Wyasa Putra et. Al., Hukum Bisnis Pariwisata, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 87. Dikutip dari
Kadek Rita Listyati Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, Hak Atas Tanah Bagi Orang Asing Di Indonesia Terkait
Dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas
Udayana, Diterbitkan, hlm. 4.
67 Ibid.
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pada bagian E, F dan G yakni (e) orang asing yang berkedudukan di Indonesia, (f)
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dan (g) Perwakilan
negara asing dan perwakilan badan Internasional. UUPA tidak mencantumkan
subyek tersebut sebagaimana dalam pasal 39 bagian (g) PP No. 40 tahun 1996
yakni perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.
Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori bahwa jika antara
peraturan perundang-undangan yang berbeda tingkatannya, maka yang tingkatan
yang lebih tinggi yang diutamakan. Dapatlah dikatakan bahwa PP No. 40 tahun
1996 sebagai aturan yang lebih rendah dari UUPA, maka UUPA yang diutamakan.
Meskipun, Peraturan Pemerintah sebagai salah satu produk hukum yang dibuat
oleh Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang yakni
penegasannya terdapat pada pasal 5 (2) UUD 1945 bahwa “Presiden menetapkan
Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”
Pasal 42 UUPA dalam penjelasannya menegaskan bahwa “untuk gedung-
gedung kedutaan negara-negara asing dapat diberikan pula hak pakai, oleh karena
hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan
badan-badan hukum asing dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi
wewenang terbatas”. Kedutaan negara asing termasuk bagian dari perwakilan
negara asing dan gedung-gedung termasuk bagian dari perwakilan badan
Internasional. Berbeda halnya dengan PP No. 40 tahun 1996 yang menyebutkan
beberapa subjek hukum hukum yang terkait dengan penguasaan hak atas tanah
meskipun pada Pasal 39 huruf e dalam penjelasannya bahwa orang asing yang
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dianggap berkedudukan di Indonesia adalah orang asing yang kehadirannya di
Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
Pasal 1 PP No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan rumah tempat tinggal atau
hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, mendefinisikan orang
asing adalah orang perseorangan yang kehadirannya di Indonesia memberikan
manfaat atau kontribusi bagi pembangunan nasional bahwa pemilikan tersebut tidak
boleh dilihat semata-mata dari kepentingan orang asing yang bersangkutan, tetapi
lebih dari itu bahwa kehadirannya di Indonesia harus memberikan manfaat terhadap
pembangunan nasional yakni dalam hal penyelenggaraan usaha orang asing di
Indonesia dengan pembatasan pada satu buah rumah. Berkenaan dengan kategori
orang asing yang dapat mempunyai rumah di Indonesia, dalam Surat Edaran (SE)
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 110-2871 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 41 tahun1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau
Hunian oleh orang Asing, tertanggal 8 Oktober 1996, dijelaskan bahwa orang asing
dari segi kedudukannya di Indonesia dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan yakni
orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara menetap (penduduk
Indonesia) dan orang asing yang tidak tinggal di Indonesia secara menetap
melainkan hanya sewaktu-waktu berada di Indonesia. Mengenai pembatasan
rumah yang dapat dipunyai orang asing, dalam Surat Edaran Menteri Negara
Agraria/Kepala BPN disebutkan bahwa orang asing dapat memiliki satu rumah,
untuk itu maka orang asing tersebut diminta membuat pernyataan bahwa yang
bersangkutan tidak memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia pada
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waktu melakukan perbuatan hukum untuk memperoleh rumah tempat tinggal
tersebut. .
Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum pemilikan rumah tempat
tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, Presiden
Joko Widodo pada tanggal 22 Desember 2015, menandatangani Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat
Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PP Hunian
Orang Asing 2015).68 Definisi yang terdapat pada PP Hunian Orang Asing 2015
dapat dilihat bahwa ada dua kriteria yang digunakan untuk menentukan orang asing
yang berkedudukan di Indonesia, yaitu bukan WNI dan memberikan manfaat,
melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia. Walaupun demikian,
definisi tersebut terlampau luas. Hal tersebut dikarenakan dalam mendefinisikan
orang asing yang berkedudukan di Indonesia, digunakannya kata “atau” yang
menunjukkan sifat alternatif dalam memenuhi kriteria tersebut.69
Menurut Hj. Asriany Kalang sebagai kepala seksi pengembangan
kawasan perumahan dan permukiman, bahwa definisi orang asing yang terdapat di
PP No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh
Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, menjadi dalil terhadap syarat
kontribusi WNA  yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha,
bekerja, atau berinvestasi di Indonesia dan pengembangan jangka waktu 30 tahun
68 Sekretariat Kabinet RI, 2016, Terbitkan PP-Pemerintah resmi izinkan orang asing miliki rumah tempat
tinggal di Indonesia, Diakses dari http://setkab.go.id/terbitkan-pp-pemerintah-resmi-izinkan-orang-asing-
miliki-rumah-tempat-tinggal-di-indonesia. Diakses pada 12 Januari 2016.
69 Arif Rachman Nur, 2016 Tinjauan Hukum Terhadap Pemilikan Tanah oleh Orang Asing Setelah Berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh
Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, Skripsi, Program Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Diterbitkan, Hlm. 68.
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untuk rumah tunggal dari PP No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat
Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia di satu sisi
memberikan peluang bagi orang asing untuk lebih mengembangkan kegiatan
perekonomian di Indonesia dengan dasar efisiensi dan efektivitas.70
Dapat dikemukakan bahwa salah satu prinsip atau asas UU No.5/1960
adalah asas nasionalitas (kebangsaaan). Asas dalam satu peraturan perundang-
undangan merupakan jiwa, ruh, titik tolak dan tolak ukur serta kendali untuk
memberi arah pada substansi dan norma suatu ketentuan baik dalam pasal-pasal
maupun ayat. Ketentuan dalam pasal dan ayat harus selaras dengan asas suatu
peraturan perundang-undangan. asas ini berintikan bahwa hanya bangsa Indonsia
saja yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi (tanah) air, ruang
angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan kata lain, asas
nasionalitas adalah satu asas yang menyatakan bahwa hanya WNI saja yang
mempunyai hak milik atas tanah yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi
(tanah), air, dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dan
wanita serta sesama warga negara. Tujuan dan fungsi asas nasionalitas ini
dimaksudkan untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari ketidakadilan dan
perlakuan sewenang-wenang yang diatur dalam peraturan yang dibuat dan berlaku
pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia.71
Dalam kaitannya, orang asing untuk mempunyai hak atas tanah
berdasarkan pasal 9 Jo. pasal 21 UUPA mengandung Asas Nasionalitas yang
70 Hasil wawancara di Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tentang PP
No. 103 tahun 2015, pada 22 November 2016, pukul 14.35.
71 Dikutip dari Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disingkat PMK Nomor 69/PUU-XIII/2015,
diakses dari pada hari kamis, 27 Oktober 2016, diakses dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id, h. 147.
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menyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat memiliki
hubungan penuh dengan tanah dan sumber daya yang lainnya di Indonesia, maka
selain WNI  yakni Warga Negara Asing (WNA) dalam hal ini bahwa tidak dapat
memiliki hubungan penuh dengan tanah dan sumber daya alam yang lainnya. Jadi,
WNA hanya dapat mempunyai hubungan yang tidak penuh (sebagian) dengan
tanah dan sumber daya yang lainnya di Indonesia.
Hubungan yang tidak penuh (sebagian) bagi WNA menjadi dasar bahwa
adanya jangka waktu tertentu untuk mempunyai hak atas tanah di wilayah
Indonesia sebagaimana hal tersebut ternegasikan dalam pasal 9 Jo. pasal 21
UUPA, bahwa WNA tidak dapat  mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan
bumi, air dan ruang angkasa dan tidak dapat mempunyai hak milik.
Pasal 41 Jo. pasal 42 UUPA bahwa hak pakai bagi orang asing memiliki
jangka waktu tertentu dan penggunaan tertentu memberikan ruang bagi
Pemerintah untuk mengatur di dalam Peraturan Pemerintah secara lebih rinci
terkait dengan nominal jangka waktu hak pakai bagi orang asing. Berikut penulis
memaparkan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan jangka waktu hak pakai
bagi orang asing :
1. Pasal 40 PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 menyebutkan tanah yang
dApat diberikan dengan hak pakai adalah: a) Tanah Negara; b) Tanah Hak
Pengelolaan; dan c) Tanah Hak Milik. Dalam kaitannya, pasal 45 PP HGU,
HGB, dan HP Atas Tanah bahwa hak pakai atas tanah negara dapat diberikan
jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20
tahun atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama
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tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.72 Setelah jangka waktu atau
perpanjangannya habis, pemegang hak dapat diberikan pembaharuan hak
pakai atas tanah yang sama.73 Pasal 42 (2) PP HGU, HGB, dan HP
menyatakan bahwa hak pakai atas Hak Pengelolaan diberikan dengan
keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan
usul pemegang Hak Pengelolaan. Lebih lanjut, pada pasal 49 PP HGU, HGB,
dan HP Atas Tanah bahwa hak pakai atas tanah hak milik diberikan untuk
jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat dilakukan perpanjangan,
tetapi dapat diperbaharui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang
dibuat oleh PPAT dan hak tersebut wajib didaftarkan. Dengan demikian, hak
pakai atas hak tanah negara paling lama 45 tahun, hak pakai atas tanah hak
pengelolaan tergantung dari usulan pemegang hak terhadap Menteri atau
pejabat yang ditunjuk,  hak pakai atas tanah hak milik paling lama 25 tahun.
2. PP No. 103 tahun 2015 saat ini, hadir sebagai peraturan yang menggantikan
PP No. 41 tahun 1996 yakni terkait mengenai “Pemilikan Rumah Tempat
Tinggal Atau Hunian oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia”.
Bahwa dalam PP Hunian Orang Asing 2015 dapat memiliki rumah untuk
tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai berdasarkan izin tinggal di
Indonesia dan jika orang asing tersebut meninggal dunia, maka rumah tempat
tinggal atau hunian dapat diwariskan yang ahli warisnya juga harus
72 Pasal 45 ayat 3 bahwa hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama
dipergunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada : a) Departemen Lembaga Pemerintah Non
Departemen, dan Pemda; b) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional; c) badan
keagamaan dan badan sosial.
73 Lihat pasal 45 ayat (2) Jo. pasal 46 ayat (1) PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna
Usaha dan Hak Pakai atas tanah bahwa permohonan pemegang hak untuk perpanjangan atau pembaharuan
hak dengan beberapa syarat.
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mempunyai izin tinggal di Indonesia. Rumah tunggal yang diberikan untuk
orang asing yakni hak pakai dan hak pakai di atas hak milik yang dikuasai
berdasarkan perjanjian. Selain itu, juga dapat memiliki sarusun yang dibangun
di atas bidang tanah hak pakai.74 Pasal 6 Jo. pasal 7 yakni rumah tunggal di
atas tanah hak pakai dan di atas tanah hak pakai di atas hak milik diberikan
jangka waktu 30 tahun, perpanjangan 20 dan pembaharuan 30 tahun. Dengan
demikian, hak pakai atas rumah tunggal tersebut paling lama dimiliki selama
80 tahun.
Jika dibandingkan jangka waktu hak pakai bagi orang asing di Indonesia
antara PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai atas Tanah dan PP No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia
yang masih berlaku, maka dapat digambarkan sebagai tabel berikut:
Tabel 1: Perbandingan Jangka Waktu Hak Pakai Orang Asing di Indonesia
Regulasi Alas Hak
Jangka Waku Hak Pakai Bagi WNA (tahun)
Diberikan Perpanjang Perbaharuan Total
PP 40/1996
T. Negara 25 20 Tidak ditentukan 45
T. H.Pengelolaan 25 20 Tidak ditentukan 45
T. H. Milik 25 Tidak dapat Tidak ditentukan 25
PP 103/2015
RT. Atas HP 30 20 30 80
RT. Atas H. Milik 30 20 30 80
Sarusun atas HP 30 20 30 80
74 Lihat pasal 4 PP No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian oleh Orang
Asing Yang Berkedudukan di Indonesia
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Keterangan : T = Tanah, T.N = Tanah Negara,
T.H = Tanah Hak, RT = Rumah Tunggal,
HP = Hak Pakai, H = Hak.
Sumber : Bahan hukum primer, diolah tahun 2017.
Tabel di atas, menerangkan bahwa dari perkembangan regulasi terkait
dengan jangka waktu hak pakai bagi orang asing dari tahap ke tahap hingga saat
ini yakni regulasi tahun 2015. Yang dari segi pemberiannya memiliki jangka waktu
25 tahun yakni PP 40/1996 dan PP 103/2015 selama 30 tahun karena pemberian
hunian berupa rumah tunggal, bahwa pada pasal 1 angka 2 PP Hunian Orang
Asing 2015 mendefinisikan “Rumah Tunggal” adalah rumah yang mempunyai
kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas
kaveling, sedangkan pasal 2 ayat 1 PP Hunian Orang Asing 2015 menetapkan
“orang asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak
pakai.
Bahwa “Rumah Tempat Tinggal/Hunian” yang dapat diperoleh/dimiliki oleh
orang asing yang berkedudukan di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat,
antara lain :
1. Bangunan Rumah Tinggal/hunian tersebut yang akan diperoleh/dimiliki orang
asing harus berdiri diatas kaveling tanah tersendiri; dan
2. Orang asing tidak boleh atau dilarang membeli tanah kaveling tanpa ada
bangunan Rumah Tunggal atau tanpa ada bangunan rumah tinggal/hunian;
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3. Dinding Bangunan rumah tempat tinggal/hunian yang akan diperoleh/dimiliki
oleh orang asing tersebut maksimum hanya 1 dinding bangunannya saja
yang boleh dibangun tepat di atas batas kaveling tanah;
4. Bangunan rumah tinggal/hunian tersebut dibangun di atas tanah hak pakai,
baik hak pakai di atas tanah negara maupun hak pakai di atas tanah hak milik
berdasarkan suatu perjanjian dengan pemilik tanah hak milik.
5. Apabila yang akan dimiliki orang asing tersebut adalah HMSRS maka unit
HMSRS tersebut harus dibangun dan didirikan di atas tanah hak pakai.
6. Perolehan/pemilikan Rumah Tunggal oleh orang asing tersebut harus melalui
“perbuatan hukum Jual Beli” dan tidak boleh menggunakan lembaga
perbuatan hukum lainnya selain jual beli.
Akan tetapi dalam PP Hunian bagi orang asing 2015 terdapat kata
“Pembelian Unit Baru”, hal ini perlu diberi penegasan dan pengaturan yang rinci
dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN agar tidak terdapat multi tafsir terhadap
kata “Pembelian Unit Baru”, apakah dimaksud orang asing hanya boleh membeli
bangunan rumah yang baru dibangun? ataukah orang asing diperbolehkan membeli
unit rumah tinggal/hunian milik WNI atau orang lain yang dalam pengertian
masyarakat awam sebagai pembelian rumah bekas milik orang lain?
Dari ketentuan PP Hunian bagi orang asing 2015, secara jelas dan tegas
bahwa orang asing tidak boleh membeli bangunan yang berupa rumah toko, rumah
kantor, rumah kopel dan yang sejenisnya yang semua atau lebih dari 1 (satu)
dinding bangunan rumahnya dibangun tepat di atas batas kaveling tanah. Dan yang
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dapat dibeli oleh orang asing adalah bangunan rumah yang peruntukan dan
penggunaannya hanya untuk tempat tinggal/hunian saja serta tidak boleh
dipergunakan untuk tempat usaha atau tempat berusaha, bisnis atau berinvestasi
serta tidak untuk diperdagangkan.
Regulasi yang mengatur tentang perumahan adalah UU No.1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (disingkat UUPKP). UUPKP
memberikan definisi tentang rumah, yaitu bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan perumahan
diartikan kumpulan rumah  sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan
maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah dibedakan
menurut jenis dan bentuknya. Pasal 21 ayat (1) UUPKP membagi jenis rumah
berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian, mencakup:
1) Rumah komersial, rumah yang diselenggarakan dengan tujuan
mendapatkan keuntungan;
2) Rumah umum, rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
3) Rumah swadaya, rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya
masyarakat;
4) Rumah khusus, rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan khusus;
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5) Rumah negara, rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
Sementara itu, Pasal 22 UUPKP membagi bentuk rumah berdasarkan
hubungan atau keterikatan antar-bangunan, yang meliputi: (1) Rumah tunggal,
rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak
dibangun tepat pada batas kaveling; (2) Rumah deret, beberapa rumah yang satu
atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain
atau rumah lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri; (3) Rumah
susun, bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam  suatu  lingkungan
yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik
dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-
masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat
hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah
bersama. Pasal 22 ayat (3) UUPKP menentukan luas lantai rumah tunggal dan
rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.
Namun pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan luas
minimal tersebut dengan konsep keterjangkauan.75
Mengenai pemilikan bangunan yang ada di atas tanah yang dihaki, hukum
tanah nasional menggunakan asas Hukum Adat, yaitu Asas Pemisahan Horizontal
atau Horizontale Scheiding. Asas ini melihat bangunan dan tanaman bukan
merupakan bagian dari tanah. Maka, hak atas tanah tidak dengan sendirinya
75 Putusan Mahkamah Kontitusi RI nomor 41/PUU-X/2012 tentang pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan.
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meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.76 Tetapi biarpun
demikian, dalam praktik dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai tanah
meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, dengan syarat:77
1. Bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan satu kesatuan
dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang berpondasi dan
tanaman merupakan tanaman keras;
2. Bangunan dan tanaman tersebut milik yang empunya tanah; dan
3. Maksud demikian secara tegas disebutkan dalam akta yang
membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan.
Selain Asas Pemisahan Horizontal, terdapat pula Asas Perlekatan atau
Accessie Beginsel. Asas ini menentukan bahwa tanah dan benda- benda yang di
atasnya merupakan satu kesatuan, pemilikan atas tanah meliputi pula benda-
benda yang ada di atasnya dan perbuatan hukum mengenai tanah meliputi pula
benda-benda yang ada di atasnya.78 Lebih lanjut berdasarkan Pasal 44 ayat (1)
UUPA, menyebutkan bahwa “seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak
sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk
keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai
sewa.”
Jadi dapat dikatakan bahwa istilah rumah tunggal yang terdapat pada PP
103/2015 didasari oleh asas pemisahan horizontal atau Horizontale Scheiding
bahwa bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Rumah
76 Boedi Harsono, Op Cit., hlm. 20.
77 Ibid, hlm. 263
78 Urip Santoso II, Op.,Cit, hlm. 252.
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tunggal yang ada pada PP 103/2015 dapat dikatakan masih memiliki fungsi sosial
yang karena berdasarkan asas yang dianut oleh asas hukum adat.
Diberlakukannya PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian
bagi orang asing 2015 memicu suatu polemik bahwa “Yang manakah menjadi
dasar hukum bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia jika ingin memiliki
hak atas tanah?” Adanya asumsi bahwa asas lex posteriori derogat legi priori (jika
terjadi konflik antara hukum yang lama dan baru, maka yang berlaku ialah hukum
yang baru), secara sederhana PP 103/2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat
Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang
sebagai lex posteriori dan PP 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah sebagai lex priori. Apakah aturan yang baru
hanya dapat dilihat dari sisi waktunya, yakni PP HGU, HGB dan Hak Pakai lahir pada
tahun 1996 dan PP Hunian bagi orang asing lahir pada tahun 2015? Menurut Sudikno
Mertokusumo, bahwa asas itu sifatnya umum, tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa
khusus tertentu saja. Oleh karena bersifat umum, maka asas hukum itu membuka
kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Sesuatu
yang umum sifatnya selalu membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan
atau pengecualian-pengecualian. Karena penyimpangan-penyimpangan atau
pengecualian-pengecualian itulah maka ketentuan umumnya mempunyai kedudukan
yang kuat, dibenarkan (“de uitzonderingen bevestigen de regel). Dengan adanya
kemungkinan penyimpangan atau pengecualian itu maka sistem hukumnya luwes,
tidak kaku.79
79 Sudikno Mertokusumo, Op.,Cit, hlm. 8.
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Dalam menggunakan asas tersebut, terdapat beberapa syarat yang harus
dipenuhi, yaitu (1) produk hukum yang setingkat (2) memiliki jangka waktu yang
berbeda dari sisi keberlakuannya (3) mengatur mengenai spesifikasi yang sama.
Kedua regulasi tersebut merupakan produk hukum yang setingkat dan jangka waktu
yang berbeda, akan tetapi tidak memiliki spesifikasi yang sama yakni PP No. 40/1996
mengatur tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas
Tanah sedangkan PP Hunian bagi orang asing 2015 mengatur tentang Pemilikan
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di
Indonesia. Maka, untuk menggunakan asas lex posteriori derogat legi priori tidak
kontekstual yakni dapat dikatakan kurang tepat untuk digunakan.
Namun, masih ada pula yang berasumsi dengan mengaitkan asas lex
specialis derogat legi generalis bahwa hukum yang khusus mengesampingkan
hukum yang umum atau dalam hal ini hukum khusus didahulukan keberlakuannya
daripada hukum umum. PP Hunian bagi Orang Asing 2015 sebagai hukum yang
khusus dan PP HGU, HGB dan Hak Pakai sebagai hukum yang lebih umum
daripada PP Hunian bagi orang asing.
Secara dogmatik PP Hunian bagi orang asing 2015 yang menjadi acuan bagi
orang asing untuk memiliki hak atas tanah dengan alas hak pakai dengan jangka
waktu terbatas yakni selama 80 tahun. Perlunya dipahami bahwa asas lex specialis
derogat legi generalis memiliki indikator tertentu pula yang jika dinisbatkan pada
suatu produk hukum yakni:
1) Posisi produk hukum harus setingkat (horizontal) dalam hierarki perundang-
undangan;
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2) Yang lebih khusus dikatakan lex specialis karena merupakan penjabaran
konkrit yang memiliki kaitan terhadap aturan yang lebih abstrak dikarenakan
aturan abstrak bersifat universal dalam bidang tertentu, olehnya disebut
sebagai lex generalis;
3) Hukum umum bersifat abstrak dan hukum khusus bersifat konkret. Sehingga,
secara konsekuensional hukum konkrit yang menjadi acuan masyarakat untuk
melakukan tindakan tertentu/taat kepada suatu norma dan karena hukum
umum tidak mencatumkan norma hukum konkrit. Misalnya di dalam Burgerlick
Wetbooek tidak membahas persoalan agraria, sehingga jika terjadi persoalan
yang berkaitan dengan agraria maka merujuk pada UU No.5 tahun 1960
meskipun Burgerlick  Wetbooek adalah kodifikasi dalam hukum perdata dan
agraria adalah bagian dari hukum perdata.
4) Produk hukum yang setara berada dalam satu rezim hukum yang sama.
Jangka waktu termasuk dalam norma hukum konkret yang secara definitif
adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih
nyata (konkret).80 Maka, jangka waktu dapat diukur dengan dimasukkan dalam
kategori norma hukum yang konkret sebagai suatu perbuatan hukum, maka
perbenturan antara :
- PP No. 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah yang
terkait dengan “jangka waktu hak pakai bagi orang asing” pada pasal 45 secara
totalitas selama 45 tahun dan pasal 49 di atas hak milik secara totalitas paling
lama 25 tahun dan;
80 Maria Farida Indrati S., Op, Cit. hlm. 27.
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- PP No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian
Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang terkait dengan “jangka
waktu hak pakai bagi orang asing” pada pasal 7 yang dengan hak pakai dialasi
dengan hak-hak yang berada di atasnya memiliki totalitas jangka waktu 80 tahun.
PP Hunian Orang Asing 2015 pun tidak memberikan rumah tunggal di atas
tanah negara dan tanah hak pengelolaan seperti yang ada pada PP 40/1996 tentang
HGU, HGB Dan HP Atas Tanah, dan hanya PP Hunian Orang Asing 2015 yang
memberikan sarusun di atas hak pakai sebagaimana dalam pasal 4 huruf (b).
Bahwa asas lex specialis derogat legi generalis sama sekali tidak relevan
untuk diterapkan karena perbenturan antara norma hukum konkrit dengan norma
hukum konkrit, yang semestinya asas lex specialis derogat legi generalis adalah
perbenturan norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit, sehingga dapat
dibenarkan bahwa hukum khusus mendahulukan keberlakuannya daripada hukum
umum atau hukum konkrit mendahulukan keberlakuannya daripada hukum abstrak.
Dan PP 40/1996 tentang HGU, HGB Dan HP Atas Tanah dan PP Hunian Orang
Asing 2015 tidak berada dalam satu rezim yang sama. Maka, penggunaan asas lex
specialis derogat legi generalis tidak tepat untuk digunakan.
Lalu, bagaimana dengan kehadiran orang asing yang berkedudukan di
Indonesia, adakah kandungan syarat mutlak terhadap kepemilikan tempat tinggal
atau hunian bagi orang asing di Indonesia? Adakah kandungan sikap batiniah bagi
orang asing yang seperti prinsip masyarakat adat yang ada di dalam UUPA dan
terdapat pula pada PP Hunian bagi orang asing 2015 dan PP HGU, HGB Dan HP
Atas Tanah 1996?
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Beberapa prinsip pokok mengenai permasalahan agraria yang terdapat di
dalam UUPA antara lain:81
1. Prinsip Nasionalitas mengandung makna bahwa seluruh wilayah
Indonesia adalah karunia Tuhan YME, kesatuan tanah air dari bangsa
Indonesia, sehingga menjadi hak dari bangsa Indonesia. Hak yang
dimaksud sifatnya abadi, yang artinya selama bangsa Indonesia masih
ada tidak ada hal apapun yang bisa memutuskan hubungan bangsa
Indonesia dengan tanah airnya. Sehingga dengan prinsip ini ditentukan
bahwa hanya WNI saja yang dapat mempunyai hak atas tanah atas dasar
hak milik (pasal 9 dan pasal 21 ayat (1) UUPA) tanpa membedakan jenis
kelamin laki-laki maupun perempuan (pasal 9 ayat (2) UUPA), sementara
bagi warga negara asing dilarang (pasal 29 ayat (6) UUPA). Untuk
menyeimbangkan prinsip ini juga diuraikan mekanisme perlindungan
terhadap warganegaranya, misalnya dengan melakukan pengawasan
pada setiap peralihan hak milik, khususnya untuk warga negara yang
lemah ekonominya (pasal 26 ayat (1) UUPA), serta untuk menjaga asas
keadilan sosial pemerintah diwajibkan untuk mencegah adanya organisasi
atau usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat
monopoli swasta warga negara (pasal 13 ayat (2) UUPA).
2. Prinsip Hak Menguasai Negara (HMN) bermakna bahwa prinsip domein
verklaring yang menjadi dasar Undang-Undang kolonial dihapuskan,
sehingga praktek-praktek negara yang memiliki tanah pada wilayahnya
81 Yance Arizona, Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta, STPN Press, 2014, hlm. 73-75
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tidak diakui lagi. HMN menempatkan negara tidak menjadi pemilik tanah
melainkan sebagai organisasi tertinggi dari bangsa Indonesia yang diberi
kekuasaan untuk (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan,
penggunaan dan pemeliharaannya; (2) menentukan dan mengatur hak-
hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa;
(3) mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa (pasal 2 ayat (1) dan (2) UUPA). Pelaksanaan HMN ini
berada pada wewenang Presiden sebagai mandataris yang dibantu oleh
Menteri Agraria dengan jajaran aparaturnya. Di daerah, penyelenggaraan
HMN dapat didelegasikan kepada daerah-daerah swantara (propinsi,
kabupaten/kotamadya, kecamatan dan desa) dan bahkan pada suatu
komunitas adat yang masih kuat keyakinan norma-norma adatnya (pasal
2 ayat (4) UUPA).
3. Prinsip Tanah Mengandung Fungsi Sosial yang berarti bahwa semua hak
atas tanah harus berfungsi sosial (pasal 6 UUPA) yang ada pada
seseorang tidak dibenarkan) semata-mata demi kepentingan pribadi,
apalagi sampai merugikan masyarakat.
4. Prinsip Land Reform yang memberikan gambaran dari tujuan
menciptakan suatu struktur pemilikan tanah yang baru. Dalam kaitan
untuk mencapai tujuan itu maka pemilikan dan penguasaan yang
melampaui batas tidak diperkenanakan dan diatur pula mengenai batas
maksimum dan minimum penguasaan dan pemilikan tanah (pasal 7 dan
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pasal 17 UUPA). Land Reform dilakukan untuk mengadakan pembagian
yang adil atas sumber penghidupan rakyat petani yang berupa tanah,
dengan cara merombak struktur pertanahan secara revolusioner, guna
merealisir keadilan sosial. Hal ini dilakukan pula untuk melaksanakan
prinsip tanah untuk petani, agar tidak terjadi lagi objek spekulasi dan
pemerasan (pasal 10 UUPA).
5. Prinsip Pengakuan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat bermula
pada pernyataan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan
ruang angkasa ialah hukum adat (pasal 5 UUPA). Selain itu UUPA juga
mengakui keberadaan hak ulayat atau hak serupa dari masyarakat hukum
adat dengan persyaratan sepanjang menurut kenyataannya masih ada,
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan
negara yang berlandaskan persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi
(pasal 3 UUPA). Masyarakat hukum adat pun dapat menjadi subjek yang
menyelenggarakan pelimpahan dari HMN (pasal 2 ayat (4) UUPA).
6. Prinsip Perencanaan Agraria yang diperlukan dalam kaitannya untuk
menciptakan sosialisme Indonesia. Negara diharuskan membuat tata
guna agraria dengan menyusun suatu perencanaan umum secara
nasional khususnya mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan
tanah dan kekayaan alam (pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 UUPA).
Dari penjelasan di atas menerangkan bahwa prinsip yang ada di dalam
UUPA ada 6, yakni: Prinsip Nasionalitas, Prinsip Hak Menguasai Negara (HMN),
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Prinsip Tanah Mengandung Fungsi Sosial, Prinsip Land Reform, Prinsip
Pengakuan terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Prinsip Perencanaan
Agraria. PP Hunian bagi orang asing 2015 dalam penjelasan umum menegaskan
prinsip nasionalitas bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak milik, sedangkan
Orang Asing hanya dapat diberikan hak atas tanah berupa hak pakai dan hak
sewa.
Maka, Prinsip Nasionalitas yang terdapat di UUPA dan PP Hunian bagi
orang asing 2015 hadir sebagai syarat yang bersifat mutlak terhadap kepemilikan
tempat tinggal atau hunian bagi orang asing di Indonesia untuk menikmati hak
pakai atas tanah.
Hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan
alam yang berada di Indonesia bukan sebagai hubungan kepemilikan, tetapi
“kepunyaan”. Hubungan tersebut sejenis dengan Hak Ulayat yang dalam sistem
Hukum Adat diangkat ke tingkat lebih tinggi, yaitu negara. Hubungan “kepunyaan”
tersebut memberi kewenangan untuk menguasai sebagai “tuan” untuk mengatur.
Dalam hubungan tersebut diakui adanya hak milik. Hanya saja Hak Milik tersebut
tunduk dalam kekuasaan si “tuan”.82
Perspektif Hukum Adat, terdapat hubungan yang erat sekali antara warga
masyarakat dengan tanah di mana ia bertempat tinggal sebagai suatu hubungan
hukum dan sebagai suatu hubungan religius, sama layaknya dengan Hak Bangsa.
Segala tanah yang ada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan
ada dalam kekuasaan dari masyarakat itu sendiri. Adanya penguasaan yang
82 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op,.Cit, hlm. 83.
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demikian ini bukan berarti hanya masyarakat Hukum Adat tersebut memiliki tanah
tersebut, karena pemilik yang sebenarnya dari tanah yang dimaksud adalah
kekuatan yang bersifat supranatural, sehingga dengan demikian seluruh anggota
masyarakat mengakui akan adanya kewenangan dari masyarakat atasan.83
Larangan orang asing memiliki tanah di Indonesia juga dimaksudkan untuk
kepentingan politik, pertanahan dan keamanan nasional serta untuk memelihara
wawasan nusantara Indonesia sebagai suatu wilayah negara yang tidak boleh
dipecah belah.84 Asas Nasionalitas bukanlah suatu tindakan diskriminasi karena
dalam hal apapun bangsa Indonesia harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri
dan tidak perlu mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan orang lain
atau untuk penanaman modal asing.85
Konsepsi yang mendasari Hukum Tanah Nasional adalah Konsepsinya Hukum
Adat, yaitu konsepsi yang komunalistik religius (pasal 1 ayat (2) UUPA), yang
memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah
yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan (pasal 6 UUPA).86
Asas Nasionalitas mengandung unsur kebersamaan di dalam UUPA, akan tetapi
pada PP 40/1996 seharusnya menjadi konkritisasi unsur kebersamaan yang
sebagaimana yang ada di dalam UUPA.
Kebersamaan adalah sesuatu yang berbeda dan bertemu dalam sesuatu hal
atau terikat dalam sesuatu hal untuk melakukan perbuatan hukum. Unsur
kebersamaan hadir salah satunya sebagai pemenuhan hak-hak orang asing yang
83 Muhammad Ilham Arisaputra., Op.Cit, hlm. 74.
84 Bachsan Mustafa, Op, Cit, hlm. 35
85 A.P. Parlindungan, Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan, Bandung, Mandar Maju, 1991,hlm. 57.
86 A. Suriyaman Mustari Pide, Op, Cit. Hlm. 137.
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ada di Indonesia yakni melalui hak opsi atau yang disebut dengan perjanjian
nominee. Pasal 1972 BW menyebutkan bahwa: maksud dan keinginan orang asing
tersebut dituangkan secara tertulis dalam perjanjian, hal ini sesuai dengan asas
kebebasan berkontrak, yaitu bebas untuk menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian
itu dibuat. “Apa” yang diperjanjikan adalah objek perjanjian, yaitu suatu hal tertentu
dan kausa yang halal. Jika ditinjau dari sisi objeknya, “siapa” yang memperjanjikan
suatu jual beli tanah dalam perjanjian nominee adalah orang asing dengan
mengatasnamakan orang lain (WNI) . Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan
dalam Pasal 9 UUPA, bahwa hanya WNI yang bisa memiliki tanah dengan hak milik.
Mengingat kebutuhan orang asing akan tanah yang bisa dikuasai secara hak milik,
maka ditempuhlah hak opsi. Secara normatif-yuridis kepemilikan tanah tersebut ada
di tangan WNI, tetapi penguasaannya ada di tangan orang asing.
Bentuk perjanjian nominee adalah perjanjian yang dibuat antara orang asing
dengan seorang WNI dalam jual beli tanah. Dalam perjanjian jual beli tanah ini
berisikan pernyataan dari WNI selaku nominee, bahwa uang yang digunakan untuk
membeli tanah tersebut kepunyaan orang asing. Perjanjian ini ada yang dibuat
dalam akta di bawah tangan, tetapi ada juga yang dibuat dalam notarill/ dihadapan
notaris. Menurut Maria S.W Sumardjono, perjanjian yang dibuat antara orang asing
dan WNI itu ada beberapa varian diantaranya, yaitu:87
a. Perjanjian Induk yang terdiri dari perjanjian Pemilikan tanah (Land
Agreement) dan surat kuasa; pihak WNI mengakui bahwa tanah Hak
Milik (HM) yang terdaftar atas namanya bukanlah miliknya, tetapi milik
orang asing yang telah menyediakan dana untuk pembelian tanah HM
87 I Dewa Putu Susila Putra, 2012, Penyelundupan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Bagi Orang Asing, Tesis
Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tidak Diterbitkan, hlm. 61-63.
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beserta bangunan. Selanutnya di dalam perjanjian ini diatur juga
tentang adanya pemberian kuasa oleh WNI yang tidak dapat ditarik
kembali kepada pihak orang asing untuk melakukan segala tindakan
hukum terhadap tanah HM dan bangunan.
b. Perjanjian Opsi ; adalah pihak WNI memberikan opsi untuk membeli
tanah HM dan bangunan kepada pihak orang asing karena dana untuk
pembelian tanah HM dan bangunan itu disediakan pihak orang asing.
c. Perjanjian Sewa-menyewa (lease Agreement); pada prinsipnya dalam
perjanjian ini diatur tentang jangka waktu sewa berikut opsi untuk
perpanjangannya beserta hak dan kewajiban pihak yang menyewakan
(WNI) dan penyewa (Orang Asing).
d. Kuasa Menjual (power of attorney to sell); perjanjian ini berisi kuasa
dengan hak subtitusi dari pihak WNI selaku pemberi kuasa kepada
pihak asing (penerima kuasa) untuk melakukan perbuatan hukum
menjual atau memindahkan tanah HM dan bangunan.
e. Hibah Wasiat; pihak WNI menghibahkan tanah HM dan bangunan atas
namanya kepada pihak orang asing.
f. Surat Pernyataan Ahli Waris; Istri pihak WNI dan anak-anaknya
menyatakan bahwa walaupun tanah HM dan bangunan terdaftar atas
nama suaminya, tetapi suaminya bukanlah pemilik sebenarnya atas
tanah HM dan bangunan tersebut.
Jual beli tanah bagi orang asing secara nominee dapat ditinjau dari ajaran
prioritas yang sifatnya kasuistis, yakni kemanfaatan hukum menjadi prioritas utama
dalam penerapannya, tanpa harus mengesampingkan kepastian hukum dan
keadilan menjadi tersisihkan dalam pencapaian tujuan hukum. Mengenai kepastian
hukum dalam hal ini adalah kepastian mengenai kepemilikan atas tanah tersebut,
yaitu secara normatif keutuhan hak milik atas tanah tersebut dimiliki oleh WNI (tidak
beralih kepada orang asing). Walaupun pada faktanya tanah tersebut
penguasaannya secara fisik ada di tangan orang asing. Tapi pengertian
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penguasaan oleh orang asing adalah untuk menikmati dan mengambil nilai
ekonomi dari tanah tersebut tanpa bisa mengalihkan hak atas tanah tersebut
kepada orang lain, tanpa sepengetahuan dari WNI sebagai pemilik sah atas tanah.
Pengertian penguasaan tanah oleh orang asing tersebut adalah penguasaan tanah
secara sementara atau memiliki suatu pemilikan dengan jangka waktu tertentu.
Menurut Adrian Sutedi, jual beli secara nominee sebenarnya dapat dikatakan,
tidak bertentangan dengan hukum perjanjian secara umum, karena tidak ada unsur
pemindahan hak milik dari WNI kepada WNA secara langsung. Transaksi antara
kreditur asing dengan debitur nasional dengan jaminan hak tanggungan adalah
suatu transaksi yang sering terjadi dalam bisnis. Tanah yang merupakan aset dari
debitur nasional dapat dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditor asing.
Dengan demikian, terdapat unsur yang mungkin dapat diperdebatkan yaitu maksud
dan tujuan dari pembiayaan pihak asing terhadap pihak Indonesia yang sebenarnya
adalah upaya untuk menghindar dari larangan ketentuan UUPA Pasal 26 (2) di atas
yang di dalamnya ada unsur pengalihan secara tidak langsung.88 Menurut Boedi
Harsono, peralihan hak atas tanah yang dianut oleh UUPA berdasarkan hukum adat
(Pasal 5 UUPA), maka perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 26
UUPA maupun pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, masih
bersifat kontan. Saat dilakukan di hadapan PPAT itulah haknya beralih kepada
pembeli. Jual beli menurut UUPA sebagai penyempurnaan atas hukum adat, hal ini
dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara
88 Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 266.
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yang modern, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.89 Maka, perjanjian
nominee lahir dari konsep hak opsi kepada WNA untuk menikmati hak atas tanah
yang ada di Indonesia dengan tidak mengesampingkan maksud dan tujuan dari
pembiayaan pihak asing terhadap pihak Indonesia, meskipun perjanjian secara
nominee itu hanya penguasaan fisik oleh WNA dan secara yuridis penguasaannya
dikuasai oleh WNI.
2. Persepsi Terhadap Peraturan Pemerintah Terkait Dengan Jangka Waktu
Hak Pakai Bagi Orang Asing Dalam Kepastian Hukum
A. Penemuan Hukum
Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum yang tak asing
lagi untuk diungkapkan jika membahas persoalan hukum di Negara yang menganut
sistem Eropa Kontinental khususnya Indonesia. Bahwa setiap produk hukum harus
termanifestasikan dalam bentuk aturan tertulis untuk dikatakan pasti dan dibentuk
oleh lembaga yang berwenang.
Penalaran terhadap aturan hukum memiliki konsekuensi tertentu yang
menjadi hal penting dalam persoalan bagaimana kepastian hukum menjadi hal yang
mutlak untuk dijadikan acuan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara
Asing terkait dengan hak pakai atas tanah.
Uraian Achmad Ali menggambarkan sebagai berikut; Jika ada dua orang
yang bersama-sama menatap pada fenomena X, dua orang tersebut akan
menafsirkan atau memaknakan fenomena X tadi dengan persepsinya masing-
masing; hasilnya bisa sama, tetapi bisa juga berbeda : Demikian pula ada dua orang
89 Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agraria, Hukum Tanah Indonesia, Djambatan, 1995, hlm. 175.
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yang secara bersama-sama mebaca satu kata dan mengatakan atau menafsirkan
kata tersebut dengan persepsinya masing-masing; juga hasilnya bisa sama, tetapi
bisa juga berbeda.90
Hak pakai bagi orang asing tertuang di Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
dan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat
Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Tentunya,
kedua Peraturan Pemerintah tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda dalam
pemaknaannya khusus yang terkait dengan orang asing.
Adanya pandangan bahwa jika orang asing ingin memiliki hak atas tanah
dengan alas hak pakai merujuk pada PP No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di
Indonesia, meskipun PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah juga menjadikan orang asing sebagai salah
satu subjek hukum hak pakai. Pada saat penentuan rujukan tersebut, telah
dilakukan interpretasi sendiri bahwa aturan tersebut jelas dan terang yang bagi
pandangan pihak lain belum tentu memiliki pandangan yang sama dalam hal menilai
suatu peraturan.
Menurut Pitlo, suatu aturan tertulis tidak dapat lurus, sebab setiap aturan
tertulis mau tidak mau merupakan suatu kompromi. Oleh karenanya aturan
seringkali membutuhkan penafsiran.91
90 Achmad Ali,Menguak Tabir Hukum, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 165.
91 Ibid, hlm. 170.
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Dalam penafsiran suatu perundang-undangan lazimnya disebut sebagai
penemuan hukum. Penemuan hukum adalah suatu penafsiran seseorang terhadap
suatu aturan tertulis dalam hal menerangkan arti, makna dan tujuannya dari bunyi
suatu peraturan.
Menurut Achmad Ali, metode penemuan hukum dibedakan atas dua jenis, yaitu:
interpretasi dan konstruksi. Interpretasi adalah penafsiran terhadap teks Undang-
Undang masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Konstruksi adalah penalaran logis
untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-Undang, dimana hal tersebut
tidak lagi berpegang pada bunyi teks, tetapi dengan syarat tidak mengabaikan hukum
sebagai suatu sistem.92 Interpretasi terbagi atas: a. interpretasi gramatikal,
interpretasi historis, interpretasi sistematis, sosiologis atau teleologis, komparatif,
futuristis, restriktif dan ekstensif. Konstruksi terbagi atas: a. metode Argumentum
Per Analogiam (analogi), metode Argumentum A’Contrario, Rechtservijnings
(pengkonkretan hukum) dan fiksi hukum.
A. Interpretasi
1. Interpretasi Gramatikal
Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam Undang-Undang
sesuai kaidah dan kaidah hukum tata bahasa. 93 Menurut Sudikno Mertokusumo,
interpretasi gramatikal adalah untuk mengetahui makna ketentuan suatu aturan
dengan menguraikannya menurut bahasa sehari-hari.94
92 Ibid, hlm. 176.
93 Ibid. Hlm.186.
94 Sudikno Mertokusumo, Op, Cit. Hlm. 56.
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Terkait dengan pengaturan jangka waktu hak pakai bagi orang asing pada
pasal 41 UUPA bahwa:
(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa
atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Hak Pakai dapat diberikan :
a.Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan
untuk keperluan tertentu:
b. Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa
apa pun;
(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung
unsur pemerasan.
Yang menjadi perhatian pada pasal di atas adalah perkataan “selama jangka
waktu yang tertentu” dan “untuk keperluan tertentu”. Pada penjelasan pasal 41
UUPA menyatakan bahwa :
“Hak pakai adalah suatu “kumpulan pengertian” daripada hak-hak yang
dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya degan
sedikit perbedaan berhubungan dengan keadaan daerah sedaerah, pada pokoknya
memberi wewenang kepada yang mempunyai sebagai yang disebutkan dalam pasal
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ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai yang disebutkan dalam
penjelasan umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum agraria yang baru disebut
dengan satu nama saja.
Untuk gedung-gedung kedutaan negara-negara asing dapat diberikan pula
hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya dipergunakan untuk
itu. Orang-orang dan badan-badan hukum asing dapat diberi hak pakai, karena hak
ini hanya memberi wewenang yang terbatas.”
Pada paragraf 2 penjelasan pasal 41 UUPA yang di atas menerangkan
tentang untuk keperluan tertentu pada pasal 41 UUPA. Lalu, bagaimana dengan
frasa “selama jangka waktu yang tertentu”? Menurut penulis, hal tersebut dapat
dikatakan bahwa :
1. Istilah “selama jangka waktu yang tertentu” dan “untuk keperluan tertentu”
dalam pasal 41 (2) UUPA tidak memberikan perbedaan secara konkrit yang
karenanya saling terkait. Istilah “selama jangka waktu yang tertentu” adalah
sebuah konsep yang menerangkan bahwa tanah sebagai objek yang
dilekatkan dengan perincian jangka waktu tertentu (misalnya 10 tahun) dan
Istilah “untuk keperluan tertentu” adalah sebuah konsep yang menerangkan
bahwa tanah sebagai objek yang dilekatkan dengan bentuk, jenis dan tujuan
bangunan yang dibangun dengan alas hak pakai yang berhubungan dengan
kepentingan negara Republik Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwa istilah
“selama jangka waktu yang tertentu” lebih kepada persoalan jangka waktu
seseorang yang menguasai (subjek) hak pakai dalam batasan waktu yang
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konkrit dan istilah “untuk keperluan tertentu” lebih kepada persoalan
peruntukan bangunan dengan sesuatu alas hak yakni hak pakai (objek).
2. Frasa “Untuk gedung-gedung kedutaan negara-negara asing dapat diberikan
pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama tanahnya
dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan hukum asing dapat
diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi wewenang yang terbatas”
adalah sebuah penjelasan yang hanya bisa dikaitkan dengan “untuk
keperluan tertentu”. Karena pada dasarnya kata “untuk gedung-gedung
kedutaan negara-negara asing” adalah sebuah upaya pemberian terhadap
suatu objek dengan alas hak pakai.
3. Jadi, pasal 41 UUPA tidak memisahkan antara istilah “selama jangka waktu
yang tertentu” dan istilah “untuk keperluan tertentu”. Bahwa gedung-gedung
kedutaan negara-negara asing dapat berlaku (subjek) selama tanahnya
dipergunakan untuk itu (objek).
4. Seharusnya dalam pasal 41 UUPA  menegaskan perbedaan istilah
sebagaimana menikmati suatu alas hak adalah hubungan antara orang
(subjek) dan tanah (objek). Istilah “selama jangka waktu yang tertentu” dan
istilah “untuk keperluan tertentu” memberikan batasan jelas karena yang
satu membahas persoalan berapa lama orang asing dapat menikmati alas
hak berupa hak pakai atas tanah (“selama jangka waktu yang tertentu”) dan
yang lainnya membahas persoalan tujuan dari orang asing yang menempati
suatu alas hak yang berhubungan dengan kepentingan nasional (“untuk
keperluan tertentu”) berdasarkan fungsi sosial tanah. Karena hanya hak milik
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atas tanah yang dalam hubungannya tidak memiliki keterpisahan antara
subjek dengan objek (tanah), sebagaimana definisi hak milik adalah hak
turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai meskipun dapat
dialihkan. Maka, selain hak milik itu memiliki keterpisahan hubungan antara
subjek dan objek (tanah) dengan batasan jangka waktu tertentu yang menjadi
perantara meskipun hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi
kepentingan nasional.
2. Interpretasi historis
Interpretasi historis adalah upaya penafsiran yang berdasarkan latar
belakang sejarah dari suatu perundang-undangan. interpretasi terbagi atas 2 jenis,
yakni:95
- Interpretasi menurut sejarah Undang-Undang (wetshistorisch) adalah
mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat
oleh pembuat Undang-Undang ketika Undang-Undang itu dibentuk.
Terkait Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)
merupakan suatu upaya bangsa Indonesia untuk menata dan memandu
pembaharuan di bidang agraria/pertanahan demi kepentingan seluruh rakyat
Indonesia yang sebelumnya dijajah belanda dengan klasifikasi kepemilikan tanah
yang sesuai dengan kepentingan kolonial. Salah satu tujuan dari UUPA ini adalah
untuk menghapuskan dualisme di bidang hukum tanah dengan cara mencabut
Agrarische Wet 1870 beserta ketentuan-ketentuan terkait lainnya dan juga
mendasarkan diri kepada hukum adat karena hukum adat dianggap bersumber
95 Achmad Ali, Op, Cit. Hlm. 187-188.
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kepada kesadaran hukum rakyat. Hak barat dan hak adat dikonversi oleh UUPA
menjadi hak-hak baru yang secara teoritis telah tercapai unifikasi dalam hukum
tanah di Indonesia dewasa ini. Sehingga hak orang asing untuk mempunyai atas
tanah diberlakukan batasan jangka waktu tertentu dengan dasar asas nasionalitas
yang ada di dalam UUPA bahwa hanya WNI yang boleh memiliki hak penuh atas
tanah, maka pada saat yang sama jangka waktu hak atas tanah tidak berlaku atas
WNI dalam kepemilikan atas tanah.
- Interpretasi menurut sejarah hukum (rechthistorisch) adalah metode
interpretasi yang ingin memahami Undang-Undang dalam konteks
seluruh sejarah hukum.
Yakni, sikap negara yang memberikan peluang berlakunya peraturan-
peraturan lama, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta hukum adat mengenai
hak milik sepanjang peraturan pelaksanaannya oleh UUPA belum diatur lebih lanjut
oleh perundang-undangan telah membawa nasib UUPA pada keadaan yang tidak
menentu. Setidak-tidaknya hal itu akan semakin menjauhkan dari cita-citanya yaitu
unifikasi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?96
Pertama, UUPA tidak segera melengkapi dirina dengan berbagai Undang-Undang
atau peraturan-peraturan lainnya sebagai aturan pelaksanaannya seperti Undang-
Undang Hak Milik, Sewa Tanah Untuk Bangunan Hak Guna Air dan Hak Guna
Ruang Angkasa.97
96 Achmad Sodiki, Op.,Cit, hlm. 247-250.
97 Seperti Hak sewa tanah untuk bangunan Pasal 44 dan 45 UUPA, menurut penjelasan pasal tersebut
melarang negara menyewakan tanah karena negara bukan pemilik. Sementara itu belu mada peraturan yang
mengatur hak sewa tanah untuk bangunan. Padahal banyak pemerintah daerah yang menyewakan tanahnya
kepada rakyat, di berbagai negara daerah hal ini menimbulkan gejolak yang belum diselesaikan. Dalam Ibid.
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Kedua, janji UUPA Untuk menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum agraria
nasional sebagaimana disebut dalam Konsideran Berpendapat huruf a UUPA, Pasal
3 dan pasal 5 UUPA tidak dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rinci.
Penggalian hukum adat tentang tanah belum dilakukan dengan sungguh-sungguh
sehingga menemukan seperangkat ketentuan hukum tanah yang relatif lengkap.
Hanya sebagian saja yang dianggap sebagai asas hukum adat misalnya asas
pemisahan horizontal, asas terang dan kontan dalam jual beli tanah. Selebihnya
orang lebih mudah menggunakan ketentuan hukum perdata karena UUPA tidak
mengaturnya.98
Ketiga, hukum adat yang digolongkan pada hukum non-statuter, karena itu menurut
Soepomo mengandalkan peranan para hakim untuk menggalinya. Namun, fungsi
hakim demikian tidak tampak nyata dalam putusan-putusannya. Budaya akademis
di lingkungan pengadilan (hakim untuk membuat suatu gambaran atau deskripsi,
monografi pada daerah mana ia didinaskan seperti hakim-hakim pada masa lalu
belum tampak berkembang. Hakim lebih mengandalkan keputusan-keputusannya
pada hukum tertulis, sekalipun esensi keputusannya itu belum menyentuh persoalan
pokoknya dari pada mencoba untuk mengetahui dan memanfaatkan unsur-unsur
hukum setempat untuk dipertimbangkan dalam putusan-putusannya.99
Demikian juga lembaga pendidikan hukum semisal fakultas hukum bisa
mempeloporinya untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat karena
kendala finansial. Di lain pihak, mata kuliah hukum adat pun disajikan degan
98 Misalnya dalam membedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak masih menggunakan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang benda. Dalam Ibid.
99 Periksa “Implementasi Penadafaran Tanah di Lombok Barat, disertasi Yanis Maladi, Program Doktor
Universitas Brawijaya 2006. Dalam Ibid.
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referensi-referensi atau buku-buku standar yang berinduk pada buku susunan Mr.
Cornelis van Vollenhoven, ter Haar, van Dijk sebelum perang dunia II yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika ada yang baru, itupun seringkali
bukan hasil penelitiannya sendiri tetapi masih merujuk pada literatur lama tersebut.
Padahal seharusnya buku-buku tersebut dievaluasi dengan kritis akan
kebenarannya, karena selama itu masyarakat mengalami perubahan berikut hukum-
hukumnya.
Keempat, pencabutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II tentang benda
ini sepanjang yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa, kecuali hipotek (telah
digantikan engan Hak Tanggungan UU No. 4 Tahun 1996). Dengan demikian masih
banyak ketentuan KUH Perdata yang masih berlaku.100
Kelima, akibat kepentingan investasi ketentuan UUPA banyak disimpangi dengan
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Misalnya tentang masa berlakunya Hak
Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai yang tidak lagi
menunjukkan pada ketentuan UUPA, yaitu dengan memperpanjang masa
berlakunya hingga untuk HGU selama 95 tahun, HGB selama 80 tahun dan Hak
Pakai 70 tahun (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Investasi).101
Atas dasar kenyataan tersebut di atas pada hakikatnya keadaan hukum
agraria tentang tanah masih bersifat plural, karena disamping berlakunya UUPA
100 Sri Soedewi Masychoe Sofwan dalam Hukum Perdata: Hukum Benda menyatakan bahwa dengan keluarnya
Undang-Undang Pokok Agraria maka terdapat a) Pasal-pasal yang masih berlaku misalnya pasal tentang benda
bergerak pasal 505 sampai dengan 518, b) Pasal-pasal yang tidak berlaku lagi misalnya pasal-pasal tentang
benda tidak bergerak yang melulu berhubungan dengan hak-hak atas tanah, c) Pasal-pasal yang masih berlaku
tetapi tidak penuh misalnya pasal tentang benda pada umumnya. Dalam Ibid.
101 Telah dinyatakan tidak berlaku khususnya Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 oleh MK
dengan Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2001, 25 Maret 2008. Dalam Ibid.
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masih banyak ketentuan hukum perdata dan hukum adat (tidak tertulis) yang masih
berlaku
3. Interpretasi sistematis
Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan Undang-Undang
sebagai bagian keseluruhan sistem perundang-undangan. Jadi, perundang-
undangan keseluruhannya di dalam suatu negara dianggap sebagai suatu sistem
yang utuh.102 Menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan
menghubungkannya dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau
dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran sistematis. Satu peraturan
tidak dilihatnya sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari
satu sistem.103
Pasal 41 ayat (2) UUPA bahwa hak pakai dapat diberikan selama jangka
“waktu tertentu” atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu. “Waktu
tertentu” dapat dihubungkan dengan pasal 12 ayat (3), 12 ayat (4), 124 ayat (2), 124
ayat (3), 187 ayat (2), 194 ayat (2), 196 ayat (3), 198 ayat (3), 200 ayat (3), 202 ayat
(2), 204 ayat (2), 339, 340, 365 ayat (4) dan pasal 444 KUHP bahwa “waktu
tertentu” adalah paling lama dua puluh (20) tahun.
Maka, dapat dikatakan bahwa dalam interpretasi sistematis terkait dengan
pasal 41 ayat (2) huruf a UUPA tentang “waktu tertentu” adalah paling lama dua
puluh (20) tahun.
102 Ibid, hlm. 190
103 Sudikno Mertokusumo, Op, Cit. Hlm. 57.
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4. Interpretasi sosiologis atau teleologis
Interpretasi sosiologis adalah menetapkan makna Undang-Undang
berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Jadi, suatu Undang-Undang yang masih
berlaku, tetapi sebenarnya sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
masyarakat, kemudian berdasarkan interpretasi soiologis atau teleologis ini
diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan masa kini dengan tidak
memedulikan apakah hal itu pada waktu diundangkannya Undang-Undang dikenal
atau tidak.104
Interpretasi teleologis terjadi apabila makna Undang-Undang itu ditetapkan
berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan
dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan Undang-Undang yang
sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau menyelesaikan
sengketa yang terjadi sekarang. Metode ini baru digunakan apabila kata-kata dalam
Undang-Undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara.105
Bahwa dalam rangka mendukung pembangunan yang semakin meningkat
seiring kerjasama antara masyarakat Indonesia dengan negara-negara lainnya dan
meningkatnya jumlah orang asing yang bekerja dan menjalankan usahanya di
Indonesia, mengakibatkan permintaan kebutuhan rumah tempat tinggal atau hunian
bagi orang asing semakin meningkat, sehingga dibuatnya kebijakan yang
memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pemberian pelayanan
maupun izin memperoleh hak atas tanah untuk tempat tinggal atau hunian bagi
orang asing dengan tidak mengesampingkan asas nasionalitas bahwa hanya WNI
104 Achmad Ali, Op, Cit. Hlm. 192.
105 Sudikno Mertokusumo, Op, Cit. Hlm. 60.
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yang dapat memiliki Hak Milik, sedangkan orang asing mempunyai hak atas tanah
berupa hak pakai dan hak sewa. Dan WNA diberikan jangka waktu secara totalitas
80 tahun, mulai dari pemberian 30 tahun, perpanjangan 20 tahun dan dapat pula
diperbaharui selama 30 tahun.
5. Interpretasi komparatif
Interpretasi komparatif adalah metode membandingkan antara berbagai
sistem hukum. Beberapa perbandingan dengan merujuk ketentuan yang berlaku di
negara lain seperti negara Singapura membolehkan WNA untuk memiliki bangunan
komersial, hotel dan hunian dengan jangka waktu hak tanahnya 99 tahun dan untuk
industri diberikan 60 tahun. Di Thailand hak sewa menyewa dengan WNA selama
30 tahun sedangkan di negara Kamboja 70 sampai dengan 99 tahun.106
Di Indonesia sendiri pada saat ini dengan dikeluarkannya PP Hunian Asing
2015 memiliki jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama
20 tahun dan dapat diperbaharui paling lama 30 tahun, maka secara totalitas jangka
waktu hak pakai bagi orang asing saat ini adalah 80 tahun secara merata dengan
rumah tunggal dengan perlekatan hak apapun di atas bidang tanah hak pakai.
6. Interpretasi futuristis
Interpretasi futuristis adalah menjelaskan Undang-Undang yang berlaku
sekarang (ius constitutum) dengan berpedoman pada Undang-Undang yang belum
mempunyai kekuatan hukum (ius constituendum). Misalnya, suatu rancangan
106 Aal Lumanul Hakim, Analisis Yuridis tentang Hak Pakai atas Tanah dikaitkan dengan peningkatan investasi
di Indonesia, Tesis, diterbitkan.
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Undang-Undang yang masih dalam proses pengundangan, tetapi sudah pasti akan
diundangkan (dugaan politis).107
Pada UU Pertanahan (ius constituendum) memiliki dasar bahwa: secara
khusus, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan, dimuat prinsip-
prinsip umum terkait dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
yang dikembangkan dan dijabarkan dari ketentuan dalam UUPA maupun Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
dan Hak Pakai atas Tanah, dengan mengakomodasi fakta empiris sebagai implikasi
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait HGU, HGB, dan HP.
Prinsip-prinsip tersebut terkait dengan isi kewenangannya, pemegang hak,
peralihan dan pembebanannya dengan Hak Tanggungan. Mengingat berbagai
dampak negatif penyalahgunaan hak atas tanah yang sudah diberikan, maka secara
khusus, dalam rangka memberikan keadilan dalam pemberian Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai selaras dengan pelaksanaan fungsi sosial
hak atas tanah, maka pemberian Hak Guna Usaha yang luasnya 25 (dua puluh
lima) hektar atau lebih dan pemberian Hak Guna Bangunan serta Hak Pakai
Dengan Jangka Waktu untuk kegiatan usaha diberikan persyaratan yang obyektif.
Bagi Hak Guna Usaha yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih,
dipersyaratkan kepemilikan modal yang besarannya sesuai dengan luas tanah yang
dimohon serta penerapan teknologi yang sesuai untuk kegiatan usahanya.108
107 Achmad Ali, Op, Cit. Hlm. 196.
108 Dikutip dari Naskah Akademik RUU tentang Pertanahan, Prolegnas 2015-2019, No. 21, Diakses dari
http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list. Diterbitkan, hlm. 86.
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Pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Dengan Jangka Waktu untuk
kegiatan usaha juga disertai persyaratan kesesuaian modal yang dimiliki dengan
luas tanah yang dimohon. Persyaratan tersebut diberikan untuk mencegah
penguasaan/pemilikan tanah yang bersifat spekulatif dan/atau digunakan untuk alat
akumulasi modal.109
Guna mencapai tujuan pemanfaatan tanah sesuai asas manfaat dan keadilan
diperlukan pengaturan mengenai pembatasan pemberian Hak Guna Usaha dan Hak
Guna Bangunan. RUU ini pemberian Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha
dibatasi luas minimum dan maksimumnya. Hal ini dimaksudkan agar penguasaan
tanah yang sangat luas khususnya untuk usaha berskala besar bagi badan hukum
atau sekelompok badan hukum dapat dimanfaatkan dengan baik dan efisien.
Berkenaan dengan Hak Pakai selama digunakan, untuk mencegah peluang
penyalahgunaan hak yang berdampak negatif, ditegaskan bahwa Hak Pakai selama
digunakan diberikan dalam rangka tugas pokok dan fungsinya, yang difokuskan
pada pelayanan publik. Karena fungsi publik dari Hak Pakai selama digunakan
maka jika karena satu dan lain hal pemegang Hak Pakai masih ingin
mempertahankan Hak Pakainya tetapi menginginkan untuk pindah ke lokasi lain,
maka satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan tukar
bangun sehingga dengan demikian dapat dicegah penyimpangan dalam
penggunaan Hak Pakai dalam rangka pelayanan publik.110
Maka, dapat disimpulkan bahwa melalui metode interpretasi futuristis bahwa
Pemberian Hak Pakai dengan Jangka Waktu untuk kegiatan usaha harus disertai
109 Ibid.
110 Ibid. Hlm. 86-87.
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persyaratan kesesuaian modal yang dimiliki dengan luas tanah yang dimohon.
Persyaratan tersebut diberikan untuk mencegah penguasaan/pemilikan tanah yang
bersifat spekulatif dan/atau digunakan untuk alat akumulasi modal dan penggunaan
hak pakai secara fungsional harus pula difokuskan pada pelayanan publik meskipun
hak tersebut dikuasai oleh pihak asing.
7. Interpretasi restriktif
Interpretasi restriktif adalah metode interpretasi yang sifatnya membatasi
yang berangkat dari interpretasi yang lainnya.111 Bahwa dalam interpretasi
gramatikal terkait dengan “selama jangka waktu yang tertentu” adalah jangka waktu
orang asing yang menguasai (subjek) hak pakai dalam batasan waktu yang konkrit
berdasarkan keperluan yang terkait dengan kepentingan nasional. Jadi, melalui
penemuan hukum dengan jalan interpretasi restriktif bahwa “selama jangka waktu
yang tertentu” tidak termasuk orang asing yang menguasai hak pakai berdasarkan
keperluan yang terkait dengan kepentingan nasional.
8. Interpretasi ekstensif
Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat interpretasi
melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.112 Perkataan “selama jangka
waktu yang tertentu” dalam pasal 41 ayat (2) UUPA bukan semata-mata persoalan
jangka waktu orang yang menguasai (subjek) hak pakai dalam batasan waktu yang
konkrit berdasarkan keperluan yang terkait dengan kepentingan nasional, melainkan
dapat diartikan bahwa “penggunaan hak secara sementara”.
B. Konstruksi
111 Achmad Ali, Op, Cit. Hlm. 196.
112 Ibid.
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1. Metode Argumentum Per Analogiam (analogi)
Adalah penemuan hukum yang dalam esensialitasnya lebih umum pada
suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang dengan perbuatan atau peristiwa
yang secara konkret bagi yang melakukan konstruksi.113
Pasal 41 (2) UUPA hanya mengatur bahwa hak pakai dapat diberikan selama
jangka waktu tertentu tidak memutuskan hubungan dengan hak bangsa/kepentingan
nasional. Namun, dalam Peraturan Pemerintah (pelaksanaannya) adalah apakah
penguasaan hak pakai selama jangka waktu tertentu juga tidak memutuskan
hubungan dengan wewenang yang terbatas atau sebaliknya?. Bahwa esensi dari
selama jangka waktu tertentu dalam pemberian hak pakai adalah penggunaan hak
secara sementara. Dengan demikian, ditemukan bahwa penggunaan hak secara
sementara merupakan genus (peristiwa umum), sedangkan selama jangka waktu
tertentu dan wewenang yang terbatas adalah masing-masing adalah spesies
(peristiwa khusus). Metode tersebut dapat dikatakan sebagai metode penalaran
induksi bahwa nalar dari khusus (spesies) ke yang umum (genus).
2. Metode Argumentum A’Contrario
Bahwa jika Undang-Undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa
tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa
di luar berlaku kebalikannya.114 Pada a contrario titik berat diletakkan pada
ketidaksamaan peristiwanya. Disini peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang
hendak dicarikan hukumnya tidak ada. Yang ada adalah peraturan yang khusus
disediakan untuk peristiwa lain yang tidak sama, tetapi ada unsur kemiripannya
113 Ibid, hlm. 203.
114 Ibid, hlm. 207.
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dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya. Pada a contrario peraturan
yang disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikan
hukumnya, diberlakukan (bukannya tidak diperlakukan) hanya saja secara a
contrario, secara kebalikannya.115
Berdasarkan penjelasan pasal 41 UUPA bahwa Untuk gedung-gedung
kedutaan negara asing selama tanahnya dipergunakan untuk itu dapat diberikan
hak pakai dengan wewenang terbatas. Apakah wewenang terbatas memiliki unsur
syarat waktu tertentu atau hanya sekedar tindakan hukum yang terbatas dalam
penggunaan gedung kedutaan negara asing? Karena yang diatur hanya untuk
gedung-gedung kedutaan negara asing, maka bagaimana dengan pengaturan
jangka waktu tertentu bagi hak pakai sebagai salah satu syarat mutlak? Sementara
kedutaan negara asing adalah salah satu keperluan mutlak pelayanan publik
sebagai konsekuensi dari hubungan diplomatik. UUPA secara tegas tidak
mengaturnya secara tegas. Logika contrario yaitu memperlakukan kembali dari
pasal 41 (2) UUPA tersebut sehingga untuk gedung-gedung kedutaan negara asing
dan yang sejenis dengan keperluan pelayanan publik/nasional tidak perlu memiliki
jangka waktu yang terbatas (dikecualikan) karena hal tersebut adalah persoalan
hubungan antar negara meskipun hak pakai memiliki syarat jangka waktu tertentu
atau terbatas. Maka, orang asing yang kehadirannya untuk keperluan pelayanan
publik sebagai konsekuensi dari hubungan diplomatik tidak perlu memiliki jangka
waktu yang terbatas selain daripada wewenang yang terbatas.
115 Sudikno Mertokusumo, Op, Cit. Hlm. 68.
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3. Rechtservijnings (pengkonkretan hukum)
Adalah pengkonkretan suatu aturan hukum yang sifatnya abstrak. Bahwa
pasal 41 (2) huruf a UUPA yang berbunyi: “selama jangka waktu yang tertentu atau
selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu”. Pertanyaannya
kemudian, apa yang dimaksud dengan “selama jangka waktu tertentu”? Bagaimana
ketika terjadi perpanjangan dan perbaharuan waktu? Apakah masih dapat dikatakan
jangka waktu yang terbatas? Ataukah hanya terbatas pada pemberian jangka
waktu?. Pasal 41 (2) huruf a UUPA jika dilakukan pengkonkretan hukum dapat
mengandung makna bahwa:
1. Memiliki waktu yang terbatas untuk memiliki hak atas tanah.
2. Pemberian jangka waktu berdasarkan keputusan pemberian pejabat
yang berwenang atau kesepakatan dengan pemilik tanah.
3. Dapat dilakukan perpanjangan dan perbaharuan selama memiliki
alasan tertentu dan tertuang secara tertulis (memiliki kepastian
hukum) yang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa.
4. Syarat konstribusi WNA harus memiliki izin tinggal berupa izin
tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin
tinggal terbatas dan izin tinggal tetap oleh pejabat Imigrasi di tempat
pemeriksaan imigrasi kepada orang asing yang telah memenuhi
persyaratan masuk Wilayah Indonesia.
4. Fiksi hukum
Adalah metode penemuan hukum terhadap fenomena baru yang sebelumnya
belum pernah terjadi akibat tuntutan suatu perkembangan masyarakat. Lahirnya
konsep “rumah tunggal” dalam PP No. 103 tahun 2015 memicu suatu persoalan
baru terkait dengan konsep “Rumah tunggal”. Apakah orang asing dalam membeli
properti diorientasikan untuk investasi atau tempat tinggal? Dan apakah semua jenis
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properti dapat dibeli oleh WNA di Indonesia? Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 103 pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa WNA yang diperbolehkan untuk
membeli properti di Indonesia harus memiliki izin tinggal dan menetap di Indonesia
yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Surat izin tinggal biasa juga
disebut sebagai KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), untuk mendapatkan KITAS ini
seorang WNA harus bekerja terlebih dahulu di Indonesia dan kartu ini wajib
diperpanjang selama 2 tahun sekali. Dari aturan ini dapat juga dipahami bahwa
WNA yang ingin membeli properti harus bekerja terlebih dahulu di Indonesia, jadi
motivasi mereka untuk membeli properti bukan untuk di investasikan namun untuk
ditinggali. Dan tidak semua jenis properti dapat dibeli oleh WNA, yang
diperbolehkan hanya untuk rumah tapak dan apartemen.
Direktur Jenderal Penyediaan perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni Syarif Burhanuddin berpendapat bahwa, tidak
untuk landed house (rumah tapak), tapi vertikal. Vertikal juga diatur, yaitu yang
bersifat menengah ke atas dan tidak disubsidi. Kemudian, harus ada aturan pajak
yang dikenakan khusus untuk mereka. Tidak hanya itu, jumlah kepemilikan unit juga
harus dibatasi. Berdasarkan PP yang sudah ada dalam hal ini PP No. 103 tahun
2015, bahwa warga asing hanya boleh memiliki satu unit. menurutnya, hal ini harus
dipertahankan karena jika WNA memiliki lebih dari satu unit, artinya ia memasuki
ranah bisnis atau investasi. Indonesia sendiri masih dianggap sebagai tempat
peristirahatan. Dengan demikian, jika ingin tinggal untuk menghabiskan sisa masa
pensiun, misalnya, hal ini boleh-boleh saja. "Kita tidak melarang asing untuk tinggal
atau memiliki properti di indonesia. Tapi, kalau sudah beli lebih dari satu, itu cari
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uang namanya. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan
bahwa besaran harga juga menjadi pertimbangan pemerintah, jika asing
diperbolehkan memiliki properti dengan status hak pakai di Indonesia. "Selama ini
ketakutannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak dapat
memiliki rumah. Makanya asing boleh (beli hunian) sekitar Rp 5 miliar ke atas.
Bukan rumah untuk MBR. Mana mau orang asing membeli rumah MBR? Lagipula
warga asing yang masuk harus memiliki aspek ekonomi di atas rata-rata (bukan
ekonomi lemah). Angka ini, ditentukan berdasarkan pertimbangan asas Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang batasannya adalah properti minimal
Rp 5 miliar.116
B. Persepsi Hukum
Dibalik beberapa metode penemuan hukum yang telah dibahas sebelumnya,
secara konsekuen membentuk adanya suatu persepsi terhadap hukum terkait
dengan jangka waktu hak pakai bagi orang asing.
Persepsi adalah analisis hukum yang dipersepsi bagi yang mempersepsi.
Jadi, persepsi mengenai hukum sebagai wujud itu sangat tergantung dari persepsi
apa yang dipakai oleh yang mempersepsi untuk memahami hukum khususnya
menafsirkan keadilan sebagai puncak dari pemahaman hukum itu sendiri.117
Keadilan bisa berwajah ganda sesuai persepsi setiap orang. Dalam ukuran-
ukuran tertentu keadilan menafikan hukum formal dengan mengedepankan nilai
116 Dikutip dari Kompas.com, Warga Asing Bisa Beli Properti, Asal.... Diakses dari http:// Warga-Asing-Bisa-
Beli-Properti,-Asal...-Kompas.com.htm. Diakses pada Minggu, 16 oktober 2016.
117 Muhammad Sarif Nur, Op, Cit. hlm. 35-36.
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rasa. Tetapi bagi penganut positivisme, keadilan adalah yang tertera dalam undang-
undang sudah sempurna.118
Terjadinya persepsi yang berbeda terhadap suatu aturan yang berlaku
adalah hal yang sangat dimungkinkan untuk terjadi dan menjadi suatu konsekuen
dalam memandang suatu aturan. Yakni dapat ditinjau dari segi esensinya: wujud
eksternal dan wujud internal, dan melalui beberapa faktor yang mempengaruhi
persepsi terhadap Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah
No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh
Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Menurut penulis hal ini akan
menarik jika dapat dipaparkan secara sistematis.
118 Safri Abdullah, Dari Keadilan Normatif Menuju Keadilan Substantif, pustaka refleksi, mahkamah, 2008, h.
30.
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Tabel 2 : Esensi dan Faktor Persepsi Terhadap PP HGU, HGB, Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015
Esensi dari wujud hukum : Faktor-faktor persepsi :
Rendahnya mengenai wujud hukum : Puncak mengenai wujud hukum :
Wujud eksternal =  UUPA sebagai
lex generalis bagi pengaturan obyek
materiilnya yakni pasal 33 ayat (3)
UUD 1945.
- Kejamakan konsep = Definisi orang asing
pada PP HGU, HGB dan Hak Pakai atas
tanah dan PP hunian orang asing 2015.
- Ketersebaran konsep = definisi orang asing
pada tahun 1996 dan tahun 2015 akibat
dari perkembangan dan perubahan sosial
ekonomi.
- Keterpisahan konsep = penentuan jangka
waktu penguasaan tanah bagi orang asing
tidak menjadi persoalan selama tidak
bertentangan dengan asas nasionalitas.
- Ketidakjelasan konsep = adanya 3 jenis hak
atas tanah yang menjadi dasar bagi rumah
tunggal dan berbedanya harga properti
setiap daerah/wilayah di Indonesia bagi
orang asing.
- Ketunggalan konsep = kesamaaan definisi
orang asing dalam pasal 1 ayat 1 PP hunian
orang asing 2015 dan pasal 1 ayat 1 peraturan
Menteri Hukum dan Ham No. 23 tahun 2016.
- Ketidaksebaran konsep = WNI maupun WNA
tercakup dalam pasal 1 ayat 6 UU No. 12 tahun
2006 tentang kewarganegaraan RI bahwa
“setiap orang adalah orang perseorangan
termasuk korporasi”.
- Kebersatuan konsep = totalitas jangka waktu
hak pakai bagi orang asing selama 80 tahun
disesuaikan dari asas nasionalitas.
- Kejelasan konsep = peruntukan rumah tunggal
pada PP Hunian Orang Asing 2015 untuk
bangunan tempat tinggal atau hunian bukan
sebagai bagian dari investasi.
Wujud internal = Pancasila. Bahwa
pengelolaan tanah harus didasarkan
pengaturan hukum yang mampu
mempersatukan bangsa Indonesia
dari berbagai latar belakang budaya
dan adat istiadat yang bersifat
komunal religius.
Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah pada tahun 2017
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Berdasarkan tabel tersebut bahwa dalam suatu persepsi terdapat pemahaman
yang esensial dari wujud hukum, yaitu:119
- Pemahaman yang aksidental (wujud eksternal) dari sebuah persepsi adalah
eksistensi (keberadaan) hukum yakni keadilan diciptakan setelah penciptaan
produk perundang-undangan dan putusan hakim sebagai konsekuensi dari
terbentuknya suatu Negara secara formil yang bersifat struktural.
UUPA sejatinya dimaksudkan untuk berlaku sebagai lex generalis (“Undang-
Undang pokok”) bagi pengaturan lebih lanjut obyek materiilnya, yakni bumi, air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana diamanatkan
oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dan dapat menjadi “payung” atau “platform” untuk penjabaran
lebih lanjut ketentuan-ketentuan di dalam UUPA.
- Pemahaman yang substansial (wujud internal) dari sebuah persepsi adalah
eksistensi (keberadaan) hukum yakni keadilan diciptakan setelah penciptaan
kultur masyarakat dan aturan (tidak tertulis ataupun tertulis) sebagai
konsekuensi dari terbentuknya Negara secara materiil yang bersifat fungsional.
Berdasarkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum bangsa
Indonesia terhadap Pancasila, tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Kuasa kepada seluruh rakyat Indonesia yang wajib disyukuri keberadaannya.
Wujud dari rasa syukur itu adalah bahwa tanah harus dikelola dengan sebaik-
baiknya untuk kepentingan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
sesuai dengan perkembangan peradaban dan budaya bangsa Indonesia.
Pengelolaan tanah harus didasarkan kepada pengaturan hukum yang mampu
119 Muhammad Sarif Nur, Loc. Cit, hlm. 41
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mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai latar belakang
budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia yang bersifat komunal religius.
Bahwa rendahnya sebuah persepsi mengenai wujud hukum yang berpuncak
pada keadilan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :120
- Kejamakan konsep, hak pakai bagi orang asing dalam beberapa peraturan
yang terkait dan pada saat yang sama merupakan konsekuensi dari
pembagian khusus bidang Undang-Undang Pokok Agraria sebagai payung
hukum. Yakni pada penjelasan pasal 39 huruf e PP No. 40 tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah,
mendefinisikan orang asing yang dianggap berkedudukan di Indonesia adalah
orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi
pembangunan nasional dan pada pasal 1 ayat 1 PP No. 103 tahun 2015
tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Bagi Orang Asing Di
Indonesia bahwa Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang
selanjutnya disebut Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara
Indonesia yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha,
bekerja atau berinvestasi di Indonesia.
- Ketersebaran konsep, merupakan suatu pemahaman yang melihat orang asing
sesuai dari kondisi masyarakat pada saat tertentu yang bersifat temporal yakni
definisi orang asing pada tahun 1996 pada PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah
dan definisi orang asing pada tahun 2015 pada PP Hunian bagi orang asing
merupakan akibat dari perkembangan dan perubahan sosial-ekonomi.
120 Ibid, hlm. 41-42
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- Keterpisahan konsep, merupakan suatu pemahaman empiris yang tidak
berangkat dari pemahaman yang abstrak/suatu hierarki berpikir keilmuan
dalam memahami ilmu hukum sehingga hukum itu dikatakan adil ketika sesuai
dengan jiwa masyarakat (volkgeist). Yakni orang asing dibolehkan untuk
mempunyai hak atas tanah yang tidak bertentangan dengan asas
nasionalitas/hak bangsa. Sehingga penentuan jangka waktu untuk orang asing
terhadap hak atas tanah yang dikuasainya masih menjadi persoalan hingga
saat ini.
- Ketidakjelasan konsep, ketika suatu pemahaman yang sifatnya sosiologis
berasal dari asumsi yang sifatnya empirik terhadap masyarakat kemudian
digeneralisasi untuk diterapkan di masyarakat lainnya. Yakni, dapatkah
diterapkan secara bersamaan untuk semua wilayah di daerah Indonesia untuk
pemberian rumah tunggal bagi orang asing di Indonesia maksimal 80 tahun
secara totalitas (pemberian, perpanjangan dan perbaharuan)? Sementara, hal
tersebut dapat diberikan melalui 2 asumsi, yakni adanya 3 jenis hak atas tanah
yang menjadi dasar bagi berdirinya rumah tunggal dan berbedanya harga
properti setiap daerah/wilayah di Indonesia untuk mendirikan rumah tunggal
bagi orang asing di Indonesia.
Dan puncak dari persepsi mengenai wujud hukum yang bertumpu pada
keadilan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dalam bentuk:121
- Ketunggalan konsep, merupakan sebuah pemahaman yang berangkat dari
pemetaan berpikir yang kemudian melahirkan turunan tertentu dari bidang
121 Ibid, hlm. 43.
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hukum agraria bahwa semakin abstrak, universal dan sistematis dalam
penjabarannya, maka semakin jelasnya jalan khusus untuk menghadapi kasus-
kasus tertentu (umum-khusus). Yakni, pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum
dan HAM No. 23 tahun 2016 tentang orang asing atau ahli waris yang
merupakan orang asing sebagai pemilik rumah tinggal atau hunian yang tidak
lagi berkedudukan di Indonesia bahwa orang asing yang berkedudukan di
Indonesia yang selanjutnya disebut orang asing adalah orang yang bukan WNI
yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau
berinvestasi di Indonesia yang dalam PP Hunian Orang Asing 2015 memiliki
definisi yang sama terkait dengan orang asing yang berkedudukan di
Indonesia.
- Ketidaksebaran konsep, merupakan suatu pemahaman yang melihat WNI
maupun WNA dalam hukum agraria sebagai sarana untuk mengkaji
masyarakat yang bersifat universal yang kemudian hukum itu bisa dipindahkan
dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Pada pasal 1 ayat 6 UU No. 12
tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI bahwa “Setiap orang adalah orang
perseorangan termasuk korporasi.”
- Kebersatuan konsep, merupakan suatu pemahaman hubungan antara kaidah
hukum dan kaidah masyarakat memiliki nilai yang sama dalam pencapaiannya
jika melalui persepsi yang hakiki. Kaidah hukum tersebut dituangkan dalam PP
Hunian Orang Asing yakni totalitas jangka waktu hak pakai bagi orang asing
adalah 80 tahun dan disesuaikan dari asas nasionalitas sebagai kaidah
masyarakat (kesusilaan/moral) yang berdasarkan sikap batiniah bangsa
Indonesia.
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- Kejelasan konsep, suatu pemahaman tentang masyarakat yang bersifat
maujud (batiniah) dan melihat masyarakat dari sudut pandang fitrahnya
(kebutuhan) bukan naluriah (keinginan). Yakni, konsep rumah tunggal pada PP
Hunian Orang Asing 2015 tidak diperuntukkan untuk membuka peluang
pengembangan bisnis properti bagi asing sebagai investor pengembang,
karena sejatinya PP tersebut lebih diarahkan kepada pemakai hak pakai untuk
bangunan tempat tinggal, jadi tidak melihat rumah tunggal sebagai bagian dari
investasi.
Jika pengalaman yang dipertanyakan berada dalam perbedaan yang
sedemikian dramatis pada persepsi sehari-hari kita pada umumnya atas hukum
sebagai sesuatu yang tak dapat dihindari. Bahwa, fakta menunjukkan yang
dengannya dapat menaruh perhatian yang tak dapat ditunjukkan secara sederhana
hanya dengan merujuk pada media, kejadian-kejadian dalam masyarakat, atau
penjelasan dengan beberapa momen tertentu, meskipun keterikatan alami pada
faktor-faktor tersebut adalah sebuah sumber kunci dari dilema-dilema yang dijadikan
perhatian. Peristiwa yang dijadikan pertanyaan atasnya mungkin telah terjadi di
mana saja entah itu dalam kontemplasi suatu pekerjaan seni, sebuah peristiwa
inspirasi kreatif atau dari penggabungan dengan alam. Bahwa yang esensial dari
konteks ini adalah bentuk-bentuk yang mendasari sebuah persepsi. Karena itulah,
persepsi dapat dilihat dari segi tingkatan berdasarkan bentuk-bentuk
pemahamannya yaitu persepsi awam, kontemplatif, kritikal dan inteleksi.
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1. Persepsi awam, yakni memandang hukum atau masyarakat dilihat dari segi
konjungtifitasnya bahwa yang manakah lebih didahulukan, apakah hukum
terhadap masyarakat atau masyarakat terhadap hukum?122
Yakni, yang manakah lebih didahulukan terhadap jangka waktu penguasaan
hak pakai orang asing di Indonesia, apakah PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan PP No. 103
tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang
Berkedudukan di Indonesia terhadap asas nasionalitas ataukah sebaliknya?
Persepsi awam, memiliki asumsi bahwa asas nasionalitas adalah nilai yang
dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama yang tertuang secara konkrit di
dalam PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan, bahwa diantara kedua PP
tersebut akan diterapkan pada WNA sesuai dari temporalitas waktunya, bahwa PP
Hunian Orang Asing 2015 akan menggantikan PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah
1996. Pada saat yang sama asas nasionalitas tak dapat dinilai sebagai asas yang
bersifat dinamis karena tidak memberi kepastian hukum, kalaupun tertuang secara
konkrit dalam aturan maka akan terbentur dengan PP yang lainnya. Sehingga
penafsiran terhadap asas nasionalitas harus dikesampingkan diantara kedua PP
tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum, khususnya mengenai jangka waktu
hak pakai bagi orang akan merujuk ke PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996
atau PP Hunian Orang Asing 2015. Dan begitupun sebaliknya, jika persepsi terjadi
berdasarkan asas nasionalitas karena asas tersebut membuka ruang penafsiran
yang luas sehingga bersifat dinamis, olehnya hal tersebut tidak merujuk pada PP
HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan/atau PP Hunian Orang Asing 2015,
122 Ibid, hlm. 46.
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karena kedua PP tersebut secara terang dan jelas bersifat statis. Sehingga dalam
pensifatannya tak mungkin dapat dipertemukan.
Berikut, ada tiga kondisi yang harus dipenuhi dalam persepsi awam:123
- Hukum dari ‘yang dipahami’ hadir sebelum terjadinya persepsi, maksudnya
hukum itu terlebih dahulu hadir yang akan memengaruhi persepsi yang
mempersepsi hukum dan kesimpulan mengenai hukum tergantung dari aturan
yang disahkan oleh penguasa dan apa yang terjadi di dalam masyarakat
barulah persepsi itu aktif untuk merumuskan suatu kritik terhadap pemerintah
dan/ kebijakan yang berlaku. Artinya, PP Hunian Orang Asing 2015 terlebih
dahulu hadir dalam persepsi karena keberlakuannya secara khusus mengatur
terkait dengan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing di
Indonesia dan pada saat yang sama PP HGU, HGB dan HP Atas Tanah 1996
belum dicabut dalam artian masih berlaku.
- ‘Yang dipahami’ selalu menyatu dengan sifat-sifatnya, maksudnya adalah
setiap apa yang dipahami selalu memiliki sifat-sifat tertentu dan tidak akan
bertemu dengan sifat lainnya yang karenanya memiliki sifat yang
bertentangan, misalnya masyarakat bersifat dinamis dan aturan selalu bersifat
statis, maka antara sifat dinamis dan statis tidak pernah bisa dipertemukan
dalam satu realitas bahwa apakah hukum bersifat dinamis sekaligus statis?
Tentu tidak, karena itulah sosiologisme hukum menganggap bahwa hukum
haruslah selalu mengikuti keinginan masyarakat dan positivisme hukum
haruslah mengatur masyarakat untuk mengikuti aturan karena aturan bersifat
memaksa dalam keberlakuannya oleh penguasa Negara yang memiliki
123 Ibid, hlm. 58-59.
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kewenangan dalam hal ini. Dapat diartikan bahwa jangka waktu hak pakai
atas tanah oleh WNA bersifat relatif dan definisi orang asing diantara PP
HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015
masing-masing bersifat absolut (mutlak), tergantung apakah WNA memiliki
rumah tunggal atau tidak, maka antara sifat relatif dan absolut tidak pernah
bisa dipertemukan dalam satu realitas (perseptif) bahwa apakah jangka waktu
hak pakai bagi orang asing di Indonesia dan definisi orang asing di antara PP
HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015
bersifat relatif sekaligus absolut? Tentu tidak, karena itulah WNA selalu
menganggap bahwa pengaturan hukum agraria haruslah selalu mengikuti
keinginannya untuk mempunyai hubungan dengan tanah dan rumah tunggal
dapat dimungkinkan untuk di investasikan.
- ‘Yang dipahami’ merupakan kekhususan (sebagian) dan tidak bersifat
universal (menyeluruh). Dalam kerangka positivisme hukum bahwa hukum itu
adalah aturan tertulis yang dipaksakan keberlakuannya untuk mengontrol
masyarakat sehingga hukum tidak dapat dipindahkan dari masyarakat yang
satu ke masyarakat lainnya dan dalam kerangka sosiologisme hukum bahwa
hukum itu adalah apa yang nyata dalam masyarakat, jika tidak berada dalam
ranah masyarakat maka pada saat itu hukum tidak dikatakan hukum yang adil
sehingga keadilan itu hanya bisa dicapai oleh golongan masyarakat tertentu
karena dalam masyarakat memiliki keinginan-keinginan yang berbeda untuk
dilindungi sebagai warga Negara. Dapat diartikan bahwa jangka waktu hak
pakai bagi orang asing dan definisi orang asing di antara PP HGU, HGB Dan
HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 tergantung dari
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maksud kedatangan (background) orang asing yang berkedudukan di
Indonesia.
Kemudian, ciri-ciri persepsi awam yakni:124
- Wujud hukum bersifat eksternal (tampilan luar) yakni aturan dan/ masyarakat.
Dapat diartikan bahwa jangka waktu dan definisi orang asing berdasarkan
temporalitasnya, yakni PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 sebagai
aturan lama dan PP Hunian Orang Asing 2015 sebagai aturan baru sehingga
PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 ‘dianggap’ tidak berlaku lagi.
- Terpisahnya keterhubungan antara hukum (aturan) dan masyarakat (moral).
Artinya bahwa terjadi keterpisahan antara PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah
1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 dan kepentingan nasional
berdasarkan asas nasionalitas.
- Objek persepsi terwujud dalam bentuk aturan tertulis dan keinginan
masyarakat terwujud dalam bentuk moralitasnya. Yakni PP HGU, HGB Dan
HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 dan keinginan WNA
untuk berkedudukan di Indonesia.
- Semua aturan bersifat memaksa terhadap masyarakat dan masyarakat dalam
keinginannya tidak akan dapat setara dengan apa yang diatur oleh hukum.
Bahwa PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing
2015 memiliki sifat keharusan terhadap WNA untuk tunduk (patuh) sesuai
yang tercantum dan menetapnya orang asing di Indonesia tidak akan dapat
124 Ibid, hlm. 59.
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disetarakan dengan kebutuhan WNA untuk memiliki tempat tinggal di
Indonesia.
- Moralitas (norma sosial) tidak menjadi unsur dalam pembentukan aturan
(norma hukum). Dapat pula diartikan bahwa kepentingan nasional
berdasarkan asas nasionalitas tidak menjadi unsur dalam antara PP HGU,
HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 dalam
persoalan jangka waktu hak pakai bagi orang asing di Indonesia.
- Aturan harus hadir pada instrumen persepsi (yang mempersepsi sesuatu
bersifat eksternal) dalam wujud tertulis yaitu PP HGU, HGB Dan HP Atas
Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015.
- Tertutupi oleh kualitas-kualitas dan sifat-sifat masyarakat yang dipahami.
Bahwa kualitas kehadiran orang asing di Indonesia menjadi multitafsir jika
dihubungkan dengan ukuran asas nasionalitas dan sifat dari kehadiran WNA
adalah untuk lebih kepada kepentingan pribadi (investasi) daripada
kepentingan nasional.
- Aturan sebagai sesuatu yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Bahwa baik PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 maupun PP Hunian
Orang Asing 2015 tidak mempertimbangkan asas nasionalitas dalam UUPA.
2. Persepsi kontemplatif, yakni yang berpandangan bahwa hukum bersama
masyarakat dilihat dari segi kesesuaiannya (hubungannya).125 Yakni hak WNI
dalam asas nasionalitas dan hak WNA dalam PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah
1996 maupun PP Hunian Orang Asing 2015.
125 Ibid, hlm. 62.
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Persepsi kontemplatif, memiliki asumsi bahwa PP HGU, HGB Dan HP Atas
Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 dapat dihubungkan dengan asas
nasionalitas dalam masyarakat dalam hal ini WNI dan WNA dari segi haknya
terdapat keseimbangan hak. Di satu sisi, hak yang diperoleh oleh WNI ketika WNA
mempunyai hak pakai atas tanah adalah manfaat pembangunan nasional dan hak
WNA adalah menerima jangka waktu yang relatif lama terhadap penguasaan hak
pakai atas tanah di Indonesia. Terlepas apakah WNA menguasai hak pakai atas
tanah berdasarkan PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 selama 45 tahun dan
jika berdasarkan kesepakatan hak milik selama 25 tahun atau PP Hunian Orang
Asing 2015 yakni selama 80 tahun, selama dapat memberikan manfaat bagi
pembangunan nasional sebagai bentuk konkrit dari asas nasionalitas dan hal
tersebut secara definitif terletak dalam kedua PP tersebut meskipun memiliki
perbedaan, tapi perbedaan definisi orang asing untuk memberi manfaat bagi
pembangunan nasional bukanlah perbedaan substansial. Karena manfaat bagi
pembangunan nasional adalah sebuah konsekuensi nyata dari kehadiran WNA di
Indonesia. Jadi, jangka waktu tidak menjadi persoalan dalam persepsi kontemplatif,
asalkan dengan syarat WNA dapat memberikan sumbangsih pembangunan
nasional di Indonesia.
Dalam persepsi kontemplatif, ada dua kondisi yang harus dipenuhi:126
- ‘Yang dipahami’ selalu menyatu dengan sifat-sifatnya, maksudnya adalah
setiap apa yang dipahami selalu memiliki sifat-sifat tertentu dan tidak akan
bertemu dengan sifat lainnya yang karenanya memiliki sifat yang
bertentangan, misalnya masyarakat bersifat dinamis dan aturan selalu bersifat
126 Ibid, hlm. 81.
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statis, maka antara sifat dinamis dan statis tidak pernah bisa dipertemukan
dalam satu realitas bahwa apakah hukum bersifat dinamis sekaligus statis?
Tentu tidak, karena itulah sosiologisme hukum menganggap bahwa hukum
haruslah selalu mengikuti keinginan masyarakat dan positivisme hukum
haruslah mengatur masyarakat untuk mengikuti aturan karena aturan bersifat
memaksa dalam keberlakuannya oleh penguasa Negara yang memiliki
kewenangan dalam hal ini. Dapat diartikan bahwa jangka waktu hak pakai
atas tanah oleh WNA bersifat relatif dan definisi orang asing diantara PP
HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015
masing-masing bersifat absolut (mutlak), tergantung apakah WNA memiliki
rumah tunggal atau tidak, maka antara sifat relatif dan absolut tidak pernah
bisa dipertemukan dalam satu realitas (perseptif) bahwa apakah jangka waktu
hak pakai bagi orang asing di Indonesia dan definisi orang asing di antara PP
HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015
bersifat relatif sekaligus absolut? Tentu tidak, karena itulah WNA selalu
menganggap bahwa pengaturan hukum agraria haruslah selalu mengikuti
keinginannya untuk mempunyai hubungan dengan tanah dan rumah tunggal
dapat dimungkinkan untuk di investasikan.
- ‘Yang dipahami’ merupakan kekhususan (sebagian) dan tidak bersifat
universal (menyeluruh). Dalam kerangka positivisme hukum bahwa hukum itu
adalah aturan tertulis yang dipaksakan keberlakuannya untuk mengontrol
masyarakat sehingga hukum tidak dapat dipindahkan dari masyarakat yang
satu ke masyarakat lainnya dan dalam kerangka sosiologisme hukum bahwa
hukum itu adalah apa yang nyata dalam masyarakat, jika tidak berada dalam
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ranah masyarakat maka pada saat itu hukum tidak dikatakan hukum yang adil
sehingga keadilan itu hanya bisa dicapai oleh golongan masyarakat tertentu
karena dalam masyarakat memiliki keinginan-keinginan yang berbeda untuk
dilindungi sebagai warga Negara. Dapat diartikan bahwa jangka waktu hak
pakai bagi orang asing dan definisi orang asing di antara PP HGU, HGB Dan
HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 tergantung dari
maksud kedatangan (background) orang asing yang berkedudukan di
Indonesia.
Ciri-ciri persepsi kontemplatif :127
- Memiliki gambaran dari bentuk ‘dipahami’ wujud hukum yang bersifat
eksternal yakni gambaran atau konsep mengenai aturan dan masyarakat.
Bahwa gambaran atau konsep mengenai orang asing dalam menguasai hak
pakai atas tanah di Indonesia tertuang dalam PP HGU, HGB Dan HP Atas
Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015.
- Terkonsepnya kesesuaian antara hukum (aturan) dan masyarakat (moral).
Yakni, kesesuaian antara PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP
Hunian Orang Asing 2015 dan asas nasionalitas.
- Objek persepsi terwujud dalam bentuk aturan tertulis dan keinginan
masyarakat terwujud dalam bentuk moralitasnya. Yakni objek persepsi
terwujud dalam PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian
Orang Asing 2015 dan keinginan WNI maupun WNA terwadahi dalam bentuk
asas nasionalitas.
127 Ibid, hlm. 82.
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- Semua aturan akan selalu menyesuaikan terhadap masyarakat dan
masyarakat akan selalu menyesuaikan dalam keinginannya dengan apa yang
telah diatur. Bahwa PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian
Orang Asing 2015 akan selalu menyesuaikan dengan kepentingan WNA
terhadap asas nasionalitas.
- Moralitas (norma sosial) harus disesuaikan dalam pembentukan aturan
(norma hukum). Bahwa asas nasionalitas harus disesuaikan dalam regulasi
yang terkait yaitu PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian
Orang Asing 2015.
- Aturan dan masyarakat menyesuaikan keduanya pada instrumen persepsi
dalam wujud tertulis. Bahwa PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP
Hunian Orang Asing 2015 dan WNA menyesuaikan pada instrumen persepsi
dalam PP tersebut.
- Terangkainya kualitas-kualitas dan sifat-sifat masyarakat yang dipahami.
Bahwa terangkainya kualitas kehadiran WNA diukur dengan asas nasionalitas
dan syarat-syarat kehadiran WNA diukur dengan sumbangsih kehadirannya
sebagai orang asing di Indonesia.
- Aturan sebagai sesuatu yang mempertimbangkan kondisi masyarakat
sekitarnya. Bahwa PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian
Orang Asing 2015 hadir sebagai sesuatu yang mempertimbangkan kehadiran
orang asing di Indonesia terhadap asas nasionalitas.
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3. Persepsi kritikal, yakni hukum dan masyarakat dilihat dari segi hubungannya
yang bersifat timbal balik berdasarkan status sosialnya.128
Pembahasan persepsi kritikal adalah sebuah pembelajaran yang bersifat
transformatif dimana sebuah proses dimana manusia mengalami perubahan bingkai
patokan berpikir (frame of reference). Kerangka ini menentukan apa dan bagaimana
penilaian terhadap sesuatu. Yang mengalami perubahan jenis ini berarti
memperoleh kemampuan untuk melakukan refleksi kritis terhadap asumsi-asumsi,
kepercayaan, nilai-nilai, dan perspektif yang melekat pada diri sendiri maupun pada
orang lain.129
Dapat dikatakan bahwa PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP
Hunian Orang Asing 2015 dan asas nasionalitas dilihat dari segi status WNA
terhadap sumbangsih bagi kepentingan nasional.
Jika dalam persepsi kontemplatif tak menjadikan jangka waktu sebagai
permasalahan atau dalam hal WNA akan menguasai hak atas berada di antara
kedua PP tersebut, maka dalam persepsi kritikal lebih kepada ukuran pembangunan
nasional. Bahwa semakin WNA memberikan dampak yang luas terhadap
pembangunan nasional, maka jangka waktu penguasaaan hak pakai atas tanah
oleh WNA semakin dapat ditolerir untuk semakin memiliki waktu yang relatif lebih
lama. Maka, rujukan WNA dalam menguasai hak atas tanah dimungkinkan
bertindak/melakukan tindakan hukum berdasarkan PP Hunian Orang Asing 2015
karena PP tersebut memiliki jangka waktu 80 tahun secara totalitas, olehnya secara
konsekuensional definisi orang asing harus semakin ketat atau dalam hal ini
128 Ibid, hlm. 83.
129 Ibid.
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diperlengkap dari PP HGU, HGB, Dan Hak Pakai Atas Tanah 1996. Dan jika, WNA
tidak memberikan dampak secara luas terhadap pembangunan nasional maka WNA
dalam tindakan hukumnya harus berdasarkan PP HGU, HGB, Dan Hak Pakai Atas
Tanah 1996 yakni selama 45 tahun dan untuk hak milik selama 25 tahun.
Pembentukan PP HGU, HGB, Dan Hak Pakai Atas Tanah 1996 dibentuk
pada rezim Soeharto  periode 1967-1998 (rezim orde lama) dan PP Hunian Orang
Asing 2015 dikeluarkan pada rezim Jokowi periode 2014-2019 (rezim saat ini).
Tentu tak lepas dari kepentingan eksekutif dalam mengelola negara bahwa
kepentingan investasi belum terlalu mencolok atau dalam hal hubungan antar
negara belum kuat sehingga jangka waktunya relatif singkat dibandingkan dengan
PP Hunian Orang Asing 2015 pada rezim Jokowi. Menjadi hal yang niscaya dalam
perkembangan dan tuntutan global untuk semakin meningkatkan hubungan antar
negara sehingga jangka waktu pada PP Hunian Orang Asing 2015 paling lama 80
tahun.
Dalam persepsi kritikal, hanya ada satu kondisi yang harus dipenuhi:130
- ‘Yang dipahami’ merupakan kekhususan (sebagian) dan tidak bersifat
universal (menyeluruh). Dalam kerangka positivisme hukum bahwa hukum itu
adalah aturan tertulis yang dipaksakan keberlakuannya untuk mengontrol
masyarakat sehingga hukum tidak dapat dipindahkan dari masyarakat yang
satu ke masyarakat lainnya dan dalam kerangka sosiologisme hukum bahwa
hukum itu adalah apa yang nyata dalam masyarakat, jika tidak berada dalam
ranah masyarakat maka pada saat itu hukum tidak dikatakan hukum yang adil
sehingga keadilan itu hanya bisa dicapai oleh golongan masyarakat tertentu
130 Ibid, hlm. 100.
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karena dalam masyarakat memiliki keinginan-keinginan yang berbeda untuk
dilindungi sebagai warga Negara. Dapat diartikan bahwa jangka waktu hak
pakai bagi orang asing dan definisi orang asing di antara PP HGU, HGB Dan
HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 tergantung dari
maksud kehadiran (background) orang asing yang berkedudukan di
Indonesia.
Ciri-ciri persepsi kritikal yakni:131
- Terbentuknya yang ‘dipahami’ dari wujud hukum yang bersifat eksternal dan
latar belakang (status sosial dan/ sejarah) wujud hukum yang bersifat internal
yakni gambaran atau konsep dan latar belakang mengenai terbentuknya pola
aturan dan masyarakat. Bahwa terbentuknya pemahaman atas orang asing
dalam menguasai hak pakai atas tanah berdasarkan latar belakang
terbentuknya PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang
Asing 2015.
- Realitas (kenyataan) antara hukum (aturan) dan masyarakat (moral) menjadi
dasar hukum. Yakni dasar hukum antara PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah
1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 adalah asas nasionalitas.
- Objek persepsi hukum terwujud dalam bentuk aturan tertulis dan keinginan
masyarakat terwujud dalam bentuk moralitasnya. Bahwa objek persepsinya
terwujud dalam PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian
Orang Asing 2015 dan keinginan warga negara terwujud dalam asas
nasionalitas.
131 Ibid, hlm. 101.
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- Pembentukan aturan akan selalu sesuai dengan latar belakang (status sosial
dan/ sejarah) pembentuknya dan masyarakat akan selalu mempersepsikan
penilaian berdasarkan kepentingan yang ingin dicapai. Bahwa terbentuknya
PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015
dikeluarkan berdasarkan kepentingan rezim pemerintahan yang berkuasa
pada saat diberlakukannya peraturan tersebut.
- Moralitas (norma sosial) sebagai pengklasifikasian dalam pembentukan
aturan (norma hukum). Bahwa asas nasionalitas sebagai pengklasifikasian
dalam pembentukan PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian
Orang Asing 2015.
- Aturan dan masyarakat adalah sebuah realitas yang keduanya memiliki
kesimpulan yang berbeda untuk dipahami. Yakni PP HGU, HGB Dan HP Atas
Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 dan hak bangsa adalah
realitas yang memiliki kesimpulan yang berbeda untuk dipahami.
- Terpisahnya kualitas dan sifat masyarakat maupun aturan yang dipahami.
Bahwa kualitas kehadiran WNA diukur dengan asas nasionalitas dan
sumbangsih kehadirannya sebagai orang asing di Indonesia adalah hal yang
terpisah.
- Aturan sebagai suatu pembentukan dan menafsirkan peraturan adalah
sesuatu yang lain (logika sosial). Bahwa PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah
1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015 dan menafsirkan kedua PP tersebut
adalah sesuatu yang lain (logika sosial) bukan logika hukum selanjutnya
disebut dengan logika hukum murni (positivisme).
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4. Persepsi inteleksi, hukum dan masyarakat dilihat dari segi bersatunya
berdasarkan akal budi manusia.132
Bahwa PP No. 40 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan
Hak Pakai Atas Tanah dan PP No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal Atau Hunian Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia dan
asas nasionalitas dilihat dari kebersatuannya pada akal budi manusia. Untuk lebih
jelasnya, berikut tiga (3) teori alam menurut penulis, yakni:133
- Alam hukum yang bukan alam aturan adalah suatu wadah dimana ilmu hukum
dapat dipahami tanpa melihat masyarakat karena harus bersifat umum
misalnya asas hukum yang berbunyi “equality before the law” bahwa semua
orang sama dihadapan hukum yang meniscayakan adanya suatu konsep
yang universal karena tidak ada pengecualian tentang siapa, apa dan
bagaimana latar belakang terhadap hukum yang berada dihadapan subjek
hukum tersebut karena itu di alam hukum adalah ilmu hukum yang berbicara
tentang asas-asas universal, tidak membahas tentang perbenturan antara
fakta sosial dan fakta hukum (kasus) juga kondisi masyarakat, dimana hukum
tersebut berlaku karena bukan ranahnya. Sebagaimana kasus dikatakan
kasus ketika fakta sosial dan fakta hukum itu dibenturkan.
Terkait dengan hak pakai bagi orang asing di Indonesia adalah asas
nasionalitas bahwa bumi, air dan kekayaan alam dalam wilayah Republik
Indonesia menjadi Hak Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Artinya, hak
tersebut tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya. Asas
132 Ibid, hlm. 104.
133 Ibid, hlm. 108-113.
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Nasionalitas tampak pula dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (2) UUPA.
Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa hanya bangsa Indonesia
yang dapat memiliki hak atas tanah dan Hak Milik tidak dapat dimiliki oleh
orang asing. Olehnya, dalam hal ini orang asing di dalam PP No. 40 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah
dan PP No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau
Hunian Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, diperbolehkan
menguasai hak pakai atas tanah di Indonesia.
- Alam keadilan adalah suatu wadah yang dimana adanya suatu kasus tertentu
(fakta sosial) yang diperhubungkan dengan fakta hukum atau dalam hal ini
kasus yang sejenis dengannya, akan mengakibatkan penilaian terhadap adil
atau tidaknya hadir dalam suatu persepsi. Karena mustahil ada penilaian adil
atau tidaknya jika suatu kesalahan, kejahatan dan/atau pelanggaran belum
ada di dalam masyarakat. Di sinilah fungsi atau penegak hukum berfungsi
untuk menjalankan kewenangan dalam hal memberikan keadilan terhadap
masyarakat melalui penerapan sanksi misalnya sanksi administratif, jika
terjadi suatu kesalahan dan/atau pelanggaran dalam hukum pidana,
wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan
persolan kewenangan dalam hukum tata Negara. Yang dimana, sistem
sosialnya didasarkan pada persamaan hak, keadilan tanpa pandang bulu dan
meminimalisir keserakahan manusia terhadap pengambilan suatu hak atau
kepemilikan benda.
- Alam masyarakat adalah suatu wadah yang dimana ada suatu kebiasaan
dalam masyarakat tertentu sesuai dengan wilayah tertentu dimana
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masyarakat itu ada. Dan untuk memahami alam masyarakat ini, perlu
dilakukan penelitian atau pendataan terhadap kondisi masyarakat sekitar
karenanya disebut sebagai ilmu yang a posteriori. Pengaturan hak guna
usaha dan hak guna bangunan sebenarnya menunjukkan inkonsistensi UU
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, karena hak
guna usaha dan hak guna bangunan merupakan hasil konversi dari hak opstal
dan hak erpacht yang berasal dari hak barat. Kalau mendasarkan diri pada
hukum adat, maka hak atas tanah itu hanya hak milik dan hak untuk
menggunakan tanah baik tanah negara maupun tanah hak milik orang lain
(yang biasa disebut dengan Hak Pakai). Dalam literatur hukum adat dikenal,
adanya dua konsep hak milik dan hak pakai, sebagaimana terwujud dalam
berbagai bahasa setempat dan hak-hak atas tanah tersebut diakui oleh UU
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam
ketentuan konversi.
Dalam rangka menanggapi kebutuhan pembangunan berkelanjutan
dan dinamika tuntutan global, dilakukan konsep penyederhanaan hak
penguasaan tanah yang dikaitkan dengan jangka waktu berlakunya dan jenis
penggunaan dan pemanfaatan tanahnya, dengan mengelompokkan menjadi
3 hal, yakni : pertama, berdasarkan jangka waktu berlakunya yaitu hak tanpa
batas jangka waktu, hak dengan pembatasan jangka waktu tertentu, dan hak
bersifat sementara. Kedua, berdasarkan penggunaan dan pemanfaatannya
yaitu bukan untuk usaha (contoh: tempat tinggal); untuk tempat usaha
(komersial); untuk kepentingan publik (fasum dan fasos termasuk tempat
peribadatan); dan untuk kepentingan perlindungan/konservasi. Ketiga,
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kombinasi antara kelompok pertama dan kedua tersebut menentukan jenis
hak penguasaan tanah, hak tanpa batas waktu untuk meliputi untuk
perumahan /tempat tinggal, perlindungan dan konservasi, pertahanan dan
keamanan serta untuk kepentingan publik; dengan jangka waktu tertentu
misalnya untuk kepentingan komersial/usaha; dan hak yang bersifat
sementara meliputi penggunaan dan pemanfaatan yang bersifat sementara
(sewa, bagi hasil pertanian, garapan dan sebagainya).
Pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian,
Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau
Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Dalam Permen
itu disebutkan, Orang Asing pemegang izin tinggal di Indonesia dapat
memiliki rumah tempat tinggal atau hunian berupa rumah tunggal atau satuan
rumah susun.
Perolehan itu dapat dilakukan dengan: a. membeli rumah tunggal di
atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan atau Hak Milik;
atau b. membeli satuan rumah susun di atas tanah Hak Pakai atas tanah
Negara atau Hak Pengelolaan. “Dalam hal Orang Asing membeli rumah
tunggal di atas tanah Hak Pakai atas Hak Milik, dilakukan berdasarkan
perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan akta Pejabat
Pembuat Akta Tanah antara Orang Asing dan Pemegang Hak Milik,” bunyi
Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian,
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Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau
Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia di atas.
Ditegaskan dalam Permen itu, pembelian rumah tunggal atau satuan
rumah susun sebagaimana dimaksud dengan syarat merupakan pembelian
baru/unit baru berupa bangunan baru yang dibeli langsung dari pihak
pengembang/pemilik tanah dan bukan merupakan pembelian dari tangan
kedua. Selain itu, pembelian rumah tunggal atau satuan rumah susun
sebagaimana dimaksud merupakan rumah tunggal atau satuan rumah susun
dengan harga minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Dalam
lampiran Permen itu disebutkan, untuk rumah tunggal harga satuan termurah
di Jakarta adalah Rp 10 miliar; Banten, Jabar dan Jatim Rp 5 miliar; Jateng,
DIY, dan Bali Rp 3 miliar; NTB, Sumut, Kaltim, dan Sulsel Rp 2 miliar; dan
daerah lainnya di luar daerah-daerah tersebut Rp 1 miliar. Adapun untuk
rumah susun harga termurah di Jakarta Rp 5 miliar; Banten, Jabar, Jateng,
dan DIY Rp 1 miliar; Jatim Rp 1,5 miliar; Bali Rp 2 miliar; NTB, Sumut,
Kaltim, dan Sulsel masing-masing Rp 1 miliar; dan daerah lainnya Rp 750
juta. Menurut penulis, hal ini akan menarik jika dipaparkan secara sistematis.
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Tabel 3 : Persepsi Terhadap PP HGU, HGB, Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015.
Persepsi
Kondisi pemahaman dalam persepsi
terhadap PP HGU, HGB Dan HP Atas
Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing
2015.
Ciri-ciri persepsi terhadap PP HGU, HGB Dan HP




Awam - PP Hunian Orang Asing 2015
didahulukan daripada UUPA karena
keberlakuannya secara khusus dan
pada saat yang sama PP HGU, HGB
dan HP Atas Tanah 1996 belum
dicabut (masih berlaku).
- Kedua PP tersebut dalam hal  jangka
waktu hak pakai bagi orang asing
bersifat relatif dan definisi orang asing
masing-masing bersifat mutlak. WNA
dapat dimungkinkan untuk
menginvestasikan rumah tunggalnya.
- Jangka waktu hak pakai bagi orang
asing dan definisi orang asing dalam
PP tergantung dari maksud kehadiran
orang asing yang berkedudukan di
Indonesia.
- Temporalitas kedua PP tersebut bahwa PP tahun
1996 sebagai aturan lama dan PP tahun 2015
sebagai aturan baru, sehingga PP tahun 1996
‘dianggap’ tidak berlaku.
- Terpisahnya kedua aturan tersebut dengan
kepentingan nasional berdasarkan asas
nasionalitas.
- Kedua peraturan dan keinginan WNA untuk
berkedudukan di Indonesia.
- Kedua PP tersebut memiliki sifat keharusan
terhadap WNA untuk tunduk (patuh) sesuai yang
tercantum dan menetapnya orang asing di
Indonesia tidak akan dapat disetarakan dengan
kebutuhan WNA untuk memiliki tempat tinggal di
Indonesia.
- Kepentingan nasional berdasarkan asas
nasionalitas tidak menjadi unsur dalam antara PP
HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP
Hunian Orang Asing 2015 dalam persoalan jangka
waktu hak pakai bagi orang asing di Indonesia.
- Kedua PP tersebut ‘harus’ hadir pada instrumen
persepsi.
- Kualitas kehadiran orang asing di Indonesia
menjadi multitafsir jika dihubungkan dengan
ukuran asas nasionalitas dan sifat dari kehadiran
WNA adalah untuk lebih kepada kepentingan
pribadi (investasi) daripada kepentingan nasional.








Kondisi pemahaman dalam persepsi
terhadap PP HGU, HGB Dan HP Atas
Tanah 1996 dan PP Hunian Orang asing
2015.
Ciri-ciri persepsi terhadap PP HGU, HGB Dan HP




Kontemplatif - Kedua PP tersebut dalam hal
jangka waktu hak pakai bagi
orang asing bersifat relatif dan
definisi orang asing masing-




- Jangka waktu hak pakai bagi
orang asing dan definisi orang
asing dalam PP tergantung dari
maksud kedatangan orang asing
yang berkedudukan di Indonesia.
- Gambaran atau konsep mengenai orang asing
dalam menguasai hak pakai atas tanah di
Indonesia tertuang dalam PP HGU, HGB Dan
HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang
Asing 2015.
- Kesesuaian konsep antara PP HGU, HGB
Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian
Orang Asing 2015 dan asas nasionalitas.
- Objek persepsi terwujud dalam PP HGU, HGB
Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian
Orang Asing 2015 dan keinginan WNI maupun
WNA terwadahi dalam bentuk asas
nasionalitas.
- Kedua PP tersebut akan selalu menyesuaikan
dengan kepentingan WNA terhadap asas
nasionalitas.
- Asas nasionalitas harus disesuaikan dalam
regulasi yang terkait
- Kedua PP tersebut dan WNA menyesuaikan
pada instrumen persepsi dalam aturannya.
- Terangkainya kualitas kehadiran WNA diukur
dengan asas nasionalitas dan syarat-syarat
kehadiran WNA diukur dengan sumbangsih
kehadirannya sebagai orang asing di
Indonesia
- Aturan tersebut hadir sebagai sesuatu yang
mempertimbangkan kehadiran orang asing di
Indonesia terhadap asas nasionalitas.
Terdapat
keseimbangan hak. Di





























Kondisi pemahaman dalam persepsi
terhadap PP HGU, HGB Dan HP
Atas Tanah 1996 dan PP Hunian
Orang asing 2015.
Ciri-ciri persepsi terhadap PP HGU, HGB




Kritikal - Jangka waktu hak pakai bagi
orang asing dan definisi
orang asing dalam PP
tergantung dari maksud
kedatangan orang asing yang
berkedudukan di Indonesia.
- Terbentuknya pemahaman atas orang
asing dalam menguasai hak pakai atas
tanah berdasarkan latar belakang
terbentuknya kedua PP tersebut.
- Dasar dari kedua PP tersebut adalah asas
nasionalitas.
- Objek persepsi terwujud dalam kedua PP
tersebut dan keinginan warga negara
terwujud dalam asas nasionalitas.
- Kedua PP tersebut dikeluarkan
berdasarkan kepentingan rezim
pemerintahan yang berkuasa pada saat
diberlakukannya peraturan tersebut.
- Asas nasionalitas sebagai
pengklasifikasian dalam pembentukan
kedua PP tersebut.
- Kedua PP tersebut dan hak bangsa
adalah realitas yang memiliki kesimpulan
yang berbeda untuk dipahami.
- Kualitas kehadiran WNA diukur dengan
asas nasionalitas dan sumbangsih
kehadirannya sebagai orang asing di
Indonesia adalah hal yang terpisah.
- Menafsirkan kedua PP tersebut adalah
sesuatu yang lain (logika sosial) bukan
logika hukum selanjutnya disebut dengan




dampak yang luas terhadap
pembangunan nasional, maka
jangka waktu penguasaaan hak
pakai atas tanah oleh WNA
semakin dapat ditolerir
u/semakin memiliki waktu yang
relatif lebih lama. Maka, rujukan
WNA dalam menguasai hak
atas tanah dimungkinkan
melakukan tindakan hukum
berdasarkan PP 2015 karena
PP 80 tahun secara totalitas,
maka definisi orang asing harus
semakin ketat atau dalam hal ini
diperlengkap dari PP 1996. Jika
WNA tidak memberi dampak
secara luas terhadap
pembangunan nasional maka
WNA dalam tindakan hukumnya
harus berdasarkan PP 1996
yakni selama 45 tahun dan






PP HGU, HGB Dan HP
Atas Tanah 1996 dan PP
Hunian Orang asing
2015.
Ciri-ciri persepsi terhadap PP HGU, HGB Dan HP Atas
Tanah 1996 dan PP Hunian Orang asing 2015.
Pandangan terhadap asas
nasionalitas
Inteleksi - 3 alam persepsi :
- Alam Hukum (bukan alam aturan) = Asas
nasionalitas bahwa bumi, air dan kekayaan alam
dalam wilayah Republik Indonesia menjadi Hak
Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Artinya, hak
tersebut tidak semata-mata menjadi hak dari para
pemiliknya. Asas Nasionalitas tampak pula dalam
Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (2) UUPA. Dalam
kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa hanya
bangsa Indonesia yang dapat memiliki hak atas
tanah dan Hak Milik tidak dapat dimiliki oleh orang
asing. Olehnya, dalam hal ini orang asing di dalam
PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP
Hunian Orang Asing 2015 diperbolehkan menguasai
hak pakai atas tanah di Indonesia.
- Alam keadilan = Alam keadilan adalah suatu wadah
yang dimana adanya suatu kasus tertentu (fakta
sosial) yang diperhubungkan dengan fakta hukum
atau dalam hal ini kasus yang sejenis dengannya,
akan mengakibatkan penilaian terhadap adil atau
tidaknya hadir dalam suatu persepsi.
- Alam masyarakat = Pada Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh
Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.
Bahwa Orang Asing pemegang izin tinggal di
Asas nasionalitas dalam PP
HGU, HGB Dan HP Atas Tanah
1996 dan PP Hunian Orang
Asing 2015 adalah pemberian
hak atas tanah terhadap WNA
yang memiliki sumbangsih bagi
kepentingan nasional dengan
batasan jangka waktu tertentu
dan kondisi tertentu.
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Indonesia dapat memiliki rumah tempat tinggal atau
hunian berupa rumah tunggal atau satuan rumah
susun. Perolehan itu dapat dilakukan dengan: a.
membeli rumah tunggal di atas tanah Hak Pakai atas
tanah Negara, Hak Pengelolaan atau Hak Milik; atau
b. membeli satuan rumah susun di atas tanah Hak
Pakai atas tanah Negara atau Hak Pengelolaan.
“Dalam hal Orang Asing membeli rumah tunggal di
atas tanah Hak Pakai atas Hak Milik, dilakukan
berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas
Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
antara Orang Asing dan Pemegang Hak Milik,” bunyi
Pasal 1 ayat (3) Permen di atas. Pembelian rumah
tunggal atau satuan rumah susun sebagaimana
dimaksud dengan syarat merupakan pembelian unit
baru berupa bangunan baru yang dibeli langsung
dari pihak pengembang/pemilik tanah dan bukan
merupakan pembelian dari tangan kedua. Selain itu,
pembelian rumah tunggal atau satuan rumah susun
sebagaimana dimaksud merupakan rumah tunggal
pula. Dalam lampiran Permen itu disebutkan, untuk
rumah tunggal harga satuan termurah di Jakarta
adalah Rp 10 miliar; Banten, Jabar dan Jatim Rp 5
miliar; Jateng, DIY, dan Bali Rp 3 miliar; NTB, Sumut,
Kaltim, dan Sulsel Rp 2 miliar; dan daerah lainnya di
luar daerah-daerah tersebut Rp 1 miliar. Adapun
untuk rumah susun harga termurah di Jakarta Rp 5
miliar; Banten, Jabar, Jateng, dan DIY Rp 1 miliar;
Jatim Rp 1,5 miliar; Bali Rp 2 miliar; NTB, Sumut,
Kaltim, dan Sulsel masing-masing Rp 1 miliar; &
daerah lainnya Rp 750 juta.
Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah pada tahun 2017
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Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa dalam persoalan persepsi inteleksi
bahwa asas nasionalitas berada dalam kategori alam hukum yang dapat
dikorelasikan dengan persepsi awam, kontemplatif dan kritikal. Artinya bahwa asas
nasionalitas dapat ditafsirkan yang kemudian disesuaikan dengan PP yang berlaku
saat ini yakni PP No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah dan PP No. 103 tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah
Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia.
Asas nasionalitas jika ditinjau dari tingkatan persepsinya, maka persepsi
kritikal adalah persepsi yang dapat menghampiri untuk ditemukannya benang merah
dengan PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015
untuk masuk dalam alam keadilan (fakta hukum) dengan dasar alam masyarakat
(fakta sosial).
Asas nasionalitas dalam PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP
Hunian Orang Asing 2015 adalah pemberian hak atas tanah terhadap WNA yang
memiliki sumbangsih bagi kepentingan nasional dengan batasan jangka waktu
tertentu dan kondisi tertentu.
Implementasi dari hal tersebut jika dikaji berdasarkan pembentukan PP HGU,
HGB, Dan Hak Pakai Atas Tanah 1996 dibentuk pada rezim Soeharto periode 1967-
1998 (rezim orde lama) dan PP Hunian Orang Asing 2015 dikeluarkan pada rezim
Jokowi periode 2014-2019 (rezim saat ini). Tentu tak lepas dari kepentingan
eksekutif dalam mengelola negara bahwa kepentingan investasi belum terlalu
mencolok atau dalam hal hubungan antar negara belum kuat sehingga jangka
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waktunya relatif singkat jika dibandingkan dengan PP Hunian Orang Asing 2015
pada rezim Jokowi.
Selanjutnya, menjadi hal yang niscaya bahwa dalam perkembangan dan
tuntutan global untuk semakin meningkatkan hubungan antar negara maka jangka
waktu pada PP Hunian Orang Asing 2015 diberikan paling lama 80 tahun. Akan
tetapi di antara kedua PP tersebut bukan suatu pertentangan norma, tetapi
perbedaan penekanan (subyek dan obyek) yang kemudian jika digunakan dalam
konteks saat ini tentu WNA (ditinjau dari sisi subyeknya) akan merujuk pada PP
Hunian Orang Asing 2015 karena secara totalitas paling lama 80 tahun dengan
dasar konsep rumah tunggal yang dari sisi kemanfaatannya dapat memberikan
manfaat yang lebih terhadap orang asing jika dibandingkan dengan tinjauan
obyeknya akan merujuk pada PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996. Dengan
total jangka waktu selama 80 tahun itu dapat mencakup lebih dari satu generasi. Hal
tersebut diberikan secara bertahap karena adanya proses evaluasi sebelum
diberikan perpanjangan ataupun pembaruan Hak Pakai. Terlepas dari tahapannya,
penguasaan WNA dengan Hak Pakai atas tanah terhitung sangat lama yang
berpotensi berbenturan dengan Asas Nasionalitas. Dengan jangka waktu Hak Pakai
yang secara turun temurun, hal tersebut sama saja dengan kembali ke masa
kolonialisme. Bahwa pemberian jangka waktu pada PP Hunian Orang Asing 2015
lebih lama, bahwa hal tersebut menyiratkan bahwa Pemerintah lebih
mengutamakan kepentingan pihak asing ketimbang kebutuhan Hak Pakai untuk
subyek hukum dalam negeri. Untuk lebih lanjut secara sederhana, dapat
digambarkan sebagai berikut:
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Tabel 4: Klasifikasi Orang Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Yang Terkait Dan Kebaruannya.
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Sumber : Bahan hukum sekunder, diolah tahun 2017.
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Berdasarkan tabel di atas bahwa PP Hunian bagi orang asing 2015, bukanlah
aturan pertama dalam rangka mengatur kepemilikan properti bagi warga negara
asing (WNA). Sebab, PP tersebut merupakan revisi dari aturan sejenis, yakni PP
41/1996. Hanya saja, ada beberapa ketentuan yang berbeda antara PP Hunian
orang asing 2015 dengan PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996.
Selain itu, pengaturan mengenai hak pakai atas tanah bagi WNA juga diatur
dalam PP 40/1996 tentang HGU, HGB Dan HP Atas Tanah. Namun, hingga kini PP
HGU, HGB Dan HP Atas Tanah belum dicabut, artinya masih tetap berlaku.
Keberlakuan itu memunculkan perbedaan ketentuan terkait kepemilikan bagi WNA.
Berikut beberapa perbandingan ketentuan hak pakai bagi WNA menurut aturan di
Indonesia :
1. Jangka waktu
Menurut PP Hunian Orang Asing, pengaturan jangka waktu pemberian hak
pakai bagi WNA disebutkan secara spesifik untuk menguasai rumah tunggal.
Berdasarkan Pasal 6, WNA bisa mendapatkan hak pakai selama 30 tahun. Jika
jangka waktu tersebut telah berakhir, dapat diperpanjang untuk 20 tahun kemudian
setelah rentang 50 tahun, WNA tersebut dimungkinkan memperbarui kembali hak
pakainya untuk masa 30 tahun. Maka, secara totalitas jangka waktu yang diberikan
mencapai 80 tahun.
Sebelumnya, dalam ketentuan yang dimuat PP 41/1996 tentang Pemilikan
Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia , hak
pakai bagi WNA lebih pendek. Pasal 5 mengatur bahwa WNA hanya bisa memiliki
hak pakai paling lama 25 tahun. Setelah habis masa 25 tahun itu, hak pakai tersebut
tidak dapat diperpanjang tapi dimungkinkan untuk memperbarui hak pakainya
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kembali untuk 25 tahun selanjutnya. Jadi, total jangka waktu yang bisa didapatkan
hanya sampai 50 tahun saja.
Sementara itu, PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah jangka waktu untuk hak pakai masih belum
berubah. Rentang waktu yang mungkin didapatkan WNA menurut PP tersebut tak
jauh berbeda dengan ketentuan dalam PP 41/1996 tentang Pemilikan Tempat
Tingga; Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, yang kini
sudah tidak berlaku. Menurut Pasal 45 PP 40/1996 tentang HGU, HGB dan HP atas
Tanah, hak pakai hanya bisa didapatkan untuk jangka waktu 25 tahun. Setelah
jangka waktu tersebut berakhir, dapat diperpanjang paling lama 25 tahun kecuali
alas hak pakai di atas hak milik karena tidak dapat dilakukan perpanjangan dan
perbaharuannya tidak ditentukan. Jika masa perpanjangan pun telah berakhir yakni
selama 20 tahun hak pakai di atas tanah negara dan/atau tanah hak pengelolaan,
dan di antara ketiga alas hak tersebut yang dilekatkan hak pakai tidak ditentukan
perbaharuannya. Maka, secara totalitas hak pakai di atas tanah negara dan/atau
tanah hak pengelolaan sealama 45 tahun dan hak pakai di atas hak milik hanya 25
tahun.
2. Jenis properti
Menurut Pasal 4 PP Hunian Orang Asing 2015, hak pakai dapat diberikan
kepada WNA untuk rumah tunggal di atas hak pakai, atau di atas tanah hak pakai
yang memiliki alas hak milik. Selain itu, hak pakai properti juga bisa diberikan atas
satuan rumah susun yang berdiri di atas hak pakai. Sebenarnya, ketentuan
mengenai objek hak pakai berupa rumah tunggal dan satuan rumah susun itu juga
dimuat dalam PP No. 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Tempat Tinggal Atau Hunian
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Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Akan tetapi, di dalam PP
103/2015 tentang Pemilikan Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang
Berkedudukan Di Indonesia, ada perbedaan jenis hak terhadap rumah tunggal dan
satuan rumah susun. Untuk rumah tunggal diberikan hak pakai sementara menurut
Pasal 5, untuk satuan rumah susun diberikan hak milik. Syaratnya, satuan rumah
susun itu harus berdiri di atas tanah hak pakai. Selain itu, WNA juga baru bisa
mendapatkan hak milik atas satuan rumah susun jika melakukan pembelian unit
baru.
3. Pewarisan
PP Hunian bagi orang asing 2015 memuat ketentuan baru mengenai
pewarisan properti. Pengaturan ini belum ditemukan di dalam aturan terdahulu,
yakni PP 41/1996 tentang Pemilikan Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing
Yang Berkedudukan Di Indonesia. Menurut Pasal 2 ayat (3), bila seorang WNA
meninggal dunia maka propertinya bisa diwariskan. Namun, jika ahli warisnya juga
merupakan WNA maka ahli waris tersebut harus memiliki izin tinggal di Indonesia.
Sementara itu, jika ahli warisnya tidak berkedudukan di Indonesia maka
merujuk pada Pasal 10 ayat (1), properti WNA harus dialihkan kepada pihak lain
yang memenuhi syarat. Batas waktu pengalihan itu adalah satu tahun. Jika setelah
tenggat waktu yang diberikan tak terjadi pengalihan, konsekuensi yang terjadi bisa
dua. Pertama, rumah yang berdiri di tanah hak pakai atas tanah negara akan
dilelang. Kedua, jika rumah berdiri di atas tanah hak milik, maka menjadi orang yang
memegang hak atas tanah tersebut.
Selain soal pewarisan, di PP Hunian Orang Asing 2015 juga diatur ketentuan
kepemilikan properti bagi mereka yang melakukan kawin campur. Menurut Pasal 3
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ayat (1), WNI yang melakukan perkawinan dengan WNA bisa memiliki hak yang
sama dengan WNI lain. Artinya, pelaku kawin campur tersebut berhak atas hak
milik. Namun, untuk mendapatkannya harus ada perjanjian pemisahan harta yang





Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan
sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa;
1. Dari sisi obyek hak atas tanah di Indonesia merujuk pada PP 40/1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
Atas Tanah secara totalitas paling lama 45 tahun dan hak pakai di
atas hak milik paling lama 25 tahun dan dari sisi subyeknya bahwa
pemilikan rumah tempat atau hunian oleh orang asing di Indonesia
merujuk pada PP Hunian bagi orang asing yang secara totalitas paling
lama 80 tahun.
2. Jika PP 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai Atas Tanah dan PP 103/2015 tentang Pemilikan
Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di
Indonesia masih berlaku, maka hal tersebut membentuk suatu persepsi
yang berbeda terhadap hubungan antara asas nasionalitas dan kedua
PP tersebut. Bahwa asas nasionalitas adalah pemberian hak atas tanah
terhadap WNA yang memiliki sumbangsih bagi kepentingan nasional
dengan batasan jangka waktu tertentu selama 80 tahun dan kondisi
tertentu melalui pemberian manfaat, melakukan usaha dan bekerja
atau investasi, dalam hal ini menjadi alternatif bagi orang asing,
dengan frasa “atau” mendalilkan adanya suatu alternatif terhadap
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orang asing, yang “investasi” tersebut tidak menjadi syarat mutlak bagi
kehadiran orang asing di Indonesia untuk menguasai hak pakai atas
tanah. Dengan menganut asas lex superior derogat legi inferiori bahwa
UU yang diutamakan daripada PP, maka peraturan pemerintah tidak
dapat melampaui norma yang ada di dalam UU yakni UUPA.
Sehingga, jangka waktu selama 80 tahun secara tidak langsung dapat
bertentangan dengan Asas Nasionalitas sebagai prinsip penguasaan
atas tanah di Indonesia.
B. Saran
Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran
untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam hal hukum agraria dihubungkan dengan
konteks saat ini, secara khusus kepada aturan jangka waktu orang asing terhadap
rumah tinggal atau hunian yang berkedudukan di Indonesia untuk menghadapi
tantangan global, yakni:
1. Diharapkan pemerintah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk
lebih teliti terhadap keberlakuan PP HGU, HGB dan HP Atas Tanah 1996
dan PP Hunian Orang Asing 2015. Bahwa sebaiknya pemerintah merevisi
PP HGU, HGB Dan HP Atas Tanah 1996 dan PP Hunian Orang Asing 2015
lebih diperketat yang termuat dalam PP tersebut, kemudian dilakukan
pengawasan yang ketat dalam implementasinya agar orang asing dapat
memberi manfaat bagi pembangunan nasional secara berlanjut. Utamanya
dikaitkan dengan UU Pertanahan yang terdapat dalam prolegnas 2015-2019
dan yang lainnya terkait dengan jangka waktu hak pakai bagi orang asing di
Indonesia agar terjadi harmonisasi produk perundang-undangan. Di sisi
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yang lain, produk perundang-undangan ke depannya lebih solutif dan
harmonis baik secara vertikal maupun horizontal dalam konteks peraturan
perundang-undangan di Indonesia terhadap pengaturan jangka waktu hak
pakai bagi orang asing dengan tidak mengabaikan asas nasionalitas.
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
untuk merevisi PP Hunian Bagi Orang Asing 2015 yang terkait dengan
jangka waktu rumah tunggal atau hunian bagi orang asing di Indonesia agar
tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Selain itu, perlunya dibentuk
lembaga khusus yang menangani dan mengawasi terhadap jangka waktu
hak pakai bagi orang asing di Indonesia dengan berdasarkan ketentuan
yang berlaku sebagai implementasi dalam pasal 21 ayat (3) UUPA secara
efektif dan efisien agar kehadiran orang asing di Indonesia tidak melampaui
batas waktu untuk pemilikan tempat tinggal atau hunian di Indonesia dengan
tujuan menjaga wibawa asas nasionalitas sebagai wujud implementasi nilai
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